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LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185
huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

1.

Pasal S5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan
Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum.

3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

4. Persetyjuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai
dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk
digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta
termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daeral:.
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Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan
pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam
bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat
pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah
keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan
Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan vang
waiib dilengkapi dengan Amdal.

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan
pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-
UPL.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas
Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau
Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL.

Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas
yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona
Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap
Lingkungan Hidup.

Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan
pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.

Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup
yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.

14. Formulir . .
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Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.

Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup
kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup vyang
merupakan hasil pelingkuparn.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selar jutnva
disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap
Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana
Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang
selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan
dampek terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
berada dalam kawasan yang sudah memilki Amdal
kawasan.

Rencana  Pemantauan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan
komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang
selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemailitauan
komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
berada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdal
kawasan.

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah
lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk
melakukan uji kelayakan.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang
dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk
melakukan uji kelayakan

Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem
kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang
yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi
dan manajemen Lingkungan Hidup.

24. Pelaku . . .
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Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan vada
bidang tertentu.

Instansi  Pemerintah adalah kementerian /letnbaga
pemerintah nonkementerian/instansi Pemerintah Daerah
yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang seianjutnya
disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak
Penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan
sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Dokumen  Pengelolaan Lingkungan Hidup vyang
selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaliasi
dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalant untuk
digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran Lingkungan Hidup adalsh masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan
Hidup yang telah ditetapkan.

Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik,
kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang
melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau havati Lingkungan
Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan
Lingkungan Hidup.

Penanggulangan  Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau
proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya
sistematis dan terpadu vang dilakukan untuk menjaga
Mutu Air.

33. Daerah . . .
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Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS
adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT
adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis,
seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
tanah berlangsung.

Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah
baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat
hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan
tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan
parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk
hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus
ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya di dalam air.

Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada
waktu fertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang
ditetapkan.

Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses
dalam suatu kegiatan.

Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar
unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan
dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari
suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

42. Udara . . .
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Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi
pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah
yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan
berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk
hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.

Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu
dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji
berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga
Mutu Udara.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang
selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang
memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.

Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang
selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi
dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Udara.

Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen
lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

Sumber Pencemar Udara adalah setiap kegiatan manusia
yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Udara
Ambien.

Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya
zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara
Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku
Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara
yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.

Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari
kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya
ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai
potensi Pencemaran Udara.

52. Beban . ..
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Beban Emisi adalah jumlah Pencemar Udara yang
dibuang oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke Udara
Ambier:.

Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara
maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan
ke dalam Udara Ambien.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut adalah upaya
sistematis dan terpadu yang diiakukan untuk menjsga
Mutu Laut.

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang
menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-
bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan
geografis dan ekclogis beserta segenap unsur terkait, dan
yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan hukum internasional.

Air Laut adalah air yang berasal dari Laut atau samudera
yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengan 20 practical
salinity unit (psu) atau lebih dari 30 psu.

Mutu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu dan
tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan
parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar
makhluk ludup, zat, energi, atau komponen yang ada
atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah
ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang cleh
Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan
fungsinya.

Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga
kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan Laut tidak sesuai lagi dengan
Baku Mutu Air Laut.

61. Kerusakan . ..
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Kerusakan Laut adalah perubahan langsung dan/atau
tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati Laut yang melampaui kriteria baku kerusakan
yang telah ditetapkan.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau
penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran Laut
dan/atau Kerusakan Laut.

Status Mutu Laut adalah tingkatan Mutu Laut pada lokasi
dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan Baku Mutu
Air Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem
Laut.

Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di
dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri
dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil
lain yang hidup dalam koloni.

Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi
khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi
pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau
lumpur berpasir.

Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dan
tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang,
daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara
generatif dan vegetatif.

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disingkat B3 adalah zat, energi, dar:/atau komponen lain
yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup,
dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan,
serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup
lain.

Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan yang mengandung B3.

70. Limbah . . .
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Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang
selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan
karakteristik Limbah B3.

Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity
Characteristic Leaching Procedurel yang selanjutnya
disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk
memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.

Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya disebut
Uji Toksikologi LDso adalah uji hayati untuk mengukur
hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan
kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh
persen) respon kematian pada populasi hewan uji.

Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan
karakteristik Limbah B3.

Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3
yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai
Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu
pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.

Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau
pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada
kemasan langsung Limbah B3.

Ekspor Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah
B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Notifikasi Ekspor Limbah B3 adalah pemberitahuan
terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada
otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan
perpindahan lintas batas Limbah B3.

Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau
penimbunan.

Dumping (Pembuangan) adaiah kegiatan membuang,
menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau
bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi
tertentu dengan persyaratan tertentu ke media
Lingkungan Hidup tertentu.

80. Pengurangan . .
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Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil
Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau
mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3
sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena
Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3.

Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum
dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan
Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.

Pengangkut Limbah B3 adalah badan wusaha vang
melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Pemanfaat Limbah B3 adalah badan wusaha yang
melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penimbun Limbah B3 adalah badan wusaha yang
melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan
Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3
dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang
dihasilkannya.

Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan
Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan
kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3.

Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan
kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang
bertujuan untuk mengubah Limbah B2 menjadi produk
yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku,
bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi
kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi
dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat
racun.

Penimbunan Limnbah B3 adalah kegiatan menempatkan
Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud
tidak membahayakan  kesehatan manusia dan
Lingkungan Hidup.

92. Sistem . . .
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Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian
keadaan darurat yang meliputi pencegahan,
kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan
Pengelolaan Limbah B3.

Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah
atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai
standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha
dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-
undangan.

Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat
SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan
mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

Pejabat Fungsional adalah adalah pegawai negeri sipil
yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi
Pemerintah.

Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melakukan Pengawasan dan/atau
penegakan hukum Lingkungan Hidup.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara
langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup wuntuk mengetahui dan/atau
menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta
peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

99. Sanksi . ..
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Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum
administrasi yang bersifat pembebanan
kewajiban/perintah  dan/atau  penarikan  kembali
keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar
ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia vang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepaia daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

o P

o o o

Persetujuan Lingkungan,;

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;

f. Pengelolaan .
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Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3;

dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup:

Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
pembinaan dan Pengawasan; dan

pengenaan Sanksi Administratif.

BAB II
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau
Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak
penting terhadap lingkungan.

Persetujuan Lingkungar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi
Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui:

a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau

b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan
Formulir UKL-UPL.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) berakhir bersamaazn dengan berakhirnya Perizinan
Berusaha atau Perseitjuan Pemerintah.

(6) Dalam . . .



SK No 084516 A

(7)

o
2,

124

Z
N

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha
dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang
eksisting.

Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah
melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca
operasi.

Pasal 4

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak
terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

a.
b.

C.

(2)

(3)

Amdal;
UKL-UPL; atau
SPPL.

Pasal 5

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap
Lingkungan Hidup.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Jjenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau

b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi
Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam
dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan
lindung.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang iokasinya berada
di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-iuindangan.

(4) Rencana . . .
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Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya
berbatasan langsung dengan kawasan lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi
Jjenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung
dengan batas kawasan lindung; dan/atau

b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi
dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan
lindung tersebut.

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta
arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya dengan  melampirkan  ringkasan
pertimbangan ilmiah.

Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan
dan memberikan arahan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan berupa:

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi
fungsi kawasan lindung; atau

b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak
mempengaruhi fungsi kawasan lindung.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting;

b. jenis . ..
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b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi
Usaha dan/atau Kegiatan dilakZzukan di luar
dan/atau tidak berbatasan langsung dengan
kawasan lindung; dan

o

termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pasal 7

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ wajib
dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup
dan tidak termasuk daiam kriteria wajib UKL-UPL.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;

b.  merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro
dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting
terhadap Lingkungan Hidup; dan/atauw

c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 8

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiiiki Dampak
Penting terhadap Lingkungan Hidup vang wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri
atas:

a.
b.

pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan
maupun yang tiduk terbarukan;

proses dan Kkegiatan yang secara potensial dapat
menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan
kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

proses dan kegiatan yang hasiiaya dapat mempengaruhi
iingkungan alarn, lingkungan bnatan, serta lingkungan
sosial dan hudaya:

€. Proses . . .
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proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi
pelestarian kawasan konservasi sumber days alam
dan/atau perlindungan cagar budaya;

introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad
renik;

pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau
mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai
potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungar. Hidup.

Pasal 9

Menteri melakukan evaluasi terhadap jenis rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan SPPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit
setiap S (lima) tahun sekali.

(1)

Pasal 10

Kewajiban memiliki Amdai sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 5 ayat (2) dikecualikan bagi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang:

a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada
pada kabupaten/kota yang memiliki rencana detail
tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian
Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada
pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana
kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian
Lingkungan hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinc1 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. prograrn . . .
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c. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau
program berupa rencana induk yang telah
dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup
strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara
komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di
dalam dan/atau berbatasan langsung dengan
kawasan lindung yang dikecualikan;

e. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka
penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;

f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di
dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal
kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yvang berada di
dalam kawasan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di
dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL
rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan
dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

h. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;

i.  dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani
Perizinan Berusaha; dan/atau

] rencana Usaha dan/atau Kegiatan  selain
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
a, yang berbatasan langsung atau berada dalam
kawasan lindung, vyang telah mendapatkan
penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi
yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
pengelolaan kawasan lindung.

(2) Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c

diselenggarakan dengan pendekatan holistik, integratif,
tematik, dan spasial.

(3) Rencana . . .

SK No 097401 A
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Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan
panas bumi yang tidak diikuti dengan Usaha
dan/atau Kegiatan pendukung yang
skala/besarannya wajib Amdal,

b. penelitian dan pengembangan nonkomersial di
bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu
fungsi kawasan lindung;

c. kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian
kawasan lindung;

d. kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan
keamanan negara yang tidak memiliki Dampak
Penting rerhadap Lingkungan Hidup;

e. kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting
terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau

f.  budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan
luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung
kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf ¢ tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah.ini.

Pasal 11

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf f, dan huruf j wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g wajib memiliki
RKL-RPL rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan
kawasan sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

(3) RKL . . .
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RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku
Usaha di dalam kawasan dan dinyatakan dalam bentuk
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang disahkan oleh pengelola kawasan dau menjadi
prasyarat Perizinan Berusaha Pelaku Usaha di dalam
kawasan.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h dan huruf i
tidak memeriukan dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 12
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a. tidak wajib Amdal sebagaimana dimaksud da'am
Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan/atau

b.  wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) huruf a, atau SPPL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a,

dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal oleh Menteri.

Rencana Usalka dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada
Menteri oleh:

a. menteri dan/atau kepala lembaga pernerintah
nonkementerian;

b. gubernur;
c.  bupati/wali kota; dan/atau
d. masyarakat.

Usulan fertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {2
paling sedikit berisi:

a. 1dentitas pengusul,

b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di

sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
1
dan

d. analisis . . .
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d. analisis Dampak Lingkungan Hidup vang akan
reriadi, ketersediaan teknologi pengelolaan
Lingkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa
rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki
Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan
dapat diterapkan nmenjadi rencana Usaha dan/arau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

Usulan sebagairnana diiraksud pada ayat (3) disusun
dalam 1 (satu) dokumen pengajuan penetapan lenis
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal.

Pasal 13

Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri menugaskan pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayac (2)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan-

a. alasan ilmiah bahwa rencana Usszha dan/atau
Kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting
terhadep Lingkungan Hidup;

b. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c. tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan
Hidup; dan

d. teknologi pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup.

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:

a. usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL  menerbitkan
rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
memiliki Amdal, kepada Menteri; atau

b. usulan ...
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b. usulan tidak dapat diterima, pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL
menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal,
kepada Menteri.

Pasal 14

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)
menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk:

a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib
memiliki Amdal; atau

b. menolak usulan penetapan suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal
menjadi wajib memiliki Amdal.

Pasal 15

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau
penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal
sebagaimana dimaksud dalain Pasal 13 dan Pasal 14
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 16

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal oleh
Menteri.

(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada
Menteri, oleh:

a. menter1 dan/atau kepala lembaga pemerintah
nonkementerian;

b. gubernur;

c. bupati . ..
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c. bupati/wali kota; dan/atau
d. masyarakat.

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit berisi:

a. identitas pengusul;

b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
akan dilakukan bescrta skala/besarannya;

c. status dan kondisi lingkungan di daiam dan di
sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan

d. analisis dampak Lingkungan Hidup yang akan
terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan
lLingkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa
rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut tidak
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan
Hidup dan dapat ditetapkan menjadi jenis rencana
Usaha dan/atav Kegiatan yang tidak wajib memiiiki
Amdal.

Pasal 17

Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan teriulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Dalam mnelakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri menugaskan pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:

a. Dampak Lingkungan Hidup dari rencana Usaha
dan/atau Kegiatan dapat ditanggulangi sesuai
dengan perkembangan iimu pengetahuan dan
teknologi;

b. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
Cc. berdasarkan pertimbangan ilmiak bahwa rencana

Usanza dan/atau Kegiatan cidak menimbulkan
Dampak Penting.

(4) Deglam



SK No 097404 A

o

E .
%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

(4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:

a. usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan
rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki
Amdal, kepada Menteri; atau

b. usulan tidak dapat diterima, pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL
menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada
Menteri.

Pasal 18

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4)
menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk:

a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki
Amdal; atau

b. menolak wusulan penetapar. suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib
memiliki Amdal.

Pasal 19

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau
penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib memiliki Amdal menjadi tidak wajib memiliki Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 20 . ..
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Pasal 20

Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
proses penapisan secara mandiri.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
mengajukan penetapan penapisan dari instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi  perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.

Penetapan penapisan yang disampaikan oleh instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi  perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya memuat:

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki
Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan

b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-
UPL, atau SPPL.

Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal

(1)

(2)

Pasal 21

Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau
Kegiatan.

Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata
ruang.

(3) Kesesuaian . .



SK No 084528 A

$3)

(1)

(2)

(3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

27 -
Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendesi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
tidak sesua: dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pauda ayat {3), dokumen Amdal tidak dapat
dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 22

Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Ussha
dan/atau Kegiatan menggunakan pendekatan studi:

a. tunggal;
b. terpadu; atau
c. kawasan.

Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan apabila penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk
melakukan 1 (satu) jenis Usana dan/atau Kegiatan yang
kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya
berada di bawah 1 ({fatu) kementerian, lembaga
pemerintah  nonkementevian, organisasi perangkat
daerah provinsi, ata1 organisasi perangkat dacrah
kabupaten/kota.

Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) huruf b dilakukan apabila penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk
melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau
Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling
terkait dalamn saiu kesatuan hamparan ekosistem serta
pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah
lebih dari 1 (satu) kementerian, leinbaga pemerintah
nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi,
atau organisasi perangkai daerah kabupaten/kota.

(4) Pendekatan . . .
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Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf ¢ dilakukan oleh pengelola kawasan selahu
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan vang
merencanakan untuk melakukan lebinh dari 1 (satu)
Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Pelaku Usaha di dalamm kawasan, terletak dalam sawu
kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang
telah mendapatkan penetapan kawasan dan pengelola
kawasan sesuai denigan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pendekatan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksua
pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh
lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Uszaha dan/atau
Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling
terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satuj Amdal yang
dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu)
Perizinan Berusaha.

Pasal 23

Penanggung jawab Ulsaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (i) dalam
penyusunan Amdal dapat ailakukan sendiri atau
menunjuk pihak lain dalani hal tidak mampu.

Penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang
mermniliki sertifikat kompetensi.

Hasil penyusunan Amdal yang disusun pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 24

Aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi
Lingkungan Hidup pusat, crganisasi perangkat daerah
yang memindangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi  perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi
penyusun Amdal.

(2) Dalam . ..
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Dalam hai instansi Lingkungan Hidup pusat.
organisasi  perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat
daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab
Usaha dan/atau Xegiatan, aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi
penyusun Amdal.

Pasal 25

Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan
informasi sebagai berikut:

a.

b.

hasil  penapisan kewenangan penilaian Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

rocna Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar
lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan
dilakukan; dar

hasil pengumuman dan konsultasi publik.

Pasal 26

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri

atas:
a.
b.

C.

(1)

Formulir Kerangka Acuan;
Andai; dan
RKL-RPL.

Pasal 27

Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 avat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana
Usaha dan/atau Kegiatan;

b.  pengisian. per.gajuan, pemeriksaan, dan penerbitan
berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan:

C. penyusunan ...
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c.  penyusunan dan pengaiuan Andal dan RKL.-RFL; dan
d. penilaian Andal dan RKL-RPL.

Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana
diinaksud pada ayat (1) huruf b dan penilaian Andal dan
RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan bagian uji kelayakan Amdal.

Pasal 28

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam
menyusun Amdal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 21
ayat (1} melibatkan masyarakar yang terkena dampak
langsung.

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan

b. konsultasi publik.

Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) berhak mengajukan saran,
pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepulub) hari
kerja sejak pcngumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2j huruf a.

Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan
saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan pada konsultas: pubjik sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara
kornisultasi publik.

Pelibatan masyarakat yang terkeno dampak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (?) dilakukan sebelum
penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 29 . ..
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Pasal 29

Masyarakat yang terkena dampak langsung yang
dilibatkan dalam penyusuran Amda! sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan masyarakat
yang berada di dalam batas wilayah studi Amda! yang
akan ferksna dampak secara langsung baik positif
dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atan
Kegiatan.

Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga
swadaya masyarakat pendamping yang telah membina
dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena
dampak langsung.

Pasal 30

Dalam melakukan pengumuman rencana Usaha
dan/atau Kegiatan sebagaimana diimmaksud dalam Pasal
28 ayat (2) huruf a, penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan wajib menyampaikan informasi secara ringkas,
benar, dan tepat mengenai:

a. mnama dan alamat penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan;

k. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c. skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau
Kegiatan;

d. lokasirencana Usaha dan/atau Kegiatan;

e. dampak potensial terhadap lingkungan yang akan
timbul dan konsep umum pengendaliar, Dampak
Lingkungan Hidup;

f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas
waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan
dari masyarakat; dan

g. nama dan alamat penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan yang menerima saran, pendapat,
dan tanggapan dari masyarakat.

(2) Informasi . .
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informasi dalam pengurnuman rencana Usaha dan/atau
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disarapaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti oleh
seluruin lapisan masyarakat.

Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), informasi dalam pengumuinan
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan
dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal vang
sesuail dengan lokasi dimana pengumuman terseburt akan
dilakukan.

Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
memual informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melalui:

a. media massa; dan/atau
b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Selain media yang wajib digunakan untuk melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapal
menggunakan media lain untuk melakukan
pengumuman, berupa:

a. media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;

b. media elektronik melalui televisi, laman, jejaring
sosial, pesan elektronik, dan/atau radio;

©.  papan pengumuman di instansi Lingkungan Hidup
dan instansi yang membidang: Usaha dan/atau
Kegiatan di tingkat pusat, daerah provinsi. dan/atau
daerah kabupaten/kota; dan

d. media lain yang dapat digunakan.

Pasai 31
Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 berhak mengajukan saran,
pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan alam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf .

(2) Saran . . .
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Saran, pendapzat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Dalam menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
terkait pengumuman reqcana Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib
mencantuimkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan
dokuinen kependudukan.

Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. informasi deskriptif tentang kondisi iingkungan yvang
berada di dalamn dan di sekitar lokasi/tapak rencana
Usaha dan/atau Kegiatan;

b. nilai-nilai lokal vang berpotensi akan terkena
dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
akan dilakukan; dan/atau

c.  aspirasi masyarakat, keinginan, dan harapan terkait
dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Sarau, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan
menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah
atau lokal yang sesuai dengan lokasi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Berdasarkan saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat
yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
penanggung  jawab Usaha dan/atau Kegiatan
mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan
tanggapan masyarakat.

Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah
diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6} wajib
digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian Formulir
Kerangka Acuan.

Pasal 32

Pelibatan masysrakat yang terkena dampak langsung inelalui
konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
2) buruf b mencakup:

a. kelompok . . .
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kelompok masyarakat rentan (vulnerable group);
masyarakat adat (indigenous people); dan/atau

kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan
memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 33

Sebelum pelaksanaan konsultasi pubiik sebagaimar.a
dimaksud dalam Pasal! 28 ayat (2) buruf b, penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan:

a. berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh
masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses
konsultasi publik; dan

b. mengundang masyarakat yang akan dilibatkan
dalam konsultasi publik.

Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi
mengenai:

a. tujuan konsultasi publik;
b. waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik;

c. bentuk, cara, darr metode konsultas) publik yang
akan dilakukan;

d. tempat dimana masyarakat dapat memperoleh
informasi tambahan; dan

e. lingkup saran, pendapat, dan tanggapan dari
masyarakat.

Bentuk, cara, dan metode konsultasi publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan secara dalam jaringan atau Juar jaringan
mencakup:

a. lokakarya;

b. seminar,

c. focus group discussion;
d. temu warga;

e. forum dengar pendapat;

f. dialog . . .
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f. dialog interaktif; dan/atau
g. bentuk, cara, dan metode lain yang dapat

digunakan untuk berkomunikasi secara 2 (dua)
arah.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat
memilih salah <atu atau kombinasi dari berbagai
bentuk, cara, dan metode konsultasi publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang secara
efektif dan efisien dapat menjaring saran, pendapat,
dar. tanggapan masyarakat secara optirnal.

Pasal 34

Dalam pelaksanaan konsultasi publik, penanggung
jawab "Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan
informasi paling sedikit terkait:

a. deskripsi rencana Usaha dan /atau Kegiatan;

b. dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi
awal penanggung jawab Usaha dar.;atau Kegiatan
meliputi  penurunan kualitas air permukaarn,
penurunan kualitas Udara Ambien, Kerusakan
Lingkungan, keresahan masyarakat, gangguan lalu
lintas, gangguan kesehatan masyarakat, kesempatan
kerja, dan peluang berusaha; dan

c. kompenen lingkungan yang akan terkena dampak
dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Berdasarkan informasi yang  disampaikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, masyarakat
vang terkena dampak langsung berhak
menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat,
dan tanggapan masvarakat yang disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Saran . ..
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Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat vaug
telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisiar
Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 35

Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf 2
disampaikan juga oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
pelibatan masyarakat dengan menempatkan
pengumuman yang disampaikan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan kepada masyarakat pada
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup bersarnaan
dengan pengumuman yang dilakukan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) huruf a.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
b. masyarakat berkepentingan lainnya.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak
mengajukan saramn, pendapat, dan tanggapan terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu
10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman
dipublikasikan.

Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disampaikan kepada Tim Uji Kelayakan
Lingkungani Hidup.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyaring saran,
pendapat, dan tanggapan yang disampaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) urtuk memilah masukan yang
relevan.

(7) Tim . . .



SK No (097406 A

(7)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

®

PRESIDEN
REPLUBLIK INDONESIA

-37 -

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan
saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk digunakan dalam
pengisian Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 36

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik
sesual dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. formulir pelingkupan; dan
b. formulir metode studi Andal.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal, dalam menyusun Formulir Kerangka Acuan
spesifik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi dengan Menteri.

Menteri memasukkan Formulir Kerangka Acuan spesifik
yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 37

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi
Formulir Kerangka Acuan spesifik yang tersedia dalam
sistem  informasi dokumen Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

(2) Dalam ...
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Dalam hal Formulir Kerangka Acuan spesifik helum
terscdia dalam sistem informasi dokumen Lingkurigan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian
Formulir Kerangka Acuan mengacu pada format Formulir
Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (5).

Pasal 28

Formulir Kerangka Acuan yang telah diisi dan diajulkan
oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Xegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diperiksa oleh:

a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
varg berkedudukan di pusat;

b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan
Lingkungan  Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam melakukan
pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:

a.  ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan
atauv Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha
dan/atau Kegiatan; dan

b. instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau
Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau
Kegiatan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja sejak Formuli- Kerangka Acuan diterima dari

peranggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara
lengkap.

Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun
dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir
Kerangka acuan yang memuat informasi paling sedikit:

a. Dampak Penting hipotetik,

b.  batas wilayah studi dan batas waktu kajian;

c. metode . ..
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c. metode studi;
d. penetapan kategori Amdal; dan
e. waktu penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL.

Tata laksana pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 39

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusur
dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

Dokurnen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. pendahuluan,;

b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta
alternatifnya;

c. deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup;
hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;

penentuan Dampak Penting hipotetik vang dikaii,
batas wilayah studi, dan batas waktu kaiian;

f.  prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat
penting dampak;

g. evaluasi secara holistik terhadap Dampak
Lingkungan Hidup;

h. daftar pustaka; dan

i.  lampiran.

Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman
penyusunan dokumen Andal sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 40 . ..
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Pasal 40

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun
dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen Andal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. pendahuluan;
b matrik RKL;

c. matrik RPL,
d

persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang relevan terdiri atas pengolahan dan
pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah
untuk aplikasi ke tanah, pembuangan Emisi,
Pengelolaan Limbah B3, dan/atau pengelolaan
dampak lalu lintas;

e. pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan
yang tercantum dalam RKL-RPL;

f. daftar pustaka; dan
g. lampiran.

Penyusunan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman
penyusunan dokumen RKL-RPL yang tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 41

Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 dibagi berdasarkan kategori
Usaha dan/atau Kegiatan.

Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kategori A;

b.  kategeri B; atau

c. kategori C.

(3) Kategori . . .
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Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan Kkriteria:

a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap
Lingkungan Hidup;

c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan/atau

d. kondisi dava dukung dan daya tampung Lingkungan
Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Penetapan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 42

Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat {2) dilakukan
dalam jangka waktu:

a. kategori A paling lama 180 (seratus delapan puluh)
hari;

b. kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) hari;
dan

c. kategor C paling lama 60 (enam puluh) hari.

Dalam hal penyusunan dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL bersifat sangat kompleks, jangka waktu
penyusunan dapat dilakukan lebih lama dari jangka
waktu kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a.

Penambahan waktu penyusunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 43 . ..
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Pasal 43

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 melalui sistem informasi dokumen Lingkungan
Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya.

Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dengan Persetujuan Teknis.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
d

analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 44

Dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 diiakukan penilaian oleh:

a. Menteri rmaelalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di pusat;

b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui tahapan:

a. penilaian administrasi; dan
b. penilaian substansi.

Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang;

b. persetujuan . ..
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b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau
Kegiatan;

c. Persetujuan Teknis;

keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia
jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan
dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan
oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal,

e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi
penyusun Amdal; dan

f. kesesuaian sistematika dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan
dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:

a. uji tahap proyek;

b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL; dan

c. Persetujuan Teknis.

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat Dampak
Lingkungan Hidup yang tidak dapat dikelola dan harus
dilakukan perubahan Persetujuan Teknis, harus
mendapatkan persetujuan dari kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian atau organisasi perangkat
daerah yang berwenang.

Pasal 45

Penilaian substans: sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (4) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup secara tatap muka langsung dan/atau
dalam jaringan.

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan bersifat
kompleks dan melibatkan banyak pihak, rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
lebih dari 1 (satu) kali.

Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup melibatkan pihak:

a. masyarakat . . .
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a. masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha
dan/atau Kegiatan,;

c. instansi sektor penerbit persetujuan awal dan
Persetujuan Teknis;

d. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang
terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha
dan/atau Kegiatan; dan/atau

e. masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau
masyarakat berkepentingan lainnya yang telah
menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap
penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Dalam penilaian substansi, Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dapat melibatkan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam
kondisi tidak diperoleh saran, pendapat, dan tanggapan.

Hasil penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup disusun dalam berita acara rapat yang memuat
informasi:

a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak
memerlukan perbaikan; atau '

b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan
perbaikan.

Terhadap dokumen Andal! dan dokumen RKL-RPL yang
tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup melakukan uji kelayakan.

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang
memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja.

Pasal 46 . . .
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Pasal 46

Penanggung  jawab Usaha dan/atau Kegiatan
menyampaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7).

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang
telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi
perbaikan.

Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji
kelayakan.

Pasal 47

Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalanm Pasal 45 ayat (6) dan Pasal 46 ayat (3) dilakukan
berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur terkait dengan
pemanfaatan ruang;

b. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan kebiiakan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya
alam yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menganggu
kepentingan pertahanan keamanan;

d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat
penting dampak dari aspek biogeofisik kimia. sosial,
ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan
masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi,
opetas), dan pasca operasi Usaha dan/atau
Kegiatan;

e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh
Dampak Penting sebagai satu kesatuan yang saling
terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui
perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif
dengan yang bersifat negatif;

f. kemampuan . . .
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kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggung
jawab dalam menanggulangi Dampak Penting negatif
vang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau
Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan
teknologi, sosial, dan kelembagaan;

rencana  Usaha  dan/atau  Kegiatan  tidak
mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan
masyarakat (emic view);

rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan
mempengaruhi  dan/atau mengganggu entitas
ekologis yang merupakan:

1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);

2.  memiliki nilai penting secara ekologis {ecological
importance),

3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic
importance); dan/atau

4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific
importance);

rencana  Usaha  dan/atau Kegiatan tidak
menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana iokasi
Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau

tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung
Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan
daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
dimaksud.

Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
menyampaikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa:

a.
b.

rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau

rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

(4) Rekomendasi . ..
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Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa
rekomendasi kelayakan bagi sebagian rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang diusulkan oleh penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 48

Jangka waktu penilaian substansi dokumen Andai dan
dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan
Pasal 47, dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja
sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan
lengkap dalam penilaian administrasi.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 49

Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dalam menetapkan:

a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak
Lingkungan Hidup; atau

b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup,
Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan
tidak layak Lingkungan Hidup.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup vang
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
merupakan:

a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan

b. prasyarat . . .
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b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah.

Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perizinun Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar
pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, paling
sedikit mem:uat:

a. dasar ditetapkannya Kepurusan Kelayakan
Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil uji
kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup;

b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah,
meliputi:

1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan,

3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan;

4. alamat kantor: dan
5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;

c. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
disetuyjui untuk dilakukan, baik kegiatan utama
maupun kegiatan pendukung sesuai dengan
Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi
yarig berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;

d. Persetyuan Teknis paling sedikit memuat:

1. standar teknis baku mutu Lingkungan Hidup,
Pengelolaai: Limbah B3, dan/atau analisis
mengenai dampak lalu lintas;

2. standar kompetensi sumber daya manusia
terkait bako mutu  Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai
dampak lalu lintas; dan

3. sistem manajemen lingkungan.

€. persyaratan . . .
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persyaratan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan untuk memenuhi komitmen Persetuiuan
Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup
Persetuiuan Teknis;

kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan, yang terdiri atas:

1
1.

2.

w

memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen
RKL-RPL;

mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis
pasca veritikasi pemenuhan baku mutu
Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3,
dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;

menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai
rincian pengeiolaan vang termuat dalam
dokumen RKL-RPL;

menyampaikan laporan pelaksanaan
persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah terkait
Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6
(enam) bulan sekali;

mengajukan permohonan perubahan
Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan
untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau
Kegiatan;

melakukan audit lingkungan pada tahapan
pasca operasi untuk memastikan kewajiban
telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran
kewajiban  pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup; dan/atau

kewajiban lain vang ditetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya  berdasarkan  kepentingan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

hal-hal lain, vang meliputi:

1. ketentuan . . .
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I. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha
dar/atau Kegiatan dapat dikenakan Sanksi
Administratif apatila ditemukan pelanggaran
administratif;

o

ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses
kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
untuk melakukan pengawasan sesuai dengan
kewenangan;

3. ketentuan masa berlaku Surat Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup, yang
menjelaskan bahwa keputusan kelayakan
Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha
dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak
ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan
dimaksud; dan

4. tanggal penetapan Surat Keputusan Kelavakan
Lingkungan Hidup.
Surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b, paling
sedikit memuat:

a. ingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
b. dasar pertimbangan ketidaklayakan Lingkungan
Hidup;

c. penetapan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan

d. tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan
Lingkungan Hidup.

Pasal 50

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang
telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannva
diumumkan kepacia masyarakat melalui Sistem Informasi
Lingkungan Hidup atau cara lainnya yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) terdiri atas:

a. media massa: dan/atau

b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiaran.

(3) Pengumuman . . .
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(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup.

Pasal 51

Tata laksana penilaian dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL, penyampaian hasil uji kelayakan, dan penetapan
surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Pemeriksaan
Formulir UKL-UPL

Pasal 52

(1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha
dan/atau Kegiatan.

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata
ruang.

(3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuktikani dengan konfirmasi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Formulir UKL-UPL tidak dapat
diperiksa dan dikenibalikan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 53 . ..
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Pasal 33

Penyusunan Formulir UKL-UPL dimulai dengan

penyediaan data dan informasi berupa:

a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan/atau

b. Persetujuan Teknis.

Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan

lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang

perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta

berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem,

dapat dimuat dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL.

Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh lebih dari 1
(satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling
terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Formulir UKL-
UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1
(satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 54

Aparatur sipil negara yang Tbekerja pada instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi  perangkat dacrah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi
penyusun UKL-UPL.

Dalam hal instansi Lingkungan Hidup Pusat, organisasi
perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
provinsi, atau organisasi perangkat daerah vang
membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota
bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menjadi penvusun UKL-UPL bagi
instansinya masing-masing.

Pasal 55

Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib UKL-UPL menyusun Formulir UKL-UPL standar
spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Kementenan . .
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Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib UKL-UPL, dalam menyusun Formulir UKL-UPL
standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkoordinasi dengan Menteri.

Mentert memasukkan Formulir UKL-UPL standar spesifik
yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
dalam sistern informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 56

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang tersedia dalam
sistem  informasi dokumen  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4).

Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum
tersedia dalam sistern informasi dokumen Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayati (1), pengisian
Formulir UKL-UPL standar mengacu pada format Formulir
UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (5).

Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dJalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 57 . ..
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Pasal 57

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohionan pemeriksaan Formulir UKIL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telab diisi
kepada:

a.

Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. Perizinan Berusaha atau Persetuiuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;

2. Dberlokasi di lintas provinei; dan/atau

3. berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua
belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah
laut lepas;

gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan vang:

1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
provinsi;

2. berlokasi di lintas daerah kabupaten/kota vang
berada dalam 1 (satu) provinsi: dan/atau

3. berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 idua
belas) mil dar1 garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan;

bupati/wali kota, untuk Usaha danjatau Kegiatan
yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang
telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melaiui:

a.

sistern  Perizinan Berusaha terintegrasi secara
eiektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau

sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam
hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
merupakan Instans: Pemerintah.

Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengar. Persetujuan Teknis.

(4) Persetujuan . . .
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Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau

d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengumuman melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:

a. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko menengah rendah;

b. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko menengah tinggi;

c. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko tinggi; dan

d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi
Pemerintah.

Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan
tanggapan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan
Hidup.

Pasal 58

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi
melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup
terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar untuk: :

a. usaha dengan tingkat risikc menengah rendah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
a;

b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
b;

c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c¢; atau

d. kegiatan . . .
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d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
d.

Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap:

a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang;

b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dany/atau
Kegiatan;

c. Persetujuan Teknis; dan

kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman
pengisian.

Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan
Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar:

a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan
substansi; atau

b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 59

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeriksaan substansi
Formulir UKL-UPL standar  spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar.

Menteri dapat mendelegasikan pemeriksaan substansi
Formulir UKL-UPL standar  spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar yang merupakan kewenangan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur
atau bupati/wali kota.

Pasal 60 . ..
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Pasal 60

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah
rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf a dilakukan secara otomatis melalui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku
Usaha.

Berdssarkan pemeriksaan substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:

a. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; atau

b. penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku
Usaha.

Pasal 61

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dilakukan
untuk:

a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf b;

b. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau

c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf d.

Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh:

a. Menteri dengan menugaskan pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; atau

b. gubernur . . .



SK No 097414 A

(3)

(4)

(6)

(1)

@ .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

.58 -

b. gubernur atau bupati/wali kota dengan menugaskan
kepala perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup.

Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan
dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana
Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan
Hidup yang terjadi.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan
melibatkan:

a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang bersangkutan;

b. instansi penerbit Persetujuan Teknis bagi
pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai
dampak lalu lintas; dan/atau

c. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara
dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 62

Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir
UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat
(5) tidak terdapat perbaikarn, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-
UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat
(5) perlu dilakukan perbaikan, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai’ dengan kewenangannya
menyampatkan arahan perbaikan kepada penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
melakukan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan
kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan
perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar.

Berdasarkan perbaikan Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan persetuyjuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan Formulir
UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Dalam hal:

a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah
melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau

b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan,

permohonan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan
ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dilakukan oleh:

a. pejabat . . .
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pejabat vang mermbidangi Amdal, UKL-UPL, dan
SPPL yang ditugaskan oleh Menter1, untuk U<aha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan
kewenangan Menteri;

b. kepala perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup provinsi, untuk Usaha dan/atau
Kegiatun  wajib  UKL-UPL yang merupakan
kewenangan gubernur; ataa

c. kepaia perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota, untuk Usaha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan
kewenangan bupati/wali kota.

Pasal 63

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (1) dan ayat (4), paling sedikit inemuat:

a.

dasar ditetapkannya persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa
rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-
UPL standar spesifik atau Formulir UKL -UPL standar:

identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan,
meliputi:

1. naina Usaha dan/atau Kegiatan;
2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;

3. nama dan jabatan penanggung jawab Uszaha
dan/atau Kegiatan;

4. alamart kantor; dan
5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;

deskripsi dan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
vang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun
kegiatan pendukung sesvar dengan Persetujuan Teknis
yang diterbitkan oleh instansi vang berwenang
menerbitkan Persctujuan Teknis;

d. Persetujuan . . .



SK No 084562 A

ol

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-H61 -

Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:

1.

3.

standar teknis pemenunan baku muatu Lingkungan
Hidup, Pengelclaan Limbah B3, dan/atai analisis
meigenai dampak lalu lintas;

standar kompeten:si sumber daya manusia tcrkait
baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah
B3, dan analisis mengenai dampak laiu lintas; dan

sistem manajemen lingkungan;

persyararan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatar untuk memenuhi ketentuan dalam Persetujuan
Teknis sebelum heroperasinya instalasi dan/atau fasilitas
yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;

kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan,
antara lain:

1.

memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan dalam matrik UKL-UPL;

memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO
diterbitkan;

menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan
kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian
pengelolaan dan pemaritauan lingkungan dalam
matrik UKL-UPL;

mengajukan permohonant perubahan Persetujuan
Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan
perubahan Usaha dan/atau Kegiatannva; dan
kewajiban lain yang Jitetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupaii/wali kota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan kepentingan
Perlindungen dau Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 64 . ..
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Pasal 64

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 merupakan:

a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan

b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha artau
Persetujuan Pemerintah.

Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuar
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengisian SPPL

Pasal 65

SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bagi
kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar
penerbitan Persetujuan Pemerintah.

Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian fidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 66
Pengintegrasian SPPL ke dalamn nomor induk berusahsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan
melalui sistem Periziniwn Berusaba terintegrasi secara
elektronik.

(2) Pengisian . . .
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Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat:

a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki
konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan; dan

c. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir
SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diisi
oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima

Penyusun Amdal

Pasal 67

Penyusunan Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun
Amdal yang ditetapkan oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan.

Tim penyusun Amdal sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) dapat berasal dari:

a. perorangan; atau
b. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

Tim penyusun Amdal sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) terdiri atas: 5

a. ketua; dan

b. anggota.

(4) Ketua . . .
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Ketua sebagaimana dimalksud pada ayat (3) huruf a waiib
memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar
kualifikasi ketua tim penyusun Amdal.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
paliig sedikit terdiri atas 2 (dua) orang yang wajib memiliki
sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi
anggota tim penyusur. Amdal dan/atau kuaiifikasi ketua
tim penyusun Amdal.

Dalam melakukan penyusunan Amdal. tim penyusun
Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
melipatkan tenaga ahli yang memenuhi kualifikesi di
bidangnya masing-masing sesuvai dengan jenis Usaha
dan/atau Kegiatan dan Dampak Lingkungan Hidup yang
diakibatkan oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Tim penyusun Amdal yang berasal dari perorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk
melalui keputusan penanggung jawab kegiatan dengan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayzi (3)
sampai dengan ayat (6).

Pasal 68

Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) dan ayat {5) diperoleh
melalui sistem sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
Sistem  sertifikasi  kompetcnsi penyusun  Anidat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakarn oleh
suatu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pelatihan
kempetensi Amdal dan lembaga sertifikasi kompetensi
Amdal.

Sistem  sertifikast kompetensi penyusun Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:

a. pelatihan penyusunan Amdal;
bh. 1i kompetensi; dan
c. penerpitan sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

Pencrbiinn  sertifikat  korupetensi penyusun Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas.

a. kualifikasi . . .
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kualifikasi ketua tim penyusun Amdal; dan

?)

b. kuaiifikasi anggoeta tim penyusun Amdal.

Pasal 69

Pelatihan penyusunan ‘Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh
lembaga pelatihan kompetensi Amdal.

Lembaga pelatihan kompetensi Amdal sebagaunana
dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan
akreditasi kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan
meliputi:

a. 1dentitas lembaga pelatihan kompetensi Amdali;

b. penanggung jawab pelatihan kompetensi penyasun
Amdal,;

daftar pengajar tetap dan tidak tetap yang memiliki
pengalaman menyusun Amdal paling sedikit 5 (lima)
tahun;

O

d. menggunakan bahan ajar (kurikulum) Amdal
berdasarkan standar kompetensi;

e. menyvediakan informasi publik mengcnai
pelaksanaan pelatihan kompetensi penyusun
Amdal; dan

f. sislem manajemen mutu.

Menteri memberikan akreditasi kepada lembaga
pelatihan kompetensi Amdal yang telah memenuhi
ketentuan dalam jangka wakrtu paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diterima persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan lengkap dan benar.

Lembaga pelatihan kompetensi Amdal yang telah
terakreditasi sebagaimana dimnaksud pada ayat (3)
melaporkan pemenuhan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurut ¢ sampair dengan huruf f
kepada Menteri setisp 1 (sati) tahun sekali.

Pasal 70 . ..
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Pasal 70

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (3) huruf b dan penerbitan sertifikat kompetensi
sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) hurut ¢
dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi Aindai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 avat (2).

Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengajukan permchonan
penetapan  kepada  Menteri  dengan  dilengkapi
nersyaratan melipiati:

a. identiias lenibaga sertifikasi kompetens: Amdal;

b. penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal;

c. sistem uji kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

d. penguji yang memiliki pengalaman paling sedikit 1C
(sepuluh) tahun di bidang penyusunan Amdal,;

e. sistem informasi publik yang terkait dengan
pelaksanaan uji kompetensi;

f. mekanisme penanganan pengaduan dari pengguna
jasa dan publik; dan

g. sistem manajemern mutud.

Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal yang teiah

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaporkan  pemenuhan  ketentuan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ sampai dengan huruf g

kepada Menteri setiap | (satu) tahun sekali.

Pasal 71

Lembaga sertifikasi konipetensi Amdal menerbitkan
sertifikat kompetensi untuk peserta yang dinyatakan
lulus uji kompetensi sehagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (1).

Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal melakukan
evaluasi terhadap pemegang sertifikat kompetensi paling
sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilak sanakan terhadap mutu Amdal yang disusun.

Kriteria evaluasi rautu Amdal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapikan wleh Menteri.

Pasal 72 . ..
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Pasal 72

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71, lembaga sertifikasi kompetensi Amdal
melakukan:

a. keberlanjutan berlakunya sertifikat kompetensi
penyusun Amdal; atau

b. pencabutan sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan jika penyusiun Amdal:

a. menyalahgunakan sertifikat kompetensi;

b. melakukan penjiplakan dalam penyusunan Amdal;
dan/atau

c. melakukan pemalsuan data dan informasi dalam
penyusunan Amdal. ’

Penyusun Amdal yang sertifikat kompetensinya telah
dicabut, dilarang melakukan penyusunan Amdal.

Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal melaporkan
pencabutan sertifikat kompetensi penyusun Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada
Menteri dan menginformasikan kepada publik.

Pasal 73

Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b mengajukan
permohonan registrasi kepada Menteri dengan dilengkapi
persyaratan:

a. identitas pemohon:

b. akte pendirian badan hukum;

c. penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal;
d

memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap
penyusun Amdal yang memiliki sertifikat
kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi
ketua tim penyusun Amdal;

e. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap
penyusun Amdal yang memiliki sertifikat
kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi
anggota tim penyusun Amdal,

f. memiliki . . .
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f.  memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap
penyusun Amdal yang memiliki sertifikat
kompetensi penyusun Amdal yang memenubhi
standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal;

g. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga ahli sesuai
dengan dampak potensial yang diakibatkan oleh
rencana Usaha dan/atau Kegiatan,;

h. memiliki sistem manajemen rutu; dan

i. melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap
pelaksanaan penyusunan Amdal, termasuk menjaga
prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari
konflik kepentingan.

Menteri memberikan tanda registrasi kepada lembaga
penyedia jasa penyusunan Amdal dalam jangka waktu 3
(tiga) hari kerja setelah permohonan registrasi diterima
dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal yang telah
teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaporkan  pemenuhan  ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i
kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 74

Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan yang
disampaikan oleh:

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
b. iembaga sertifikasi kompetensi Amdal; dan
c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui inspeksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 75 . ..
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Pasal 75
Dalam hal hasil evaluasi Menteri menunjukkan:

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal tidak
memenuhi akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (4);

b. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal tidak
memenuhi penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (3); atau

c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal tidak
memenuhi registrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (3),

Menteri memberikan peringatan tertulis.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
melaksanakan ketentuan mengenai peringatan tertulis
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
peringatan  tertulis diterima, Menteri melakukan
pembekuan akreditasi, penetapan, atau registrasi
lembaga.

Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3):

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal dilarang
melaksanakan pelatihan kompetensi penyusunan
Amdal;

b. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal dilarang
melaksanakan sertifikasi kompetensi penyusunan
Amdal; atau

c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal dilarang
melaksanakan penyusunan Amdal.

Dalam hal lembaga dapat melaksanakan ketentuan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri mencabut pembekuan.

Dalam hal lembaga tidak dapat melaksanakan ketentuan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, Menteri
mencabut akreditasi, penetapan, atau registrasi lembaga.

(7) Menteri . . .
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(7} Menteri menyampaikan kepada publik  mengenai
pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (€) melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian Keenain

Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 76

(I) Menteri membentuk Lembaga Uji Kelayskan Lingkungan
Hidup.

(2) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidiip bertugas
membantu Menteri dalam:

a.

b
C.
d

membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
melakukan sertifikasi ahli;
menyusun daftar kumpular: ahli bersertifikat,

menyediakan sistem informasi uji kelayakan yang
merupakan bagian dari sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup;

melakukan perabinaan kepada Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup; dan

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji
kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 77

(i) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyusun
Tim Uji Keiayakan Lingkungan Hidup berdasarkan
usulan aari:

a.

SK No 084571 A

pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan
SPPL untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang berkedudukan di pusat;

gubernur untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati. ..
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c. bupati/wali kota wuntuk Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota.

Menteri menetapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup berdasarkan hasil telaahan dari Lembaga Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup atas usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL,
gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Lembaga Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup dalam hal kuantitas Amdal
yang harus dilakukan uji kelayakan sangat tinggi.

Persyaratan pengusulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 78

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berkedudukan:

a.
b.

(1)

di pusat;
di provinsi; atau
di kabupaten/kota.

Pasal 79

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a
bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis
rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;

b. berlokasi di:
1. lintas negara;

2. lintas provinsi; dan/atau

3. wilayah . ..
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3. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
dan/atau

c. yang Persetuyjuan Pemerintah diterbitkan oleh
gubernur dan organisasi perangkat daerah yang
membidangi Lingkungan Hidup provinsi bertindak
sebagai penanggung jawab kegiatan.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf
b bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis
rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh gubernur;

b. Dberlokasi di:

1. lintas kabupaten/kota yang berada dalam 1
(satu) provinsi; dan/atau

2. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
dan/atau

c. yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan = oleh
bupati/wali kota dan organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup
kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung
jawab kegiatan.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 huruf c bertugas rnelakukan uji kelayakan Amdal
untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
diterbitkan oleh bupati/wali kota.

Menteri dapat menugaskan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk melakukan uji kelayakan Lingkungan Hidup yang
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

(5) Gubernur . . .
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Gubernur atau bupati/wali kota dapat meminta bantuan
Tim Uii Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di pusat uantuk melakukan uji kelayakan Lingkungan
Hidup yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali
kota sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a dan
ayat (3).

Pasal 80

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan studi
terpadu atau kawasan serta memiliki lebih dari 1 (satu)
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dengan
kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah berada di:

a. pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
b. pusat dan provinsi; atau
c. pusat dan kabupaten/kota,

uji  kelayakan dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat.

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan vang
penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan studi
terpadu atau kawasan serta memiliki lebih dari 1 {satu)
Perizinan BRecrusaha atau Persetujuan Pemerintah dengan
kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau
Persetuyjuan Pemerintah berada di provinsi dan
kabupaten/kota, uji kelayakan dilakukan oleh Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
provinsi.

Pasal 81

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 terdiri atas:

a. ketusm;
b.  kepala sekretariat; dan

C. anggota.

{
A

N

) Ketua . .
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Ketua dan kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh pejabat yang
menangani Amdal atau pejabat fungsional tertentu di
instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat
daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota yang memiliki
pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua)
tahun.

Anggota yang berkedudukan di pusat terdiri atas:

a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan
latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan
dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

b. paling banyak 5 (lima) orang dari unsur kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Anggota yang berkedudukan di provinsi atau

kabupaten/kota terdiri atas:

a. paling sedikit 5 {lima) orang ahli bersertifikat dengan
latar belakang keilmuan yang beragam terkait
dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. 1 (satu) orang dari unsur Kkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dan

c. paling banyak 5 (lima) orang dari perangkat daerah
yang membidangi Perlindungan dan Pengeloiaan
Lingkungan Hidup.

Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. ahli mutu udara;

ahli mutu air;

ahli mutu tanah;

ahli keanekaragaman hayati;

ahli kehutanan;

ahli sosial;

ahli kesehatan masyarakat;

@™o o0 o

ahli transportasi;

i.ahli...
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i.  ahli geologi;

J-  ahli hidrogeologi;
k. ahli hidrologi,

1. ahli kelautan; atau

m. ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Pasal 82

(1) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan
hasil telaahan dapat memberikan saran kepada Menteri
untuk menambah atau mengganti anggota Tim' Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berasal dari tenaga
ahli bersertifikat yang diusulkan oleh pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL, gubernur atau
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat (1).

(2) Tambahan atau penggantian ahli bersertifikat diperoleh
dari daftar kumpulan ahli bersertifikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c.

Pasal 83

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
pembinaan terhadap Pemerintah Daerah untuk dapat
memenuhi  persyaratan pengusulan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.

Bagian Ketujuh

Ahl Bersertifikat Tim Uji Keiayakan Lingkungan Hidup

Pasal 84
(I) Menteri menetapkan ahli bersertifikat sebagai anggota
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup dengan mekanisme penilaian calon ahli
bersertifikat.

Pasal 85 . ..
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Pasai 85

(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (2) dilakukan terhadap:

a. latar belakang pendidikan minimal sarjana;

b. pengalaman sesuai keilmuannya paling sedikit 3
(tiga) tahun;

c. sertifikat pelatihan yang terkait dengan kajian
Dampak Lingkungan;

d. rekam jejak penilaian Amdal yang telah dilakukan
oleh ahli tersebut;

e. tulisan ilmiah dari ahli tersebut yang telah
diterbitkan di jurnal nasional atau internasional;
dan/atau

f. rekomendasi dari asosiasi keahlian.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri menerbitkan tanda ahli
bersertifikat.

(3) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus menandatangani pakta integritas.

Bagian Kedelapan

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan

SK No 097423 A

Lingkungan Hidup

Pasal 86

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah
melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi Kriteria:

a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen
Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana
tata ruang,

wajib menyusun DELH atau DPLH.

Pasal 87 . ..
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Pasal 87

Penanggung  jawab Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mengajukan
DELH atau DPLH yang telah disusun melalui sjstem
informas:1 dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat
melalui:

a. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya; dan

b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan
oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat informasi:

a. Usaha dan/atau Kegiatan beserta evaluasi Dampak
Lingkungannya; dan

b. Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Hidup.

Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), masyarakat dapat memberikan saran,
pendapat, dan tanggapan dalam jangka waktu paling lama
5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

Pasal 88

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan penilaian DELH atau
pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup.

Dalam melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan
DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri menugaskan pejabat yang membidangi DELH
atau DPLH; atau

b. gubernur atau bupati/wali kota menugaskan kepala
perangkat daerah yang membidangi Lingkungan
Hidup.

(3) Hasil . . .
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Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam berita
acara yang memuat informasi:

a. DELH atau DPLH diterima; atau
b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan
DELH atau DPLH.

Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dipersamakan dengan Persetujuan
Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan
termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah.

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan melakukan perbaikan.

Tata cara penyusunan, penilaian DELH, atau pemeriksaan
DPLH tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kesembilan
Perubahan Persetujuan Lingkungan
Pasal 89

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila
Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh
surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
persetujuan  Penyataan  Kesanggupan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan
perubahan.

Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan
baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha
dan/atau Kegiatan yarng berpengaruh terhadap
Lingkungan Hidup;

b. penambahan kapasitas produksi;

c. perluasan . . .
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perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;

d. pszrabahan waktu atau durasi operasi Usaha
dan/atau Kegiatan,;

e. terjadinya perubahan kebijakan penierintah yang
ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

f.  terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat
mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat
lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau
Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

g. tdak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau
Kegiaten dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan,;

1. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;

j.  perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup;

k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari
Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;

l.  penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha
dan/atau Kegiatan; dan/atau

m. terdapat perubahan dampak dan/atau risike
Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis
risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan
Hidup vang diwajibkan.

Perubahan  Persetujuan Lingkungan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dilakukannya

s y ’ 3 mny
perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Pasal 90 . ..
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Pasal 90

Perubahan:  Persetujuan Lingkungan sebagairana
dimaXksud dalam Pasal 89 ayat (2) dilakukan melalui:

a. perubahan  Persetujuan  Lingkungan  dengan
kewajiban meryusun dokumen Lingkungan Hidup
baru; atau

b. pcrubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup
baru.

Perubahan Persetuiuan Lingkungan dengan kewajiban
menyusun dokumern Lingkungan Hidup baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku
untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a sampai dengan
huruf g.

Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku
untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf h sampai dengan
huruf m.

Pasal 91

Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban
menyusun  dokumen  Lingkungan Hidup  baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 avat {1) huruf a
dilakukan melalui:

a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup dengan kcwajiban melakukan penyusunan
dan i kelayakan Amdal baru;

b. perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengclolaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban
melakuxan penyusunan dan pemeriksaan Formulir
UKIL-UPL standar spesifikx atau Formulir UKL-UPL
standar; atau

c. perubahan surat Keputusan Keiayakan Lingkungan
Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan
dar. peniiajian addendum Andal dan RKL-RPL.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang
dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha
dan/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib
memiliki Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan
dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan Amdal
baru.

Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas:

a. tipe A;
b. tipe B; dan
c. tipe C.

Pasal 92

Tata cara penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 dan Pasal 39 berlaku secara rmutatis
mutandis untuk penyusunan Amdal baru sebagaimana
dimaksud dalan: Pasal 91 ayat (1) huruf a.

Tata cara penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 berlaku secara
mutatis mutandis untuk penyusunan Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b.

Pasal 93

Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (I} nhuruf b
dilakukan melalui:

a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebegaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2)
huruf h dan huruf i; atau

b. perubahan . .
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b. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (2) huruf j sampai dengan huruf m.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terkait dengan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Hidup yang memerlukan Persetujuan Teknis, dilakukan
berdasarkan Perubahan Persetujuan Teknis.

Pasal 94

Untuk menentukan perubahan Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1),
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
proses penapisan secara mandiri.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri,
penanggung  jawab Usaha  dan/atau Kegiatan
mengajukan penetapan penapisan kepada instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup, atau
organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang
membidangi  Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya disertai dengan penyajian informasi
lingkungan.

Penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melaiui sistem informasi dokumen
Lingkungan Hidup.

(2) Terhadap . . .
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Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya melakukan:

a. uji kelayakan Amdal baru;

b. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar; atau

c. penilaian addendum Andal dan RKL-RPL.

Pasal 96

Tata cara uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49
berlaku secara mutatis mutandis untuk uji kelayakan
Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat
(2) huruf a.

Tata cara pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62
berlaku secara mutatis mutandis untuk pemeriksaan
Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-
UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat
(2) huruf b.

Pasal 97

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya melakukan penilaian addendum Andal
dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam 95 ayat (2)
huruf ¢, dengan tahapan:

a. penerimaan permohonan penilaian addendum Andal
dan RKL-RPL, dan perubahaan Persetujuan

Lingkungan,;

b. pemeriksaan administrasi addendum Andal dan
RKL-RPL;

c. penilaian substansi addendum Andal dan RKL-RPL;
dan

d. penyampaian rekomendasi kelayakan atau

ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

(2) Pemeriksaan . . .
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Pemeriksaan administrasi addendum Andal dan RKL-RPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dengan rencana tata ruang;

b. persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;

Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan
Persetujuan Teknis;

d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia
jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal
dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa
penyusunan Amdal; dan/atau

e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi
penyusunan Amdal.

Dalam melakukan penilaian substansi addendum Andal
dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, untuk addendum Andal dan RKL-RPL:

a. tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan pihak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (3);

b. tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan:

1. instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan
Teknis; dan

2. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota
yang terkait dengan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan, dan/atau dampak Usaha dan/atau
Kegiatan; dan

c. tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan instansi teknis yang menerbitkan
Persetujuan Teknis, dalam hal terdapat perubahan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup
serta terdapat perubahan Persetujuan Teknis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian
substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi
hasil yji kelayakan.

(5) Jangka . .
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Jangka waktu penilaian addendum Andal dan RKL-RPL
sampai dengan disampaikannya rekomendasi hasil uji
kelayakan dilakukan paling lama:

a. 50 (ima puluh) har kerja terhitung sejak addendum
Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2j;

b. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak addendum
Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2); dan

c. 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak addendum
Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 98

Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 97 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dalam menetapkan:

a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
terhadap perubahan rencana Uszha dan/atau
Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau

b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup
terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.

Janglza waktu penerbitan surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan paling laina 10 (sepuluh) hari kerja terhitung
sejak rekomendasi ha<il uji kelayakan diterima.

Surat  Kepuwsar: Kelayvakan  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat
penerbitan dan termuat dalam perubahan Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

Pasal 99 . . .
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Pasal 99

Pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa
disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf
b melalui pemeriksaan administrasi atas kelengkapan
permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang
meliputi:

a. laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup; dan/atau

b. laporan perubahan Persetujuan Teknis dalam hal
terjadi perubahan Persetujuan Teknis.

Pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
permohonan diterima.

Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan permohonan:

a. lengkap dan benar, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan:

1. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
atau

2. persetujuar. Penyataan Kesanggupan
Pengelolaan lLingkungan Hidup,

terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan;

b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya mengembalikan permohonan untuk
diperbaiki.

Jangka waktu penerbitan perubahan  Persetujuan
Lingkungan, termasuk pengembalian permohonan untuk
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
paling lama 10 (sepuluh) har1 kerja terhitung sejak hasil
pemeriksaan administrasi diterima.

Perubahan  Persetujuan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi prasyarat penerbitan dan
termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah.

Pasal 100 ..
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Pasal 100

Pengelola Kawasan yang telah memiliki Persetujuan
Lingkungan, melakukan penggabungan dan penyesuaian
Persetujuan Lingkungan dari penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan dalam kawasan pada Persetujuan
Lingkungan Kawasan.

Pengelola kawasan melakukan perubahan Persetujuan

Lingkunganr jika terdapat:

a. penambahan jenis Usaha dan/atau Kegiatan di luar
Persetujuan Lingkungan kawasan;

b. penambahan RKL-RPL rinci dengan jenis Usaha
dan/atau Kegiatan yang sesuai Persetujuan
Lingkungan kawasan;

c. perubahan kegiatan pada Usaha dan/atau Kegiatan
dalam kawasan yang telah beroperasi; dan/atau

d. perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a

dilakukan melalui perubahan dokumen Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud dalam 90 ayat (1) huruf a.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
sampai dengan huruf d, dilakukan melalui perubahan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf j.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan bersamaan dengan pelaporan Perizinan
Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala
setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 101

Tata cara:

a.

b.

penyusunan adderidum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
aimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);

penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98; dan
pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa
disertai kewgjiban menyusun dokumen Lingkungan
Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V vang merupakan
bagian tidak terpisankan dari Peraturan Pemerinitah ini.

Bagian . ..
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Bagian Kesepuiuh

Bantuan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 102

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu
penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil vang
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau
penyusunan Amdal.

Penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil!
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau
perangkat daerah yang membidangi Usaha dan/atau
Kegiatan.

Dalam hal usaha mikro dan kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau
pengawasan lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah,
penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang
direncanakan, dilakukan oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah yang
membidangi usaha yang dominan.

Penentuan mengenai usaha mikro dan kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pendanaan Persetujuan Lingkungan

Pasal 103

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung
jawab atas pendanasn penyusunan Amdal atau Formulir
UKL-UPL standar spesitik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 104 ...
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Pasal 104

Pendanaan operasional kegiatan Lembaga Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dibebankan pada bagian anggaran
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat
dibebankan pada bagian anggaran kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi
berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah
provinsi.

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota berasal dari anggaran pendapatan
belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 105

Bantuari penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 yang kewenangan penileuannya berada
di Pemerintah, pendanaannya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belarja negara.

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 yang kewenangan penilaiannya berada
di Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, pendanaannya pbersumber  dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapzatan dan belanja daerah.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut micngenai:

a.

daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-
UPL, dan SPPI;

b. tata . ..
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b. tata cara sistem sertifikasi kompetensi Amdal,
pelatihan kompetensi Amdal, dan lembaga penyedia
jasa penyusunan Amdal;

c. pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan

d. tata cara penilaian calon ahli bersertifikat,

diatur dengan Peraturan Mernteri.

BAB III
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 107

{1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap air
yang berada di dalam Badan Air.

(2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Badan Air permukaan meliputi:

1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
2. danau dan sejenisnya;
3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau

b. akuifer.

{3) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan,
b. pemanfaatan;
c. pengerndalian; dan

pemeliharasn.

Bagian . . .
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Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 108

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan
ekosistemnya.

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:

a. inventarisasi Badan Air;
b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;

c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar
air; dan

d. pcnyusunan dan penetapan rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Air.

Paragraf 1

Inventarisasi Badan Air

Pasal 109

Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.

Inveniarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan tahapan:

a. mengiderntifikasi Badan Air; dan

b. melakukan karakterisasi Badan Air.

Pasal 110

Identiftkasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
109 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendapatkan
informasi mengenai Badan Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat (2).

2j Identifikasi . . .
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Identifikas:1 Badar: Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui:

a. citra satelit;
b. foto udara; dan/atau
c. penyelidikan hidrogeologi.

Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mempeirhatikan peta DAS dan peta CAT
dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000.

Pasal 111

Citra satelit, foto udara, dan/atau penyelidikan
hidrogeologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat
(2) diinterpretasikan dengan tahapan:

a. mendelineasi citra satelit, foto udara, dan/atau
penyelidikan hidrogeologi; dan

b. memindahkan hasil delineasi ke dalam peta Badan
Air dengan tingkat ketelitian paling kecil skala
1:50.000.

Peta Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
karakterisasi Badan Air.

Pasal 112

Karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan
inforrnasi:

aspek hidrologi dan hidrogeologi;
aspek geologi;

aspek morfologi;

aspek ekolog:;

aspek Mutu Air;

S S I

aspek sumber pencemar; dan
g. aspek pemanfaatan air.

Inforrizasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara penguinpulan dan pengkajian:

a. data . ..
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a. data sekunder; dan/atau
b. data primer.

Terhadap karakterisasi Badan Air dengan menggunakan
data sckunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dapat dilakukan verifikasi melalui kegiatan survei
lapangan.

Hasil karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun di atas peta Badan Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11] ayat {2) yang merupakan peta
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dengan tingkat
ketelitian paling kecil skala 1:50.000.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 113

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyusun dan menetapkan Baku Mutu
Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf
b untuk:

a. air tanah; dan

b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi
Badan Air.

Baku Mutu Air unrtuk air tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan rona
awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan Mutu Air
tanah referensi.

Baku Mutu Air untuk air permukaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Baku Mutu
Air Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 114

Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoorainas: dengan:

a. menteri .
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a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sumber daya air;

b. menteri vang menvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral;

c. menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang tata ruang; dan;atau

d. menteri an menyelengrarakan urusan
a3
pemerintahan Jdi bidang kehutanan.

Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 113
ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh gubernur setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
b. berkoordinasi dengan bupati/wali kcta.

Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota
setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

1,

b.  berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 115

Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan
penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), gubernur menyusun
dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi
kewenangan bupati/wali kota di wilayahnya.

Dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan
penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1}, Menteri menyusun
dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi
kewenangan gubernur.

Paragraf . . .
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Paragraf 3

Perhitungan dan Penetapan Alokasi Beban Pencemar Air

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 116

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan perhitungan dan penetapan
alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (2) huruf ¢ untuk mendapatkan nilai beban
pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang
diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.

Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdir atas sektor:

a. industri;

o

domestik;

pertambangan;

minyak dan gas bumi;
pertanian dan perkebunan;
perikanan,

peternakan; dan

T R

sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan dan penetapan alokasi behan pencemar air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:

a. hasii karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (4); dan

b. Baku Mutu Air bercasarkan segmentasi dan zonasi
Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (1) huruf b.

Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan
perhitungan dan penetapan alokasi beban penucemar air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur
menghitung dan menetapkan alokasi beban pencemar air
yang menjadi kewenangan bupati/waii kota di wilayahnya.

() Dalam . ..
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Dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan
perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menghitung
dan menetapkan alokasi beban pencemar air yang menjadi
kewenangan gubernur.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

SK No 084597 A

Pasal 117

Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf d

meliputi:
a. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional;
b. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi;
dan
c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
kabupaten/kota.
Pasal 118
(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a
diterapkan pada:

a. DAS lintas negara;
DAS lintas provinsi;
DAS dan CAT strategis nasional;

CAT lintas negara; dan

® 20U

CAT lintas provinsi.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional
sebagaimana dimaksud pada avat (1) disusun dan
ditetapkan oleh Menteri sctelah berkoordinasi dengan:

a. menteri . . .
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a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sumber daya air;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral;

c. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tata ruang;

d. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan; dan/atau

e. gubernur dan bupati/wali kota sesuai
kewenangannya.

Pasal 119

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b disusun
dan ditetapkan oleh gubernur.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:

a. DAS lintas kabupaten/kota; dan
b. CAT dalam Provinsi.

Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b. berkoordinasi dengan bupati/wali kota.

Pasal 120

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
huruf ¢ disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan pada DAS dalam kabupaten/kota.

Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Air kabupaten/kota schagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah:

a. mendapatkan . . .
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a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b.  berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 121

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berisi:

a. pemanfaatan;
b. pengendalian; dan
c. pemeliharaan.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Muta Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disusun dan
ditetapkan berdasarkan:

a. pemantauan Mutu Air;
b. Baku Mutu Air; dan

c. alokasi beban pencemar air.

Pasal 122

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemantauan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a
dengan cara:

a. manual; dan/atan
b. otomatis dan terus-menerus.

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Lingkungan
Hidup.

Hasil pernantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu Air.

Pasal 123

Status Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
ayat {3} ditentukan dengan cara membandingkan hasil
pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 122 ayat (1) dengan Baku Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalamn Pasal 113 ayat (i).

(2) Status . ..
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Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. tercemar: atau

b. baik.

Untuk status Mutu Air tercemar, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menetapkan:

a. Mutu Air sasaran; dan
b. rencana pengendalian Mutu Air.

Untuk status Mutu Air baik, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menetapkan rencana pencegahan Pencemaran Air dan
pemeliharaan Mutu Air.

Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan:

a. peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
h. Baku Mutu Air;

c. ketersediaan teknologi pengendalian Pencemaran Air;
dan

d. kondisi sosial. ekonomi, dan budaya.

Pasal 124

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 121 ayat (1) menjadi
bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:

a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;
dan

£.  penyusunan tata ruang melalui kajian Lingkungan
Hidup sirategs,

sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Rencana . . .
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Rencana Perlindungar dan Pengelolaan Mutu Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah jika

terjadi perubahan:

a. Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
113 ayat (1);

b. tata ruang; dan/atau

(@]

kebjjakan  lainnya  yang  berimplikasi  pada
Perlindut.gan dan Fengelolaan Mutu Air.

Bagian Xetiga

Pemantaatan

Pasal 125

Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mulu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesusi dengan
Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.

Pasal 126

Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah
bagi Usaha dan/atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku
Mutu Air scbagaimana dimaksud daiam Pasal 113 ayat (1)
huruf b atau Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123 ayat (3) huru! a.

Bagian . ..
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Bagian Keempat

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 127

Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai
dengan irencana Perlindungan dan Pengeiolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan Pencemaran Air;
b. penanggulangan Pencemaran Air; dan

c. pemulihan Mutu Air.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 128

Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber
pencemar:

a. nirtitik; dan
b. titik.

Peticegahan Pencermaran Air sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan
terbaik.

Penicegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. penyvediaan sarana dan prasarana;

b. pelaksanaan . . .
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b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali,
pendauran wulang, perolehan kembali manfaat,
dan/atau pengisian kembali Air Limbah:

Cc. penetapan Baku Mutu Air Limbah;

d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air
Limbah;

e. penyediaan personel yang kompeten dalam
pengendalian Pencemaran Air; '

f.  internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan
Mutu Air; dan

g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban
pencemar air.

Pasal 129

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan
sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air.

Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk
sumber Air Limbah dari:

a. rumah tangga; dan
b. air limpasan atau nirtitik.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian
Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.

Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana
pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan
alokasi beban pencemar air.

Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian
Pencemaran Air, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan
kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan
Berusaha.

Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian
Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 130 . ..
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Pasal 130

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbah.

Hasil pengelahan Air Lirmbah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan:

a. pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 ayat (3) huruf b;

b. pemaniaatan dengan cara aplikasi ke tanah;
dan/atau

c. pembuangan ke Badan Air permukaan dan/atau ke
formasi tertentu.

Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan Air
Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan aengan tidak menimbulkan dampak
pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidiup serta
sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangan

Pasal 131

Menteri menetapkan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf c.

Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterapkan pada Usaha dan/atau Kegiatan yang

melakukan kegiatan:

a. pembuangan Air Limbah ke Badan Air pecrmukaan;

b. pembuangan dan/atau pemanfaatan Aii Limbah ke
formasi tertentu;

c. pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah;
dan/atau

d. Ekentuk pembuangan dan/atau pemantaatan Air
Limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Penetapan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

berdasarkan:

a. ketersediaan teknoeiogt pengolahan Air Limbah; dan

b. pertimbangan . . .
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b. pertimbangan ekonomnii.

Pasal 132

Menteri menetapkan standar teknologi pengolahan Air
Limbah.

Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengarn:

a. verifikasi teknologi; dan/atau
b. registrasi teknologi pengolahan Air Lirabah.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat
menggunakan standar teknologi yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menentukan
teknologi berdasarkan Baku Mutu Air Limbah yang
ditetapkan.

Pasal 133

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal
atau UKL-UPL yang meclakukan kegiatan pembuangan
dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) wajib:

a. membuat kajian; atau

b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh
Pemerintah,

sebagai dasar  pertimbangan dalam = penetapan
Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

Pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci
Pelaku Usaha dalain kawasan yang melakukan kegiatan
pembuangan dan/atau pemanfaatan sebagaimana
dimaksud dalair Pasal 131 ayat (2), mempersyaratkan
Persctuyjuan Teknis permmenuhan Baku Mutu Air Limbah
pada RKL RPL rinci.

Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi
kegiatan pembuangan Air Limbah ke Badan Air
permukaan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat
(2) huaruf a m=liputs:

a. jenis dan kapasitas nroduksi,

b. jenis . . .
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b. jenis dan jumlah bahan baku dan bahan penolong
yang digunakan;

c. sumber, kapasitas air baku, dan neraca air;

sumber, debit, volume, dan karakteristik mutu air
limbah;

e. perhitungan detil dan kriteria desain sistem
pengolahan Air Limbah dan lumpur yang dihasilkan;

f.  hasil pemantauan rona lingkungan awal air
permukaan;

g. perhitungan Baku Mutu Air Limbah berdasarkan
alokasi beban pencemar air dan prediksi sebaran Air
Limbah di air permukaan;

h. lokasi titik penaatan, pembuangan Air Limbah, dan
pemantauan air permukaan;

1. rencana pemantauan mutu Air Limbah dan air
permukaan; dan

j- sarana prasarana dan sistern penanggulangan
keadaan darurat.
(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi
kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah

ke formasi tertentv sebagaimana dimaksud dalam Pasal
131 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. sumber, volume, karakteristik Air Limbah vang akan
diinijeksikan;

b. pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi,

daerah kajian injeksi yang menggambarkan lokasi
suraur injeksi terkait dengan jarax terhadap sumur
penduduk, Badan Air terdekat, dan/atau zona
korservasi air tarah;

d. data sumur injeksi dan karakteristik zona target
injeks: menczkap lapisen zona keden» dan lapisan
zona penyangga;

e. volume/kapasitzs tampung zcena target ‘njeksi dan
perkiraar sebaran Air Limbah di zona target injeksi;

f. yji integritas mekanik;
g. konstruksi susmiar bor,
h. sumur. ..

SK No 097432 A
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sumur pantau,
debit dan tekanan injeksi pada kepala sumur;

tekanan rekah maksimum di lapisan zona kedap
yvang menyebabkan perpindahan Air Limbah dari
formasi ke sumber air minum bawah tanan;

rencana pemantauan kinerja injeksi Air Limbah;
Sistem Tanggap Darurat; dan

rencana penutupan sumur injeksi yang telah selesai
masa operasinya.

Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a bagi
kegiatan pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2} huruf ¢

meliputi:

a. jenis dan kapasitas produksi;

b. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;

c. sumber, debit, volume, dan karakteristik Air Limbah
yang akan dimanfaatkan;

d. tujuan pemanfaatan Air Limbah;

e. lokasi, media lingkungan yang menerima Air
Limbah, dan jalur pemaparan Air Limbakh;

f.  analisis sisiem teknologi pemanfaatan Air Limbah:

g. dosis, frekuensi, dan/atau rotas1 pemanfaatan Air
Limbah;

h. besaran dampak pemanfaatan Air Limbah;

1. efisiensi penggunaan air;

j- rencana pengelolaan Air Limbah dan iumpur vang
dihasiikan;

k. rencana pemantaiian Air Limbah dan Mutu Air; dan

[y

sarana prasarana dan sistem penanggulangan
keadaan darurat.

Pasal 134 . ..
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Pasal 134

Kajian pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilakukan
melalui penyusunan skenario dampak berdasarkan:

a. fungsi ekologis di sekitar Usaha dan; atau Kegiatan;
b. alokasi beban pencemar air; dan/atau

c. teknologi yang akan digunakan pada rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Dalam hal alokasi beban pencemar air belum ditetapkan,
perhitungan Baku Mutu Air Limbah dilakukan melalui
prediksi sebaran Air Limbah berdasarkan data Mutu Air
pada segmen atau zonasi Badan Air permukaan pada
lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Dalam hal perhitungan Baku Mutu Air Limbah yang
dibuang pada air permukaan lebih longgar dari Baku Mutu
Air Limbah yang ditetapkan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), pejabat pemberi
Persetujuan Teknis wajib menentukan Baku Mutu Air
Limbah saina atau lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah
yang ditetapkan Menteri.

Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah terlewati,
Usaha dan/atau Kegiatan tidak diperbolehkan untuk
melakukan pembuangan Air Limbah atau diwajibkan:

a. untuk memanfaatkan Air Limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf b; dan/atau

b. melakukan alternatif lain dalam upaya penurunan
beban pencemar air pada sektor lain.

Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah terlewati,
pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib melakukan
evaluasi terhadap Persetujuan Teknis yang telah
diterbitkan.

Pasal 135 ...
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Pasal 135

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(3) huruf a dan Pasal 57 ayat (4) huruf a kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

Pesmohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 untuk kegiatan
pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang
dimohonkan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan melalui sistem informasi dokumen
lingkungan untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran
kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan
diterima.

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4):

a. Menteri, menugaskan pejabat yang membidangi
pengendalian Pencemaran Air; dan

b. gubernur atau bupati/wali kota, menugaskan pejabat
yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 136

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 ayat (4) menyatakan:

a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 ayat (5) melakukan penilaian
substansi; atau

b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5)
mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan untuk melakukan perbaikan.

(2) Penilaian . .



SK No 084610 A

(2)

(4)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan terhadap kajian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 133 untuk kegiatan pembuangan dan/atau
pemanfaatan Air Limibah yang dimohonkan.

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi
pengendalian Pencemaran Air.

Terhadap Persetujuan Teknis yang tidak lengkap
dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruaf b, penanggung jawab [Jsaha dan/atau Kegiatan
melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling iama 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak
lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 137

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 136 ayat {2) menunjukkan:

a.

(2)

memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (9)
menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah; atau

tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat
sebagaimana Jdimaksud dalam Pasai 135 ayat ({9)
menerbitkan penclakan Persetujuan Teknis untuk
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah disertai alasan
penolakan.

Pasal 138

Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air
Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a
memuat:

a. standar teknis pemienuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. standar kempeteirsi sumber daya manuasia; dan
c. sistem manajemen lingkungarn.

Standar teknis pemeniithan Balku Muatu Air Limbah
sebagaimana dimaiksud pada ayat {1} huruf a meliputi:

a. vparamecter dan nilai Baku Mutu Air Limbabh;

b. desain . ..
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p. desain instalasi pengolahan Air Limbah;

c. titik penaatan dengan nama dan titik koordinat;

titk pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah
dan titik koordinat;

e. titik pemantauan pada Badan Air permukaan, air
tanah, dan/atau tanah dengan nama dan titik
koordinat;

f.  biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

g. kewajiban:

1.

8o

memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran
limpasan air hujan,;

memiliki unit pengolahan dan saluran Air
Limbah kedap air;

memiliki alat ukur debit; dan

4. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran

Air; dan
h. larangan:

1. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1
(satu) saat atau pelepasan dadakan:

2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya
penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;

3. membuang Air Limbah di luar titik periaatan;

4. mengaplikasikan Air Limbah di luar area yang
ditetapkan dalam izin pemanfaatan Air Limbah
ke tanah; dan/atau

5. menyampaikan data palsu.

(3) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air;

b. penanggung jawab operator instalasi pengolahan Air
Limbah; dan

c. personel yang mermiliki kompetensi lainnya scsuai
kebutuhan,

vang bersertifikat.

(4} Sistem . . .
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(4 Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. pemantauan mutu Air Limbabh;

b. penaatan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan
bagi Usaha dan/atau Kegiatan;

c. pemantauan Mutu Air permukaan dan/atau air
tanah secara berkala; dan

d. pelaporan seluruh kewajiban pengendalian
Pencemaran Air.

Pasal 139

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 sampai dengan
Pasal 138 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja.

Pasal 140

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan Air Limbah
sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 141

Dalam pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan Kkerja sama
dengan:

a. badan usaha; atau

b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melalzukan verifikasi terhadap
Persetujuan Teknis.

(2) Verifikasi sebagaimana diinaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk:

a. melihat . . .
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a. melihat kesesuaian antara  standar  teknis
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan
pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan;
dan

b. memastikan berfurnigsinya sarana dan prasarana
serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.

Hasii verifikasi terhadap sarana dan prasarana
pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan
Teknis.

Dalam hal hasi! verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3):

a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan SLO; atau

b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya memerintahkan untuk melakukan
perbaikan  sarana dan prasarana dan/atau
perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan
dalara berita acara.

SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai
dasar Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
perbaikan sarana dan prasarana sesual dengan berita
acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenuhi.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana scsuai
dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan
pengawasan.

Pasal 143

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 138 ayat (3) meliputi kemampuan:

a. melakukan identifikasi sumber pencemar air;

b. menentukan . . .
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b. menentukan karalkteristik Air Limbah;
c. meniiai tingkat Pencemaran Air;

d. mengoperasikan dan melakukan perawatan instalasi
pengoiahan Air Limbah;

e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air
Limbah;

f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan
keria terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbabh;
dan

g. menguasai standar kompetensi lainaya sesuai
dengan perkembangan ilmu pengstahuan dan
peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan standar kompetensi suinber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling lambat 1
(satu) tehun sejak SLO diterbitkan.

Pasal 144

Pemantauan mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 138 ayat (4) huruf a dilakukan secara:

a. manual; dan/atau
b. otomatis dan terus menerus.

Pemantauan mutu Air Limbah secara manual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
memenuhi ketentuan:

a. dilakukan pada titik penaatan Air Limbah;

b. menggunakan metode pemantauan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,; dan

c. dilakukan oleh laboratorium yang telah teregistrasi
oleh Menteri.

Menteri menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib imnelakukan pemantauan mutu Air Limbah secara
otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud pada
ayat {1; huruf b.

Pasal 145 . ..
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Pasal 143

Sister: manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 138 ayvat (4) dilakukan melalui tahapan:

a.
D.
c.
d.

perencanaan;
pelaksanaan;
pemeriksaan; dan

tindakan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:

[a)

[~

7

h

menentukan lingkup dan  menerapkan  sistem
manajemen  lingkungaiy  terkait  pengendalian
Pencemaran Air;

menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;

memastikan kepentimpinan dan komitmen dari
manajemen puncak terhadap pengendalian
Pencemaran Air;

memastikan adanya struktur organisasi yang
rmenangani pengendalian Pencemaran Air;

menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk
peran yang sesuai,

menentukan aspek pengendalian Pencemaran Air dan
dampaknya;

identifikasi dan memiliki akses terhadap kewsajiban
penaatan pengendalian Pencemaran Air;

menentukan risiko dan peluang yang periu ditangani;

merencanakan untuk mengambil aksi menangani
ristiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari
kegiatan tersebut; dan/atau

menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran Air,
menentukan  indikator dan  proses  untuk
mencapainya.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. menentukan . . .
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meneritukan sumber daya yang disvaratkan untuk
pencrapan dan pemeliharaan sistem manajemen
lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;

menentukan sumber daya manusia yang memiliki
sertifikasi kompetenst pengendalian Pencemarai Air,

menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses
yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan
eksternal;

memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan
dan pemutakhiran serta pengendalian informasi
rerdokumentasi;

menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan
proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk
memenuhi persyaratan sistem manajeraen
ingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
dan/atau

menentukan potensi situasi darurat dan respon yang
diperlukan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi:

a.

b.

o

miemantau, mengukur, menganelisa, dan
mengevaluasi kineria pengendalian Pencemaran Air;
mengevaluasi  pernenuhan terhadap kewajiban
penaatan pengendalian Pencemaran Air;

melakukan internal audit secara berkala; dan/atau

mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi
terkait pengendalian Pencemaran Air untuk
mernastikan kesesuaiar, kecukupan, dan keefektifan.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:

a.

b.

melakukan tindakan untuk menangani
ketidaksesuaian; dan

melakukan tndakan perbaikan  berkelanjutan
terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai
dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian
Penceiaran Air.

Pasal 146 . ..
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Pasal 146

Pelaporan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) huruf d
dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

(1)

(2)

(1)

Pasal 147

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi
mencemari air melakukan internalisasi biaya
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam biaya
produksi dan/atau operasinya.

Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:

a. pencegahan Pencemaran Air;

b. pengelolaan Air Limbah;

c. pemantauan Air Limbah dan Mutu Air:
penanggulangan Pencemaran Air;

e. pemulihan Mutu Air pasca kedaruratan dan pasca
operasi;

f. penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam
pengendalian Pencemaran Air;

g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian
Pencemaran Air;

h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dalam pengendalian Pencemaran Air;
dan/atau

i.  kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian
Pencemaran Air.

Pasal 148

Menteri mengembangkan sistem perdagangan alokasi
beban pencemar air terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
yang melakukan kegiatan pembuangan Air Limbah ke
Badan Air permukaan

Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempcrtimbangkan:

a. ketersediaan . . .
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a. ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokasi
pembuangan Air Limbtah; dan

b. alokasi beban pencemar air dari Usaha dan/atau
Kegiatan.

Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesmuai
dengan kewenangannya.

Pasal 149

Perdagangan alokasi beban pencemar air nasional
ditetapkan oleh Menteri serelah berkoordinasi dengan
kementerian dan/atau lembaga nonkementerian terkait.

Perdagangan alokasi beban pencemar air provinsi
ditetapkan oleh gubernur setelah:

a. berkoordinasi dengan bupati/wali kota; dan
b. mendapatkan rekomendas: teknis dar1 Menteri.

Perdagangan alokasi beban pencemar air kabupater; kota
ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah mendapatkan
rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 15C

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat
mempiuang Air Limbah ke Badan Air permukaan sesuai
dengan kuota alokasi beban pencemar air yang
dimilikinya.

Alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diperjualbelikan antara penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan sistem
perdagangan alokasi beban pencemar air yang
dikembangkan oieh Menteri.

Paragraf . . .
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Parasraf 3

Penanggulangan

Pasal 151

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan
penanggulangan Pencemaran Air.

Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada
masyarakat;

b. pengisolasian Pencemaran Air;
penghentian sumber pencemar air; dan/atau

cara lain scsuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pemberian informasi sebagairmana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan daiam jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) jam sejaik diketahuinya pencemaran.

Dalam ha! terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan
tersepbut >ebagai keadaan darurat secara elektronik dalam
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada
Menteri, gubesuur, dan/atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (+) memuat:
a. lokasi;

b. wakiy;

C.  penyebab;

d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan

€. upaya yang lelan dilakukan.

fPasal 152 ...
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Pasal 152

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan penangguiangan Pencemaran Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dalam
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak
diketahuinya pencemaran, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menetapkan pihak ketiga untuk melakukan
penanggulangan Pencemaran Air.

Terhadap kegiatan penanggulangan Pencemaran Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya
kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 4
Pemulihan Mutu Air
Pasal 153

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan
pemulihan Mutu Air.

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. pembersihan unsur pencemar air;
remediasi;
rehabilitasi;

restorasi; dan/atau

°© oo o

lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 154

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya
Pencemaran Air, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga
untuk melakukan pemulihan Mutu Air.

(2) Terhadap . . .
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(2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan
untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 155

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya jika:

a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber
pencernarnya; dan/atau

b. udak diketahui pithak vang melakukan Pencemaran Air.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 156

(1) Pemeliharaan Mutu Air diselenggarakan berdasarkan
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

=
[\
N

Pemeliharaan Mutu Air dilakukan pada:
Badan Air kelas satue
Badan Air yang berada di kawasan lindung;

mata air:

e o oTop

air tanah; dan/atau

¢. danau tertutup.

-——
W
=

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeliharaan Mutu Air
melalul vpaya:

a. konservasi Badan Au dan ekosistemnya;
b. pencadangan Badan: Air dan ekosistemnya; dan/atau

c. pengercalion perabahan ikbm.

(4j Konservast . . .
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Konservasi Badan Air dan ekosistemnya sebagairnana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan:

a. perlindungan Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas
satu; dan/atau

b. perlindungan ekcsistem di sekitar Badan Air dengan
Baku Mutu Air kelas satu.

Pencadangan Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Badan Air
yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu
tertenta.

Pengendalian perubahan iklint sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ dilakukan melalui pengelolaan Air
Limbah untuk memitigasi pelepasan Emisi gas rumah
kaca.

Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 157

Setiap Orang berhak:

a.

d.

mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan cleh Menteri,
gubernur, atau hupati/wali kota;

mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar,
bahaya Pencemaran Air, dan upaya Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Air;

berpaitisipasi dalam memantau Mutu Air;

berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan Mutu
Air;

menyampaikan pengaduan dan mengajukan Kkeberatan

atas Pencemaran Air yang terjadi di lingkungannya;
dan/atau

f. mendapatkan . . .
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mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka
memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagai suatu upaya perjuangan atas hak Lingkungan
Hidup yang baik dan sehat.

Pasal 158

Setiap Orang berkewajiban:

a.
b.

C.

memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air;
melakukan pencegahan Pencemaran Air; dan

ikut berpartisipasi dalam penanggulangan Pencemaran Air
dan pemulihan Mutu Air.

Pasal 159

Setiap Orang dilarang:

a.

b.

)

memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air, dan
danau tertutup;

memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3,
dan/atau Limbah B3 ke Badan Air;

merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;

melakukan perbuatan yang menimbulkan Pencemaran
Air;

melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa génetik

ke Badan Air yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau

memberikan informasi palsu, menyesatkan,
menghilangkan informasi, merusak informasi, atau
memberikan keterangan yang tidak benar.

Bagian Ketujuh

Peran Serta Masyarakat

Pasal 160

Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Air berupa:

SK No 097449 A
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memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan
masing-masing;

melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di
lingkungan masing-masing; '
menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar
dan akurat;

menyebariuaskan gerakan pengurangan pencemar air;

melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka
pengurangan pencemar air; dan/atau

melakukan program ekoriparian untuk pemulihan
ekosistem Badan Air.

Pasal 161

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat memfasilitasi terbentuknya
kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha, dalam
melakukan pengurangan pencemar air.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk perjanjian antara masyarakat
dengan badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.

tata cara inventarisasi, penyusunan dan penetapan Baku
Mutu Air, perhitungan dan penetapan alokasi beban
pencemar air, tata cara pemantauan Mutu Air,
perhitungan status Mutu Air, penetapan Mutu Air
sasaran, dan penyusunan, penetapan, dan perubahan
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

b. penyediaan . . .
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penyediaan sarana dan prasarana, tata cara pembuangan
dan pemanfaatan air limbah. Baku Mutu Air Limbah,
penetapan standar teknologi, tata cara penyusunan dan
penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air
Limbah dan SLO, persyaratan pemenuhan Baku Mutu Air
Limbah Usalia dan/atau Kegiatan wajib SPPL, standar
kompetensi pengendalian Pencemaran Air, pemantauan
mutu Air Limbah, tata cara pelaporan, sistem inforinasi
dan tata cara perdagangan alokasi beban pencemar air;

tata cara penanggulangan Pencemaran Air;
tata cara pemulthan Mutu Air; dan

tata cara pelaksanaan kemitraan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal
161 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu

Umumn

Pasal 163

Penvelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
meliputi:

a.
b.

C.

perencanaan;
pemanfaatan; dan

penigendalian.

Bagian . ..
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Bagian Kedua

Peiencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 164

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu ldara
dilakukan melalui:

a.
b.

o

o

(2)

inventarisasi udara;
penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien;
penyusunan dan penetapan WPPMU; dan

penyusunan dan penetapan RPPMU.

Paragrat 2

Inventarisasi Udara

Pasal 165

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
164 huruf a meliputi:

a. sumber Emisi dan/atau sumber gangguan; dan
b. Mutu Udara ambien.

Inventarisasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan
sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
pada:

a. sumber tidak bergerak; dan
b. sumber bergerak.

Inventarisasi Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf b dilakukarn pads Udara Ambien.

Pasal 166 . ..
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Pasal 166

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
165 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. identifikasi suraber Emisi dan/atau sumber
gangguan, jenis Emisi dan/atau jenis gangguan
Pencemar Udara; dan

b. npenghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara
ambien.

Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunalkan:

a. data primer; dan/awau

b. data sekunder.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a. nasil pengambilan contoh uji;

L. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan
Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;

(@]

data laporan statistik; dan/atau

d. data lainnya yang relevan.

‘asal 167

identifikas! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat
(1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan
informasi mengena::

w. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghesilkan
Emis: danyatau gangguan;

b. lokasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan;
c. parameter dan nilay parameter Pencernar Udara,
sebaran Ern:isi dan gangguan,

e. dampak terhadap kesehatan manusiza dan
lingkungari;

t=h

tingkat pertarucuhian ekonomi; can

2. tingka. kepadatan penduduk.

(2) Hasil
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(2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penghitungan Emisi, gangguan,
dan Mutu Udara.

Pasal 168

Penghitungan Ernisi, gangguan, dan Mutu Udara sebaga:mana
dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b dilakukan dengan
cara:

a. pengukuran; dan/atau

b. perhitungan.

Pasal 169

(1} Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168
huruf a dilakukan dengan cara:

a. manual; dan/atau
b. otomatis dan terus-menerus.

(2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 170

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b
dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber Emisi,
gangguan, dan Mutu Udara.

Pasal 171

(1) Penghitiingan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara
sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 168 dilakukan untuk
mendapatkan informasi tingkat, status, proyeksi Emisi,
gangguan, dan Mutu Udara.

(2) Penghitungan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di
bidang Perlindungau dan Pengeloclaan Mutu Udara.

Pasal 172 . ..



SK No 097451 A

£

%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

Pasal 172

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165
sampai dengan Pasal 171 dilakukan oleh:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

Menteri, untuk inventarisasi udara nasional;
gubernur, untuk inventarisasi udara provinsi; dan

bupati/wali kota, untuk inventarisasi udara
kabupaten/kota.

Pasal 173

Menteri dalam  melakukan  inventarisasi  udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a
berkoordinasi dengan:

a. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
terkait; dan

b. Pemerintah Daerah terkait.

Gubernur dalam melakukan inventarisasi udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi.

Bupati/wali kota dalam melakukan inventarisasi udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf c
mengoordinasikan perangkat daerah terkait.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Udara Ambien

(1)

(2)

Pasal 174

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 164 huruf b disusun dan ditetapkan dengan
mempertimbangkan:

a. hasil inventarisasi udara; dan
b. aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. jenis parameter; dan

b. nilai . ..
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b. nilai parameter.

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada
avat (2} tercantuin dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan dan
penctapan nila: konsentrasi Udara Ambien tertinggi di
kelas WPPMU.

Paragraf 4

Penvusunan dan Penetapan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
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—
[a—
~—

(2)

(3)

Udara

Pasal 175

WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf c
terdiri atas:

a. WPPMU nasional;

b. WPPMU lintas provinsi;

c. WPPMU provinsi,

d. WPPMU lintas kabupaten/kota; dan

e. WPPMU kabupaten/kota.

WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. WPPMU Kelas [, untuk peruntukan pelestarian dan
rencadangan udara bersih;

b. WPPMU Kelas 1[I, untuk peruntukan kawasan
permukiman, komersial, pertanian, perkebunan,
dan/atau peruntukan lain vang mempersyaratkan
kelas vang sama; dan

c. WPPMU Kelas UI, untuk peruntukan industri
dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan
kelas yang sama.

WPPMU sebagaimasna dimaksud pada ayat (i) disusun
paling sedikit berdasarkan:

a. hasil penghitungan kmisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10§,

b. nilai . ..
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nilai konsentrasi Udara Ambien;
rencana tata ruang wilayah;

kesamaan karakteristik bentang alam; dan

o o o o

kondisi iklim dan meteorologi.

Dalam hal suatu wilayah memiliki kawasan pristine,
kawasan tersebut dikategorikan ke dalam WFPMLU kelas
L

Pasal 176

WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ditetapkan

oleh

a

b.

Menteri setelah berkoordinasi dengan:

menteri yang menyelenggarakan urusan perierintahan di
bidang tata ruang;

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian; dan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negert

Paragraf 5

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
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Udara

Pasal 177

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 hurufd terdiri

atas:
a.

b.

C.

(1)

RPPMU nasional;
RPPMU provinsi; dan
RPPMU kabupaten/kota.

Pasal 178

RPPMU nastonal sebagaimana dimaksud dalanm Pasai 177
huruf a disusun uncuk:

a. WPPMLI skala nasional; dan

b.  WPPMU skala lintas provinsi.

(2) RPPMU . ..
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RPPMU nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan nilai konsentrasi Udara Ambien
tertinggi di kelas WPPMU.

Pasal 179

RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
huruf b disusun untuk:

a. WPPMU skala provinsi; dan
b. WPPMU skala lintas kabupaten/kota.

RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan:

a. RPPMU nasional; dan

b. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas
WPPMU.

Pasal 180

RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 177 huruf ¢ disuasun untuk seluruh WPPMU yang
berada dalam 1 {satu) wilayah kabupaten/kota.

RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan:

a. RPPMU nasional;
b. RPPMU provinsi; dan

c. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas
WPPMU.

Pasal 181

RPPMU nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
huruf a disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian terkait.

RPPMU provins: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
huruf b disusun dan ditetapkan oleh gubernur setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b.  beikoordinasi derigan bupati/wali kota.

(3) RPPMU . . .
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RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 177 huruf ¢ disusun dan ditetapkan oleh
bupati/wali kota setelan:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b. berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 182

RPPMU sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 177 paling sedikit
memuat:

a.

b
C.
d

pemanfaatan sumber daya alam;
pengendalian Pencemaran Udara;
pemeliharaan sumber daya alam; dan

adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 183

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 disusun
dengan mempertimbangkan:

a.
b.

status Mutu Udara ambien; dan

bentuk pemanfaatan,

pada masing-masing kelas WPPMU.

®

(3)

Pasal 184

Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 183 huruf a ditentukan dengan cara
membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan
nilai Mutu Udara WPPMU yang telah ditetapkan oleh
Menteri.

Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:

a. tercemar; dan
b. tidak tercemar.

Daiam hal status Mutu Udara ambien tercemar, Menteri,
guberriur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan Mutu Udara sasaran.

(4) Mutu . . .
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Mutu Udara sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditentukan dengan mempertimbangkan:

a. faktor ekonomi; dan
b. perkembangan teknologi pengendali Emisi.

Dalam hal WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum ditetapkan, status Mutu Udara ambien ditentukan
dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara
Ambien dengan Baku Mutu Udara Ambien.

Pasal 185

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 menjadi
bagian dar: rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
diubal, jika terdapat perubaban pada:

a. Baku Mutu Udara Ambien;
b. kelas WPPMU,; dan/atau

c. tata ruang.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 186

Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU
nasional. RPPMU provinsi, dan RPPMU kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

Pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan pada:

a. WPPMU kclas I;
b. WPPMU kelas II; dan
c. WPPMU kelas If].

Pasal 187 . . .
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Pasal 187

(1) Pemanfaatan WPPMU kelas 1 sebagaimmana dimaksud
dalam Pasal 186 ayat (2) huruf a dilakukan terbatas
untuk:

a. penelitian dan ilmu pengetahuan;
b. jasa lingkungan; dan

c.  kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi WPPMU
dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan WPPMU kelas II dan kelas Ill sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf b dan huruf ¢
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai RPPMU.

Bagian Keempat

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 188

(1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesnai
dengan RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan;
b. penanggulangan; dan

c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 189

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:

a. Baku. ..
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Baku Mutu Emisi;

Persetuyjuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b
dan Pasal 57 ayat (4) huruf b;

baku mutu gangguan;
internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara,
kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan

Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang
digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke
udara.

Pasal 190

Menteri menyusun dan menetapkan Baku Mutu Emisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf a.

Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan mempertimbangkan teknologi terbaik
yang tersedia.

Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterapkan pada:

a. sumber Emisi tidak bergerak; dan

b. sumber Emisi bergerak.

Pasal 191

Baku Mutu Emisi sumber Emisi tidak bergerak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (3) huruf a
ditetapkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan:

a. dampak Emisi rendah; dan

b. dampak Emisi tinggi.

Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha
dan/atau Kegiatan dengan dampak FEmisi rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

menggunakan baku mutu vyang ‘elah ditetapkan oleh
Menteri.

(3) Baku. ..
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Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha
dan/atau Kegiatann dengan dampak Emisi tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib
dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.

Dalam hal kegiatan dengan dampak Emisi tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihasilkan oleh
pelaku usaha dalam kawasan yang wajib RKL-RPL rinci,
pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci
mempersyaratkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku
Mutu Emisi pada RKL-RPL rinci. '

Dalam hal Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum ditetapkan oleh Menteri, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan
Persetujuan Teknis.

Pasal 192

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan
Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalar:. Pasal 191
ayat (3) dan ayat (5) kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan Persetujuan
Lingkungan.

Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang memuat:

a. 1identifikasi sumber Emisi;

b. informasi data meteorologi;

c. informasi rona awal kawasan terdampak;
d

perhitungan Beban Emisi yang dihasilkan;

e. perhitungan simulasi dispersi untudl: menetapkan
kadar maksimum;

f.  perhitungan neraca massa;

g. bahan baku dan penunjang;

h. perhitungan efisiensi,

1.  besaran dampak pembuangan Emist;

J-  nilai mutu Ernisi;

k. proses produks;;

L. alat pengendzli Ernisi yang digurakan:

m. konsumsi . . .
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m. konsumsi energi yang digunakan;
n. rencana pengelolaan Emisi; dan
o. rencana pemantauan Emisi dan Udara Ambien.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan melalui Sistern Informasi Lingkungan Hidup
untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.

Terhadap permchonan Persetujuan Teknis sebagimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan
kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Dalam melakukan pemeriksaan scbagaimana dimaksud
pada ayat (4):

a. Menteri, menugaskan pejabat yang membidangi
nengendalian Pencemaran Udara; dan

b. gubernur atau bupati/wali kota, menugaskan pejabat
yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 193

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 192 ayat (4) menyatakan:

a lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud
delam Pasal 192 ayat (5) melakukan penilaian
substansi; atau

b. tidak lengkap danjatau tidak benar, pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 192 avar (5)
mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan untuk melengkapi persyaratan.

Terhadap persyaraizn sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) nari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak
lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 194 . ..
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Pasal 1G4

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam: Pasal
193 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat {2) uniuk
kegiatan vang mempunyai dampak Emisi tinggi ke
lingkungan.

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi
pengendalian Pencemaran Udara.

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

a. telah memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis,
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat
{5) menerbitkan  Persetujuan Teknis untuk
pemenuhan Baku Mutu Emisi; atau

b. tidak memenuhi persyaratan Persetuijuan Tekmis,
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat
(5) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk
pemenuhan Baku Mutu Emisi disertai alasan
penolakan.

Pasal 195

Penilaian substansi sarnpai dengan penerbitan Persetujuan
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 196

Persetujuan Tcknis untuk pemenuhan Baku Muiu Emisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (3) huruf a
memuat:

a.
b.

C.

standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
standar kompetensi sumber daya manusia; dan

sistcin manajemen lingkungan.

Pasal 197 . ..
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Pasal 197

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 196 huruf a meliputi:

a.
b.

C.

parameter dan nilai Baku Mutu Emisi;

desain alat pengendali Emisi;

lokasi titik pengambilan sampel;

sumber Emisi wajib pantau dilengkapi dengan nama dan
titik koordinat;

sarana prasarana pengambilan sampel;

lokasi dan titik pemantauan Udara Ambien;

kewajiban:

1. memiliki alat pengendalii Emisi;

2. menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi
Usaha dan/atau Kegiatan;

3. memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel
Emisi;

4. memantau Mutu Udara ambien dan konsentrasi
Emisi secara berkala;

5. melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan
kembali;

6. memiliki penanggung jawab yang memiliki
kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan
Mutu Udara; .

7. melakukan perhitungan Beban Emisi;

8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Udara;
dan

9. melaporkan seluruh  kewajiban  pengendalian

. Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi
Lingkungan Hidup; dan

larangan:

1. membuang Emisi secara langsung atau pelepasan
dadakan;

2. melakukan pembuangan Emisi non-fugitive tidak

melalui cerobong;

3. menambahkan . . .
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menambahkar udara ke cerobong setelah alat
pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan;
dan/atau

tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan
Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 198

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 196 huruf b meliputi:

a.
b.

penanggung jawab pengendalian Pencemaran Udara;

penanggung jawab instalasi alat pengendali Emisi;
dan

personel yang memiliki kompentensi lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:

a.

b
C.
d

melakukan identifikasi sumber pencemar Emisi;
menentukan karakteristik pencemar Emisi;
menilai tingkat pencemaran Emisi;

mengoperasikan dan melakukan perawatan alat
pemantauan Emisi;

melakukan identifikasi bahaya dalam pengendalian
Emuisi;
melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan

kerja terhadap bahaya dalam pengendalian Emisi;
dan

menguasai standar kompetensi lainnya sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 196 huruf ¢ dilakukan melalui tahapan:

a.

perencanaan,

b. pelaksanaan . . .
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pelaksanaari;
pemeriksaan; dan
tindakan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:

a.

menentukan lingkup dan menerapkan sistem
manajemen  lingkungan  terkait pengendalian
Pencemaran Udara;

menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari
manajemen puncak terhadap pengendalian
Pencemaran Udarg;

menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran
Udara;

menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk
penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen
lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;

memiliki  sumber daya manusia yang memiliki
sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran
Udara;

menetapkan struktur organisasi yang menangani
pengendalian Pencemaran Udara;

menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk
peran yang sesuai;

menentukan aspek pengendalian Pencemaran Udara
dan dampaknya;

mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap
kewajiban penaatan pengendalian Pencemaran
Udara,

merencanakan untuk mengambil aksi menangani
risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari
kegiatan tersebut;

menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran
Udara serta menentukan indikator dan proses untuk
mencapainya; ’

memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan
dan pemutakhiran serta pengendalian informasi
terdokumentasi;

m. menentukan . .
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m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani,
dan/atau

n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang
diperlukan.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. memantau, mengukur, menganalisa, dan
mengevaluasi kinerja pengendalian Pencemaran
Udara; dan

b. mengevaluasi hasil pemantauan Emisi yang
dilakukan terhadap nilai Baku Mutu Emisi yang
ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan atau
peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Baku Mutu Emisi. :

Dalam hal evaluasi hasil pemantauan Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b menunjukkan
ketidaktaatan, rencana pengelolaan Emisi harus
dilakukan perubahan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban
penaatan pengendalian Pencemaran Udara;

b. melakukan internal audit secara berkala; dan

mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi
terkait pengendalian Pencemaran Udara untuk
memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

meliputi:

a. melakukan tindakan untuk menangani
ketidaksesuaian; dan

b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan
terhadap sistem manajemen lingkungan yang belum
sesuai dan efektif untuk meningkatkan Kkinerja
pengendalian Pencemaran Udara.

Pasal 200 . . .



SK No 084644 A

m@@f”@%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

Pasal 200

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengelolaan Emisi.

Pasal 201

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan verifikasi terhadap sarana
dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
unifuk:

a. melihat kesesuaian antara standar  teknis
pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan
sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran
Udara yang dilakukan; dan

b. memastikan berfungsinya sarana danr prasarana
. y t) .
pengendaliari Pencemaran Udara serta terpenuhinya
Baku Mutu Emisi.

(3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana
pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) berupa memenuhi atau tidak memenuhi
Persetujuan Teknis.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3):

a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan SLO; atau

b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya memerintahkan untuk melakukan
perbaikan sarana dan prasarana dan/atau
perubahan Persetujuan Lingkungan vang dituangkan
dalam berita acara.

(51 SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai
dasar Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

(6) Penanggung . . .
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Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita
acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
sampai dengan Baku Mutu Emisi terpenubhi.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai
dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan
pengawasan.

Pasal 202

Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dilakukan paling
lambat 1 (satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 203

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan
sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 190 ayat (3) huruf a wajib memenuhi
ketentuan Baku Mutu Emisi.

Pernenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan
Emisi dengan cara:

a. manual; dan/atau
b. otomatis dan terus menerus.

Pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh
laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.

Pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus-
menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan dengan cara memasang alat pemantau untuk
mengukur kuantitas kadar dan laju alir Emisi yang
terkalibrasi.

Menter: menctapkar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-
menerus.

(6) Setiap . . .
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Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-
menerus, wajib mengintegrasikan pemantauan Emisinya
ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 204

Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19C ayat (3) huruf b meliputi:

a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sekior industri
otomotif;

b. penggunaan alat transportasi darat; dan
C. penggunaan alat berat.

Sumber Emisi bergerak produk dari Usaha dan/atau
Kegiatan sektor industri otomotif sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf a dikategorikan berdasarkan:

a. tipe baru, meliputi model baru dan yang sedang
diproduksi; dan

b. produk yang telah beroperasi.

Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud pacda ayat
(1) huruf b meliputi sumber Emisi berbasis.

a. jalan; dan/atau

b. nomjalan.

Pasal 205

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menghasilkan Emisi:

a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri
otomotif;

b. penggunaan alat trausportasi darat berbasis
nonjalan; dan/atau

c. penggunaan alat berat,
wajib imemenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.

Produk nasil industri otomotif sebagaimana dimaksud
pada ayat (!) hurui a meliputi:

a enjin model bari; dar

b. enjin . ..
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b. enjin yang sedang diproduksi.

Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. untuk produk hasil Usaha dan/atau Kegiatan sektor
industri otomotif, dilakukan oleh laboratorium yang
terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau
badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling
pengakuan dalam forum Asia Pacific Accreditation
Cooperation (APAC) atau International Laboratorium
Accreditation Cooperation (ILAC); dan

b. untuk alat transportasi darat berbasis nonjalan dan
alat berat, dilakukan oleh personel yang memiliki
sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 206

Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat
transportasi darat berbasis jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 204 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a harus
memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.

Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan
yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga)
tahun; dan

b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki
sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar
pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif pajak
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri, setelah berkoordinasi dengan
Menteri.

Pasal 207 . ..
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Pasal 207

Menteri menyusun dan menetapkan baku mutu gangguan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf c.

Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebisingan;

b. kebauan; dan

Cc. getaran.

Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. kesehatan manusia;

b. keselamatan sarana fisik;

c. kelestarian bangunan;

d. kctersediaan teknologi terbaik; dan/atau

e. kemampuan ekonomi.

Pasal 208

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
mengeluarkan gangguan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 207 ayat (2) wajib melakukan uji gangguan.

Uji gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:

a. menggunakan laboratorium yang teregistrasi oleh
Menteri; dan/atau

b. menggunakan personel yang memiliki sertifikat yang
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.

Pasal 209

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan
internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 189 huruf d.

(2) Internalisasi . . .
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Internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
memasukkan biaya pengendalian Pencemaran Udara
dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha
dan/atau Kegiatan.

Biaya pengeadalian Pencemaran Udara sebagaimana
dimsaksud pada ayat (2) meliputi biaya:

a. pencegahan Pencemaran Udara;

b. pengembangan teknologi terbaik rendah Emisi,
c. penggunaan bahan bakar bersih;
d

pengembangan sumber daya manusia; dan/atau

®

kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian
Pencemaran Udara.

Pasal 210

Menteri menetapkan kuota Emisi dan sistem perdagangan
kuota Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189
huruf e terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang
menghasilkan Emisi.

Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada sayvat (1)
ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
terkait.

Perdagangan kuota Emis! sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan RPPMU yang telah
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 211

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat
melepas Emisi sesuai dengan kuota Emisi yang
dimilikinya.

Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat

diperjualbelikan antar penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan.

Pasal 212 . ..
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Pasal 212

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan menyusun Standar Nasional Indonesia
terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang
mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 189 huruf f.

Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang
digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebauan;
b. gangguan kesehatan; dan

c. bentuk standar lainnya sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan peraturan
perundang-undangan.

Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang
digunakar di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan mempertimbangkan:

a. kesehatan masyarakat;
larangan penggunaan B3;
kelestarian bangunan;

ketersediaan teknologi terbaik; dan/atau

LS I

kondisi ekonomi.

Dalam menyusun Standar Nasional Indonesia, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan  berkoordinasi dengan instansi yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Standar
Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di
rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara diatur
dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf . . .
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Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 213

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan vang
melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan
penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183
ayat (2) huruf b.

Penanggulangan Pencemaran Udara  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait
Pencemaran Udara;

b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan

cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

a. penghentian proses produksi;

b. penghentian kegiatan pada  fasilitas  yang
menyebabkan Pencernaran Udara; dan/atau

c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran
Udara pada sumbernya.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan vyang
melakukan penanggulangan Pencemaran Udara
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) wajib
menyampaikan laporan  pelaksanaan  penghentian
Pencemaran Udara kepada Menteri, gubernur, dan
bupati/wali kota.

Pasal 214

Penanggulangan  Pencemaran Udara  sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 213 ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam
sejak diketahuinya Pencemaran Udara.

(2) Dalam . . .



SK No 084652 A

(3)

(2)

(1)

(2)

a@ﬁ?tﬂ?%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan penangguiangan Pencemaran Udara

Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan
Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dibebankan kepada ponanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 215

Dalam hal terjadi bencara yang inengakibatkan
Pencemaran Udara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangsn.

Paragraf 4

Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 216

Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib
melakukar: pemuithar dampak Pencemaran Udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) hurut c.

Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pembersihan msur  pencemar pada  media
Linglkungan Hidup; dan

b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknoloegi.

Pasal 217 . . .
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Pasal 217

Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 216 ayat {1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diketahuinya Penccmaran Udara.

Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksua pada ayat
(1) tidak dilakukan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak
ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 218

Pemulihan dampak Pencemmaran Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) dilakukan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya, jika:

a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau
b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olen:

a. Menteri, jika dampak pencemaran lintas provinsi;

b. gubernur, jika dampak pencemaran lintas
kaburatien/kota; dan

bupati/wali kota, jika dampak pencemaran terbatas
dalam wilayah kabupaten/kota.

O

Pasal 219

etentuan lebih lanjut mengenai:

tata cara inventarisasi udara;
tata cara penyusunan dan penetapan WPPMU;

tata cara penvusunan, penetapan, dan perubahan
RPPMII;

Baku Mutu Emisi;

e. Persetujuan .
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Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dan
SLO;

baku mutu gangguan;

tata cara penetapan kuota Emisi;

sistem perdagangan kuota Emisi;
penanggulangan Pencemaran Udara; dan

pemulihan dampak Pencemaran Udara,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 sampai denigan Pasal
218 diatur dalam Peraturan Menieri.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENGEI.OLAAN MUTU LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 220

Penyelenggaraan Periindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
bertujuan:

a

b.

(1)

melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dari Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

menjarnin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan
kelestarian Mutu Lauit;

menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Mutu
Laut sebagai bagian dari hak asasi manusia; dan

mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
Mutu Laut  untuk mewujudkan pembangunan
berkelaniutan

Pasal 221

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Laut dilakukan oleh:

a. Menteri; atau

b. gubksrnur.

(2) Menteri . . .
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Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berwenang pada lokasi di atas 12 (dua belas) mil laut,
kawasan strategis nasional, dan kawasan strategis
nasional tertentu.

Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berwenang pada lokasi di bawah 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, di luar Usaha
dan/atau Kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 222
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian; dan
pemeliharaan.
Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 223
(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222
huruf a dilaksanakan terhadap:
a. Air Laut; dan
b. ekosistem Laut.
2) Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas:
a. ekosistem Mangrove;

b. ekosistem Padang Lamun;
c. exosistem Terumbu Karang; dan

ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
J
pengetahuar dan t.knoclogi.

(3) Perencanaan . . .
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Perencanaan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:

a. inventarisasi Mutu Laut;
penetapan Baku Mutu Air Laut;
penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut;

penetapan Status Mutu Laut; dan

o o o o

penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Laut.

Paragraf 2

Inventarisasi Mutu Laut

Pasal 224

Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 223 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan
informasi mengenai kondisi Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut yang mempengaruhi Mutu Laut.

Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian
data primer dan/atau data sekunder.

Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari:

a. pemantauan Mutu Laut;

b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan
Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan,;

laporan statistik;
citra satelit;
foto udara;

foto bawah laut;

® ™0 a0

data satu peta ekosistem laut dengan tingkat
ketelitian paling kecil skala 1:50.000; dan/atau

h. data lainnya yang relevan.

(4) Data . . .
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Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. jenis ekosistem Laut;

peruntukan Laut;

bentuk pemanfaatan;

sumber pencemar dan/atau sumber perusak;

jenis pencemar dan/atau perusak;

-0 oo o

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan
pencemaran dan/atau kerusakan;

g. lokasi sumber yang menyebabkan pencemaran
dan/atau kerusakan;

h. lokasi pencemaran dan/atau kerusakan;
1.  parameter dan nilai parameter kualitas Air Laut;
J- tutupan dan kerapatan Mangrove;

k. luas Padang Lamun;

[um—

luas tutupan Terumbu Karang;
m. sosial ekonomi;
n

sebaran dampak pembuangan Air Limbah ke Laut;
dan

©

dampak terhadap kesehatan manusia dan
lingkungan.

Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penentuan Baku Mutu Air Laut,
kriteria baku kerusakan ekosistem Laut, penetapan Status
Mutu Laut, serta penyusunan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Laut.

Pasal 225

Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui
kualitas Air Laut dan kerusakan eksosistem Laut.

Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya.

(3) Pemantauan . . .
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Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling sedikit:

a. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan
kualitas Air Laut; dan

b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan
kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 226

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4) yang
memerlukan jasa laboratorium, pengukurannya dilakukan oleh
laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.

(2)

(3)

(4)

Pasal 227

Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
224 ayat (5) diolah dengan:

a. perhitungan; dan
b. analisis.

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan menggunakan metode yang telah diakui
secara nasional dan/atau internasional.

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi
mengenai nilai dari:

a. kualitas Air Laut;

b. tutupan dan kerapatan Mangrove;
c. luasan Padang Lamun; dan

d. luasan tutupan Terumbu Karang.

Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan membandingkan data dan/atau
informasi hasil inventarisasi dengan Baku Mutu Air Laut
dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem Laut serta
melihat  korelasinya untuk  mengetahui  kondisi
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang
mempengaruhi Mutu Laut.

(5) Pengolahan . . .



SK No 084659 A

(5)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

.Pengolahan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi
sumber dan jenis pencemar dan/atau perusak, Mutu Air
Laut, dan tingkat kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 228

Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 223 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannva.

Menteri dalam melakukan inventarisasi Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berkoordinasi
dengan:

a. menteri/kepala lembaga terkait; dan
b. Pemerintah Daerah.

Gubernur dalam melakukan inventarisasi Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan:

a. Mentern,;
b. menteri/kepala lembaga terkait; dan

c. Pemerintah Daerah kabupatan/kota.

Paragraft 3
Penetapan Baku Mutu Air Laut

Pasal 229

Baku Mutu Air Laut sebagairmnana dimaksud dalam Pasal
223 ayat (3) huruf b terdiri atas peruntukan:

a. pelabuhan;
b. wisata bahari; dan
c. biota Laut.

Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi jenis paramecter Air Laut dan nilai parameter Air
Laut.

Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penetapan Status Mutu Laut.

(4) Baku . .
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Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 230

Menteri menetapkan Baku Mutu Air Laut peruntukan
lainnya selain yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1).

Baku Mutu Air Laut peruntukan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil
inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 ayat (5) serta berkoordinasi dengan
menteri/kepala lembaga terkait.

Baku Mutu Air Laut peruntukan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum ditetapkan,
merujuk pada Baku Mutu Air Laut untuk peruntukan
biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat
(1) huruf c.

Paragraf 4

Penetapan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Laut

(1)

Pasal 231

Menteri menetapkan kriteria baku kerusakan ekosistem
Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3)
huruf c setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala
lembaga terkait.

Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kriteria baku kerusakan Mangrove;

b.  kriteria baku kerusakan Padang Lamun;

c.  kriteria baku kerusakan Terumbu Karang; dan
d

kriteria baku kerusakan ekosistem Laut lainnya
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

(3) Penetapan . . .
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Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 224 ayat (5); dan

b. pengkajian data dari berbagai publikasi penelitian
nasional dan/atau internasional.

Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan tahapan:

a. pengumpulan dan pengkajian data;

b. penjaringan masukan dari pemangku kepentingan
dalam pengelolaan ekosistem Laut; dan

c. penyusunan dan penetapan kriteria baku kerusakan
ekosistemn Laut.

Pasal 232

Kriteria baku kerusakan Mangrove sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf a ditetapkan
berdasarkan:

a. tutupan tajuk;
b. kerapatan pohon Mangrove yang hidup; dan/atau

c. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Kriteria baku kerusakan Padang Lamun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf b ditetapkan
berdasarkan:

a. luas area kerusakan Padang Lamun; dan/atau

b. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Kriteria baku kerusakan Terumbu Karang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf c ditetapkan
berdasarkan:

a. tutupan Terumbu Karang; dan/atau

b. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 233 . ..
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Pasal 233

Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) digunakan sebagai
dasar penetapan Status Mutu Laut.

Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dievaluasi dan/atau diubah.

Pasal 234

Menteri melakukan evaluasi dan/atau perubahan kriteria baku
kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
231 ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a.

b.

(1)

(2)

hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 224 ayat (5);

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
perubahan rencana 2zonasi ruang Laut dan/atau
peruntukan Laut.

Paragraf 5

Penetapan Status Mutu Laut

Pasal 235

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
menetapkan Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 223 ayat (3) huruf d.

Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan:

a. hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 224 ayat (5);

b. Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 229; dan

c.  kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231.

(3) Status . . .
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Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam bentuk indeks yang menggambarkan
tingkat Status Mutu Laut.

Pasal 236

Status Mutu Laut yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3) ditindaklanjuti dengan
menyusun rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Paragraf 6

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut

SK No 084887 A

(1)

(3)

(1

Pasal 237

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannyva
menyusun dan menetapkan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 223 ayat (3) huruf e.

Menteri dalam menyusun dan menctapkan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:

a. menteri/kepala lembaga terkait; dan
b. Pemerintah Daerah.

Gubernur dalam menyusun dan menetapkan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:

a. Menteri;
b. kepala lembaga terkait; dan

c. Pemerintah Daerah kabupatan/kota.

Pasal 238

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 disusun dengan
menerapkan prinsip pengelnlaan ruang Laut secara
terpadu.

(2) Rencana . . .
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Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam
kajian Lingkungan Hidup strategis.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan
dalam melakukan pemanfaatan, Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, dan pemeliharaan
Mutu Laut.

Pasal 239

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dapat
dievaluasi dan/atau diubah dalam hal ierdapat:

a.

b.

(1)

(2)

perubahan rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang;
dan/atau

perubahan kebijakan lainnya yang berimplikasi pada
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 240

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 222
huruf b dilaksanakan dengarn memperhatikan:

a. keberlanjutan proses dan fungsi Laut;
b. keberlanjutan produktivitas Laut; dan

c. kesclamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan
masyarakat.

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan.

a rencana zcnasl dan/atau rencana tata ruang;

b. peruntukan . . .
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b. peruntukan; dan

¢c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237.

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 241

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf c
dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 237.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan,;
b. penanggulangan; dan
c. pemulihan.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

Paragraf . . .
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Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 242

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan
pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2} huruf a.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut yang berasal dari darat dan/atau Laut.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui:

a. penyediaan sarana dan prasarana;
b. pembatasan Limbah ke Laut;

c. pencegahan sampah Laut; dan
d

instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan:

a. nirtitik; dan
b. titik.

Pencegahan pada sumber pencemaran dan/atau
kerusakan nirtitik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.

Pasal 243

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) huruf a
untuk sumber nirtitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
242 ayat (4) huruf a.

(2) Sarana . . .
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Sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.

Pasal 244

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dalam menyediakan sarana dan
prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243
ayat (1) dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut bagi
usaha mikro dan kecil.

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesiai dengan
kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan
badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyediaan sarana dan prasarana Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 245

Pembatasan Limbah ke Laut sebagaimana dalam Pasal 242
ayat (3) huruf b diterapkan pada:

a.
b.

(1)

Dumping (Pembuangan); dan

pembuangan Air Limbah.

Pasal 246

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang

~melaksanakan pernbatasan Limbah ke Laut dengan cara

Dumping (Pembuangan) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf a harus memenubhi:

a. Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (3) huruf ¢ dan Pasal 57 ayat (4) huruf
c; dan

b. ketentuan . . .
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b. ketentuan lokasi pembuangan.

Ketentuan lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempertimbangkan:

a. perlindungan terhadap area sensitif; dan

b. rona awal kualitas Air Laut yang memenuhi Baku
Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
229.

Area sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
antara lain terdiri atas:

a. kawasan konservasi perairan;

b. daerah rekreasi atau wisata bahari;

c. kawasan Mangrove;

d. Padang Lamun;

e. Terumbu Karang;

f. kawasan taman nasional;

g. kawasan taman wisata alam Laut;

h. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

[oen

kawasan rawan bencana alam;

daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta
budidaya perikanan;

[

k. alur migrasi biota Laut yang dilindungi;

l.  daerah penangkapan ikan atau zona perikanan;
m. alur pelayaran; dan/atau

n. wilayah pertahanan.

Dalam hal rona awal kualitas Air Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf b tidak memenuhi Baku
Mutu Air Laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan
konsentrasi pada parameter yang melampaui Baku Mutu
Air Laut.

Pasal 247 .
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Pasal 247

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara
pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf b harus memenuhi ketentuan:

a. Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 131;

b. standar teknologi pengolahan  Air Limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132; dan

c. ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air
Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
memiliki dampak Air Limbah ke lingkungan berupa
rendah atau tinggi.

Dalam hal dampak Air Limbah ke lingkungan berupa:

a. rendah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
wajib menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan; dan

b. tinggi, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
wajib mendapatkan Persetujuan Teknis.

Pasal 248

Penanggung jawab Usaha dan/jatau Kegiatan yang
melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara
pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 huruf b dan memiliki dampak Air Limbah ke
lingkungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247
ayat (3) huruf b wajib membuat kajian teknis sebagai dasar
pertimbangan Persetujuan Teknis.

Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. identifikasi sumber, kuantitas, dan karakteristik Air
Limbah;

b. penentuan . . .
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penentuan parameter kunci yang akan dijadikan
prediksi sebaran Air Limbah dan Baku Mutu Air
Limbah;

identifikasi Laut penerima Air Limbabh,;
kualitas Air Laut penerima Air Limbabh;
data sirkulasi Air Laut musiman;

area sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246
ayat (3);

prediksi sebaran Air Limbah di Laut termasuk
penentuan zone of initial dilution;

usulan titik pemantauan kualitas Air Laut
berdasarkan hasii prediksi sebaran Air Limbah di
Laut;

informasi mengenai tata letak industri keseluruhan
dan penandaan unit yang berkaitan dengan
pengelolaan Air Limbabh;

neraca air yang menggambarkan keseluruhan sistem
pengelolaan Air Limbah;

informasi mengenai deskripsi sistem instalasi
pengolahan Air Limbah;

informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan
dalam pengelolaan Air Limbah,;

prosedur operasional standar tanggap darurat
instalasi pengolahan Air Limbah;

informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan
dalam pengelolaan Air Limbah; dan

informasi uraian penanganan kondisi darurat
Pencemaran Laut.

Pasal 249

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(3) huruf a dan Pasal 57 ayat (4) huruf a yang dibuang ke
Laut kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Permohonan ...
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Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2).

Permchonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis.

Passal 250

Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 249 dilakukan pemeriksaan kelengkapan
kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2)
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Dalam melakukan pemeriksaan permohonan Persetujuan
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri menugaskan pejabat yang membidangi
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
dan

b. gubernur menugaskan pejabat yang membidangi
Lingkungan Hidup.

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyatakan:

a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melakukan penilaian substansi; atau

b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan
permohonan Persetujuan Teknis untuk diperbaiki.

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat melibatkan ienaga ahli Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut.

Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b yang tidak lengkap dan/atau tidak benar,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak
benar.

Pasal 251 . ..
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Pasal 251

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 250 ayat (3) huruf a menunjukkan:

a. telah memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2), menerbitkan
Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
yang dibuang ke Laut; atau

b. tidak memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2) menerbitkan
penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut disertai dengan
alasan penolakan.

Pasal 252

Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang
dibuang ke Laut yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf a memuat:

a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan

c. sistem manajemen lingkungan.

Pasal 253

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf a meliputi:

a. parameter dan nilai Baku Mutu Air Limbah;

b. desain instalasi pengolahan Air Limbah;

c. titik penaatan dengan nama dan titik koordinat;
titik pembuangan dengan nama dan titik koordinat;

tittkk pernantauan Air Laut dengan nama dan titik
koordinat;

f. kewajiban:
1. melaksanakan pemantauan Air Limbah;
2. melaksanakan peinantauan kualitas Air Laut;

3. melaporkan hasil pemantauan;

4, memisahkan ...
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4. memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran
limpasan air hujan;

5. memiliki saluran Air Limbah kedap air;

6. memiliki alat ukur debit atau alat ukur yang setara;

7. memiliki Sistem Tanggap Darurat instalasi
pengolahan Air Limbah; dan

8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Laut;
dan

larangan:

1. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1
(satu) kali pembuangan;

2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penaatan
batas kadar yang dipersyaratkan; dan

3. membuang Air Limbah di luar titik penaatan.

Pasal 254

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 252 huruf b meliputi:

a.
b.

penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air;

penanggung jawab operator instalasi pengolahan Air
Limbah; dan

personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai
kebutuhan,

yang memiliki sertifikat kompetensi.

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:

a.

b
c.
d

melakukan identifikasi sumber pencemar air;
menentukan karakteristik Air Limbah;
menilai tingkat Pencemaran Air;

mengoperasikan dan merawat instalasi pengolahan
Air Limbah;

melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air
Limibah;

f. melaksanakan . . .
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melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan
kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah;
dan

menguasa! standar kompetensi lainnya sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 255

Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 252 huruf ¢ dilakukan melalui tahapan:

a.
b.
c.
d.

perencanaan;
pelaksanaan;
pemeriksaarn; dan

tindakan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi: -

a.

menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan
terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut;

menectapkan kebijakan Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut;

menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk
penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen
lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut;

menentukan sumber daya manusia yang memiliki
sertifikasi kompetensi Pengendalian Pencemaran Air;

menetapkari kepemimpinan dan komitmen dari
manajemen puncak terhadap Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

menetapkan struktur organisasi yang menangani
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk
peran yang sesuai;

h. menentukan . . .
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h. menentukan aspek Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut dan dampaknya;

i.  mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap
kewajiban penaatan Pengendalian Pencemaran
dan,/atau Kerusakan Laut;

J- merencanakan untuk mengambil aksi menangani
ristko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari
kegiatan tersebut;

k. menetapkan sasaran Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut, serta menentukan
indikator dan proses untuk mencapainya,

.  memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan
dan pemutakhiran serta pengendalian informasi
terdokumentasi;

m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani;
dan/atau

n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang
diperlukan.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb
meliputi:

a. memantau, mengukur, menganalisa, dan
mengevaluasi kinerja Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut;

b. mendokuinentasikan hasil pemantauan Air Limbah
dan kualiias Air Laut;

c. melakukan evaluasi hasil pemantauan Air Limbah
mengacu pada Baku Mutu Air Limbah yang telah
ditetapkan dalam Persetujuan Teknis atau peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang Baku
Mutu Air Limbah; dan

d. melaporkan  seluruh  kewajiban  Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

Dalam hal evaluasi hasil pemantauan Air Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
menunjukkan ketidaktaatan, penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan mengubah rencana pengelolaan Air
Limbah.

(5) Pemeriksaan . . .
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(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc
meliputi:

a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban
penaatan Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut;

b. melakukan internal audit secara berkala; dan

mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi
terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut untuk memastikan kesesuaian,
kecukupan, dan keefektifan.

(6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:

a. melakukan tindakan untuk menangani
ketidaksesuaian; dan

b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan
terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai
dan efektif untuk meningkatkan kinerja Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

Pasal 256

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan
Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke
Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dilakukan dalam
Jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 257

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan
perubahan terhadap muatan Persetujuan Teknis pemenuhan
Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 251 huruf a, wajib melakukan
perubahan Persetujuan Teknis sebagai dasar perubahan
Persetujuan Lingkungan.

Pasal 258 . . .
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Pasal 258

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. melihat kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan
prasarana yang dilakukan; dan

b. memastikan berfungsinya sarana prasarana dan
terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.

Dalam hal hasil verifikasi:

a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan SLO; atau

b. tidak terpenuhi atau terdapat perubahan terhadap
Persetujuan Teknis, Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya memerintahkan melakukan
perbaikan untuk melakukan perbaikan sarana dan
prasarana dan/atau  perubahan  Persetujuan
Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.

SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai
dasar bagi Menteri atau gubernur dalam melaksanakan
pengawasan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita
acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenubhi.

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak melakukan perbaikan sesuai dengan berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 paling lambat 1
(satu) tahun setelah SLO diterbitkan.

Pasal 259 ...



SK No 097465 A

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

ga@

%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-177 -

Pasal 259

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
mendapatkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 252 wajib melakukan pemantauan terhadap:

a. Air Limbah; dan
b. kualitas Air Laut.

Pemantauan mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.

Pasal 260

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melaporkan
seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255
ayat (3) huruf d.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 261

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pencegahan sampah Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) huruf c.

Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi sampah yang berasal dari kegiatan di
darat dan/atau di Laut.

Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui: 1

a. pengurangan sampah di sumber; dan
b. pemantauan sampah Laut.

Pengurangan sampah di sumber sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemantauan . . .
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Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memperoleh data
karakteristik sampah Laut.

Pasal 262

Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 261 ayat (5) mencakup:

a. sampah pantai;
b. sampah terapung; dan
c. sampah dasar Laut.

Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

a. perencanaan,;
b. pelaksanaan;

c. pengolahan dan analisis data karakteristik sampah
Laut; dan

d. pelaporan dan evaluasi.

Data karakteristik sampah Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a. komposisi,
b. berat: dan
c. kepadatan.

Data karakteristik sampah Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menjadi dasar dalam pengurangan sampah
Laut.

Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 263

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
wajib melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b.

(2) Penanggung . . .
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Penanggung  jawab Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun
rencana penanggulangan pada keadaan darurat.

Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran
dan/atau Kerusakan Laut kepada masyarakat;

b. pengisolasian pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut;

c. pembersihan bahan pencemar dan/atau perusak;

penghentian sumber  pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut; dan/atau

e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi

Penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
dilakukan dengan cara:

a. penghentian  kegiatan pada fasilitas yang
menyebabkan pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut; dan/atau

b. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran
dan/atau kerusakan pada sumbernya.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada avat (1)
wajib menyampaikan laporan penanggulangan kepada
Menteri atau gubernur.

Pasal 264

Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1)
diiakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua
puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran
dan/atau Kerisakan Laut.

(2) Dalam . . .
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(2) Dalam hal penanggulangan pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilakukan, Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan penanggulangan.

(3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 265

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan
Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b
terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak
diketahui sumber atau penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatannya.

Paragraf 4
Pemulihan

Pasal 266

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ' yang
melakukan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut wajib
melakukan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 241 ayat (2) huruf c.

(2) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk mengembalikan Mutu Laut.

(3) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara:

a. penghentian sumber pencemaran dan/atau
Kerusakan Laut dan pembersihan bahan pencemar
dan/atau perusak;

remediasi;

rehabilitasi;

SIS

restorasi; dan/atau

€. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 267 . ..
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Pasal 267

Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
266 ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun rencana
pemulihan Mutu Laut.

Rencana pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan kepada Menteri atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan
persetujuan.

Pemulihan Mutu Laut wajib dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana
pemulihan Mutu Laut disetujui.

Pasal 268

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan pemulihan Mutu Laut dalam hal penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan
pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
267 ayat (3).

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pihak
ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Laut.

Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 269

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf c
terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak
diketahui sumber atau penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatannya.

Ragian . ..
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Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 270

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222
huruf d dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.

Pemeiitharaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan  berdasarkan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 237.

Pemeliharaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui upaya:

a. perlindungar ckosistem Laut sebagai penyangga
kehidupan,

b. penetapan kawasan konservasi perairan; dan/atau

c. pelestarian fungsi ekosistem Laut dalam rangka
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Perlindungan ekosistem J.aut sebagai penyangga
kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dituiukan untuk terpeliharanya proses ekologis yang
menunjang kelangsungan kehidupan Laut untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu
kehidupan manusia.

Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelestarian fungsi ekosistem Laut dalam rangka adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud
pada ayat {3} humif ¢ dilakukan untuk mengantisipasi
dampak perubahan iklim.

Pasal 271

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.
b.

inventarisasi Mutu Laut,

pemantauan Mutu Laut;

c. tata . ..
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tata cars penetapan baku Mutu Air Laut untuk
peruntukan lainnysa;

penyusunan, penctapan. dan perubahan kriteria baku
kerusakan ekcsistem Laut;

penetapan Status Mutu Laut;

penyusunern, penetapan, dan perubahan rencana
Perlinaungan dan Pengelolaan Mutu Laut,

tata cara penyusunan dan Penetapan Persetujuan Teknis
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut
dan SLO;

pemantauan sampah Laust:
penangzulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
pemulihan Mutu Laut: dan

pemeliharaan Mutu Lat,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 sampai dengan Pasal
270 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

(1)

(2)

Pasal 272

Untuk menentukan terjadinya Kerusakan Lingkungan
Hidup, ditetapkan kriteria baki Kerusakan Lingkungan
Hidup.

Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan:

a. Terumbu Karang;

b. Mangrove;

c. Padang Lamun;

d. tanal untuk produksi biomassa;
e. gambut;

f. karei;

g. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan/atau iahan;

h. lahan . . .
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h. lahan akibat Usaha dan/atau Kegiatan
pertambangan; dan

i.  kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup lainnya
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c
diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 231 dan
Pasal 232.

Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i
ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Dalam hal kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditetapkan,
penentuan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup
dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli.

Pasal 273

Ketentuan mengenai kriteria baku Kerusakan Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2)
huruf g, dikecualikan terhadap kegiatan pembukaan
lahan dengan cara pembakaran yang dilakukan
masyarakat di lahan miliknya sendiri.

Pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara pembakaran
dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang meliputi:

a. luas lahan maksimal 2 {dua) hektare per kepala
keluarga;

b. dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah
penjalaran api ke wilayah sekelilingnya; dan

c. ditanami tanaman jenis varietas lokal.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan
rekomendasi, fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan
bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan . .
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan
kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Menteri.

BAB VII

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN
PENGELOLAAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 274

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan
pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Pengelolaan Limbah B3; dan

b. Pengelolaan Limbah nonB3.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Paragraf 1

Umum

Pasal 275
Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
a. penetapan Limbah B3;
b. Pengurangan Limbah B3;
c. Penyimpanan Limbah B3;

Pengumpulan Limbah B3;

SK .No 097469 A e. Pengangkutan . .
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Pengangkutan Limbah B3;
Pemanfaatan Limbah B3;
Pengolahan Limbah B3;

Penimbunan Limbah B3;

Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
pengecualian Limbah B3;
perpindahan lintas batas Limbah B3;

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup;

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
dan

pembiayaan.

Paragraf 2

Penetapan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 276

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:

a. Limbah B3 kategori 1; dan
b. Limbah B3 kategori 2.

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan sumbernya terdiri atas:

a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;

b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3
yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan
dibuang, dan bekas kemasan B3; dan

c. Limbah B3 dari sumber spesifik.

Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ meliputi:

a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan

b. Limbah . . .
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D. Limbah B2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 277

Limbah B3 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 276
merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum Jalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisankan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Pazal 278

(1) Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3
sebagaimana tercaritum dalam Lampiran IX vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini yang terindikasi memiliki karakteristik
Limbah B&, Menteri wajib melakukar uji karakteristik
untuk meingidentiiikas: Limbah sebagai:

a. Limbah B3 kategori 1;
b. Limbah B3 kategori 2; atan
¢. Limmbah nenB3.

(2) Karakteristik Limbab B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mebputi:

a. mudah meledak;
b. mudah menyala;
c. reaktif;

d. infeksius;

e. korosif; dan/atanu
f. beracun.

(3) Uji kerakieristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai

Limbat: B2 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) buruf a meliputi uji:

a. karaxteristik mudah meledak, inudak tmenyala,
reaktif, inr:kss, dain/atau korosif sesuair dengan
parameter  uji  schagaimana  tercantum  dalam
Lampiran ¥ :sang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraruran Pemerintah ini;

b. karakteristik . . .
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karakteristik  beracun melalui TCLP  untuk
menentukan Limbal yang diuji memiliki konsentrasi
zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat
pencemar pada kolom TCLP-A sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X! yang merupakan
bagian udak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
ini; dan

karakterist:k beracun melalui Uji Toksikologi LDso
untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai
Uji Toksikologi LDse Iebih kecil dari atan same dengan
50 mg/kg (liina puluh miligram per kilogram) berat
badan hewarn i.

Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai
Limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi uyi:

a.

karakteristik  beracitu  melalui  TCLP uniuk
menentukan Limmbah vang diuji memiliki korsentresi
zat pencemar iebih kecil dari atau sama dengan
konsentrast zat pencemar pada koloimn TCLP-A dan
memiliki konsentias! zat pencemar lebih besar dari
konsenirasi zat pencemar pada kolom TCLP-B
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X! vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini;

karakteristik bLeracurn melalui 1Jji Toksikologi i.Dsg
untuik menentukar Limbah yang diuji memiliki nilai
Uji Toksikolog: LDsy lebih besar dari 50 mg/kg {lima
puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uii
dan lebih kecii dari atau sama dengan 5000 mg/kg
(lima ribu miligram per kilogramj berat badan hewan
uji; dan

karakteristik beracun melalui uji foksikologi sub-
kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana
tercantum dalam Lamapiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peratiiran Pemerintah
1ni.

Uji karakteristik sebegaimana dimaksud pada ayart (3) dan
ayat {4) dilaknukan secers Hesuratan.

Pasal 279 . . .
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FPasal 279

Dalam melakukan uji karakteristik sebagaimana
dimcksud dalam Pasal 278, Menteri menggunakan
laboratorium vang terakreditasi untuk masing-masing uji.

Dalam hal beium rerdapat laboratorium yang terakreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik
dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang
menerapkan prosedur yang telah mewmenuhi Standar
Nasional ladonesia mengenai tata cara berlaboratorium
yvang baik.

Pasal 280

Menteri seteiah mendapatkan hasil wuji  karakteristik
sebagaimana diinaksud dalam Pasal 278 menugaskan tim
ahli Limban B3 untuk melakukan evaluasi terhadap hasil
uji karakteristik.

Evaluasi oleh tim ahit i.zmbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat | 1) mcliputi identifikasi dan analisis terbadap:

a. hasil uit karakteristik Limbah;

b. proses produksi pada usaha dait/aiau kegiatan yang
menghasilkan Lirabah; dan

o

bahan baku dan/atau bahan penclong yang
digunakan dalem proses produksi.

Evaluasi sebageimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling laina 10 /sepuluh) hari kerja sejak Menteri
memberikan penugasan.

Tim ahli limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil
evaluasi kepada Menteri paling lama 4 (empat) har kerja
sejak hasil evaluas: diketahui.

Rekomendasi sebhagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
sedikit memuat:

a. identitas Lirabah;
b. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
c. kesimpulan hasil evaluasi ierhadar hasil wuji

karakterisul: Lirnbah.

(6) Dalam . . .
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Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah menunjukkan
adanya karakteristik Liinbah B3 yang 1nemenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat
(3) atau ayat i4), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat
pernyataan bahwa Limbah merupakan:

a. Limpah B3 kategori 1; atau
b. Limbah B3 kategori 2.

Dalam hal hasil e¢valuasi terhadap Limbaiz tidak
menunjukkan adanya kazrakteristik Limbah B3 yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
278 ayat (3 atau ayat (4), rekomendasi tim ahli Limbah B3
memuat perhivataan bahwa Limbah merupakan Limbah
nonB3.

Pasal 281

Tim ahii Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
280 ayat (1) dibentuk oleh Menteri.

Tim ahii Limbah B3 scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. ketua,
b. sekretaris; dan
C. anggota.

Susunan tim ahii Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit terdirt atas pakar di bidang:

a. toksikologi;

b. kesehatan manusia;
C. proses industi,

d. kimia;

e. biolog:; dan

f.

pakar lain vang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 282 . . .
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Pasal 282

Menter: melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/
lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan
izin Usahia dan/atau Kegiatan atau yang melakukan
pembinaan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan untuk
membahas rekomendasi tim ahli sebagaimana dimaksud
dalain Pasal 280 ayat (4).

Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, dalain jangka waktu paling iama
7 (tyyuh) hari kerja Menteti menetapkan Limbah sebagai:

a. Limbah BZ kategori 1; atau

b. Limbah B3 kategori 2.

Paragraf 3

Penguranguan Limbah Bahan Berbahuya dan Bera~un

(4)

Pasal 2873
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B2 wajib
melakukan Pengurangan Limban B3.
Pengurangan Limbhah B2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan melalui:
a. substtusi bahan;
b. odifikasi proses; dan/atau
¢. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
Substitusi baharn sebagaimmana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dapat dilnkukan melalui pemiiihan bahan baku
dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3
digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong
yang tidak mencenduang BS.
Modifikasi proses cebageimara dimaksud vada ayat (2)
huruf b 4apai ditakakan melaiuvi pemitibar dan penerapan
proses troduksi yang lebih efisien.

Pasal 284 . . .
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Pasal 284

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 scbagaimana
dimaksua dalam Pasal 283 wajib menyanipaikan lapcran
secara tertulis kevada Menteri mengenai pelaksanaan
Pengurangsn Limbah B3.

Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayau
(1) disampaikan secara berkela paling sedikit 1 (satu) kali
dalam € {enam) bLulan sejak Pengurangan Limban B3
dilakukan.

Paragraf 4

Penyimpanan Limbaih Bahan Berbahaya dan Beracun

(U

(2)

t3)

(4)

Pasal 285

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Penyimpanan Limbah B3.

Setiap Orang vang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada zyat (1 dilarang melakukan pencampuran
Limbah B3 yang disimpannya.

Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimaxsud pada ayat (1}, Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan
ke dalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil
imbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL;
dan/atau

b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B2 yang dimuat
dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:

1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atou
Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan

2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah
B3.

Standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
vang akan disimpan;

b. dokumen . ..
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o

aokumen  vang menjelaskan tentang tempat
Penyimpanan Limbah B3;

c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan
Limbah B3;

d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan

e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian
teknis Penyimpanan Limbah B3.

Tata cara pengintegrasian slandar Penyimpanan Limbah
B3 terhadap nomor induk berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksarnaksn sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasai 286

Tempat Penyunpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 287 ayat {4) huruf b harus memenuhi persyaratan:

a.
b.

(@]
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lokasi Penvimpanan Liinbah B3;

fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan
jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan
dilengkap: dengan upaya pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidug; dan

peralatan penaungguiangan keadaan darurat.

Pasal 287

Lokas1 Penyimpanan Linibah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 huruf a harus bebas banjir dan tidak
rawan bencana alam.

Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbzh B3 tidak bebas
banjir dain rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan
Limbak B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi
untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lokasi Penyimpanan Limbhah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayar (1} dan ayat (2) harus berada di dalam
penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Linbah B3.

Pasal 2&8 . ..
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Pasaj 288

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 huruf b dapat berupa:

a. bangunan;

b. tangki dan/atau kontainer;

c. silo;

d. tempat tumpukan limbah (waste pile);

e. waste impcundment; dan/atau

f.  bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan/atau huruf f dapat
digunakan untuk melakukan penyimpanan:

a. Limbah B3 kategori 1;
b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.

Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan/atau huruf
dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah
B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 289

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) huruf a
harus memenuhi persyaratan.

a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi
Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;

b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.

Persyaratan  fasilitas Penyimpanan  Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
kegiatan penyimpanan:

a. Limbah B3 kategori 1; dan
b. Limbah . . .
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Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan
sumber spesifik umum.

Pasal 290

Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ berlaku
untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus.

Pasal 291

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 286 huruf c¢ paling sedikit meliputi:

a.
b.

(1)

@)

(3)

alat pemadam api; dan

alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 292

Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285 ayat (4) huruf ¢ dilakukan dengan menggunakan
kemasan yang:

a.

d.

terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3
sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan
disimpan;

mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada
dalam kemasan;

memiliki penutup yang kuat untuk mencegah
terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan,
pemindahan, atau pengangkutan; dan

berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak
berkarat, atau tidak rusak.

Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.

Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan
mengenas.

a.
b.

nama Limbah B3;

identitas Penghasil Limbah B3;

c. tanggal . . .
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c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
d. tanggal pengemasan Limbah B3.

(4) Pemberian Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan
karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 278 ayat (2).

Pasal 293

Nomor induk berusaha atau Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (3) wajib diubah
dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan:

a. nama Limbah B3 yang disimpan;
b. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau

c. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 294

(1) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 285 ayat (4) huruf d paling sedikit meliputi:

a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3;

c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan
karakteristik Limbah B3; dan

d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3
pada kemasan Limbah B3.

(2) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d dikecualikan untuk
kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber
spesifik khusus.

Pasal 295

Kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis
Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
285 ayat (4) huruf e dilakukan dengan cara:

a. melakukan identifikasi LLimbah B3 yang dihasilkan;

b. melakukan . . .
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melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang
dihasilkan;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286
sampai dengan Pasal 291;

melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah
B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan
sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3; dan

menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan
Limbah B3.

Pasal 296

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan
melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:

a. memenuhi standar dan/atau rincian teknis
Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan
Lingkungan Hidup;

b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:

1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3
dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan
sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau
lebih;

2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah
B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan
kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari
untuk Limbah B3 kategori 1;

3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak
Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang
dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh
kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2
dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik
umum; atau

4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak
Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3
kategori 2 dari sumber spesifik khusus;

dan

Cc. menyusun . . .
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c. menyusun dan menvampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi
bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan
disampaikan kepada:

1. bupati/wali kota, untuk Penghasil Limbah B3
dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL;
dan/atau

2. pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai
dengan kewenangannya untuk Penghasil
Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib
Amdal atau UKL-UPL.

Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
memuat:

a. sumber, nama, dan jumlah Limbah B3;

b. kategori dan/atau karakteristik Limbah B3;
c. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
d.

Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3,
dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan
sendiri oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau
penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah
B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3.

Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat
penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha
dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Pasal 297

Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296
ayat (1) huruf b, Penghasil Limbah B3 wajib:

a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan
Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3;
dan/atau

b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.

(2) Pihak . . .
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Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b
meliputi:

a. Pengumpui Limbah B3;

b Pemanfaat Limbah B3,

c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
a. Penimbun Limbah B3.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha
Pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 5

Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(2)

(1)

Pasal 298
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada
Pengumpul Limbah B3, dalam hal:
a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu
Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3
terlampeaui.
Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai denigan bukti
penyerahan Limbah B3.
Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan
pelaksanaan  kegiatan Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 avat (1) huruf c.

Pasai 299

Pengumpular Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3
sebagaimaina dimaksud dalam Pasal 298 dilakukan
dergar:

a. segregasi Limbah B3; dan

b.  Penyimpanan Limbab 3.

(2) Segregasi . . .
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Segregasi Laimbal B3 sebagaimana dimaksud pada avat
(1) burut a dilakukan sesuai dengan:

a. nama Limban B3 sebageimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagi~n tidak
tergisablkan dari Peraturan Pemerintah ini; darn

b. karakteristik Jainbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 273 ayat (2).

Penvimpanan Limbah B3 sehagaimana dimaksud pada

ayat (1j hurui b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 285 zampai dernigan Pasal 297.

Pasa! 300

Untuk dapat melakukan Pengumpuiarn Limdsahe B3,
Pengumpui Limbah B3 wajib memiliki:

a. Persehijuan Lingkungan; dan

b. Perizinan Berusaba untuk Kkegiatan bidang usaha

Pengelolaan lambah B3.

Untuk mendapat Perserujuan Lingkungan sebagaimaia
dimaksud pada aya! (1j nhuruf a, Pengumpul Limbah B3

wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
83.

Pengumpti! Limbah B3 dilarang:

a. meizkukan Pemanisatan Limbah B3 dan/atau
Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau
scluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;

b. menyerahkar Limbsh B3 yang dikumpulkar. kepada
Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan

c. melakukan pencampuran Limbah B3,

Pasai 301

Untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 sebagairnana dimaksud dalam Pasal 300 avat (2),
Pengumpul Limhah B3 miengajukan permohonan secara
tertialis kensde

a. Menteri . . .
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Meriter’, untuk Pengumpulan Limban B3 skala
nas.wonai;

gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala
previnsi; atan

bupati/wali kota, untuk Pengumpuian Limbah B3
skala kabupaien/kota.

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan
yang meliputi:

a.

b.

E-D

72

nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik
Limnah B3 yang akan dikumpulkan;

rencana  pembangunan  fasilitas  Pengumpulan
Limbah B3 yang memuat:

L. desain dan rancang  bangun  fasilitas
Pengumpuian Limbal B3; dan

2. jadwal peisksanaan pembangunan fasilitas
Pengumpulan Limbah B3;

rencana  pernbangunan dan/atau  penyediaan
iabcratorium  uji Limbah B3 atau alat analisa
Jaboratorium yang mampu menguji paling sedikit
karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah
menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;

tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;

dokumenr yang menjelaskan tentang tempat
Penvimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 sampsi
dengan Pasai 29 ;

dokumen yvang menjelaskan tentang pengemasar
Limba} B3 sesuai dengan ketentuan sebagsimana
dimaksud dalam Pasal 292;

prosedur Pengumpulan Limbah B3;

bukti kepemilikar: atas dana penjaminan untuk
pemuithar hingst Lingkungan Hidup;

perhitungan biaya dan rnodel keekonomian;

Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program
kedaruratan Peigciolaan Lirmbah B3; dan

k. tenaga . .



SK No 084703 A

(3)

(4)

(1)

(3)

£

PRESIDEN
EPUBLIK INDONESIA

- 202 -

k. tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi
di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber
spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dapat dimanfaatkan
dan/atau diolah.

Pasal 302

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah
menerima permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 301 memberikan pernyataan
tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan
paling lama 2 {dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota melakukan verifikasi
paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan: ‘

a. permolionan Persetujuan  Teknis memenuhi
persycratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota menerbitkan Persetujuan Teknis untuk kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuahi
persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota menolak permohonan Persetujuan Teknis untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7
(tajuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui,
disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 363 . ..
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Pasal 303

Dalam hal pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk ksgiatan Pengumpulan Limbah B3
berkehendak untuk mengubah:

a. lokasi wempat Penyimpanan Limbah B3;

b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah
B3; dan/atau

c. skela Pengumpulan Limbah B3,

pemegang Persetujuann Toknis  wajib  mengajukan
permohonan perubahar: Persetujuan Teknis Kkepada
Menter:. gabernur, atau bupati/wali kota sesuat dengan
kewenangannya.

Menteri, guberrur, dan/atau bupati/wali kota melakukan
evaluasi terhadap permohonan nerubahan Persetujuan
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
10 (sepuluh) harit kerja sejak permohonan perubahan
Persetujuan Teknis diterima.

Dalam hal basil evaluasi sebagaimana dirnaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri, gubernur, atau bupati/wal
kota menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis
Pengelblaan Limhah B3 untuk kegiatan Pengumpulan
Limbah K3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil
cvaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian data, Menteri, gubernur atau
bupati/wali kota menolak permohonan perubshan
Persetujuan Tekunis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) har: kerja sejak hasil evaluasi diketahui,
diserta: dengan alasan penolakan.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi aasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

PPasal 204

Persetujuan Teknis Pengeloiaan Limbab B3 untuk kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 memuat:

. identitas . . .



SK No 084705 A

Q.

oy
¥

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -
identitas  pemegang  Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

tanggal penerbitan  Persetuiuan Teknis Pengelolaan
Limnbah 53,

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3
setelan Perizinan Berusaha terhit; dan

persyaratan  teknis Penguinpulan Limbah B3 yang
meliputi:

1. nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik
Limbah B3 yang akan dikumpulkan;

2. desain dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan
Limbah R3;

3. tata cara pengemasan Limbah B3;
4. iata letak lokas: Pengumpulan Limbah B3;
5. ketentuan simbol Lirnbah B3:

6. Sistem Tanggap Darurat berupa dokuimen program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

7. kepemilikan fasilitas Jaboratoriurn den/stau  alat
snalisa laboratorium yang mampu menguji paling
sedikit karakteristik Limbah B3 mudab meledak,
mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun.

Pasal 305

Kewajiban pemegang Perscijuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalara Pasai 301 nuruif ¢ meliputi:

a.

b.

mengumpulkaa Limbah B3 sesuai dengan nama dan
karakteristik Limbah B3;

memiungsikan tempat Penyioipanan Limbah B3 sebagai
tempat Feryimpanan Limbalk B3;

menyimoan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3;

melakukan pengewasan Limbah B3 sesuai dengan

- o~

karakteristik Limoah 53,

e. :nclekatkan . . .
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melekatkan simbol Limbah B2 pada kemasan Limbah B3;
melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;

melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29S ayat (2);

melakzuks n pencatatan name, sumber, karakteristik, dan
jumliah Limbah B3 yang dikumpulkan;

menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan
Limbah B3;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengeloiaan
Limbah 33; cian

memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 306
Pengumpu: Limbah B2 waijib:

a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbhah B3
untuk kegiatan Pengumpulan Limbahk B3;

b. meclakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 299 ayat {2j:

c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90
(sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan
olch Setiap Orang vang menghasilkan Limbah B3;

d. menvusun azn menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B35,
bagi Pengumpul Limmbzah B3 yang masih melakukan
pembangunan fasilitas Fengumpulan Limbah B3; dan

e. menyusvn dan menyampaikan laporan Pengumpulan
Limbah B3 yang memuat:

1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah
Limban B,

2. salinan . . .
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2. salinan bukti penyerahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat

(3);
3. identitas Pengangkut Limbah B3;
4. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan

S. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat
Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3.

Laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wzli kota sesuai
dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak seiesainya pembangunan
fasilitas Pengumpulan Limbah B3.

Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Menteri,
gubernur, atau bupau/wali kota sesuai dengan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 307
Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas
Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dirmaksud dalam
Pasal 306 ayat (2), Menteri, gubernur, dan/atau

bupati/wali kota sesua: dengan kewenangannya
melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuiuh puluh)
hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengumpulan Limbah B3:

a. sesuai dengan Per«etujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengiimpulan Limbah B3,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangarnya menerbitkan SLO kegiatan
Pengumpulan Limbah B3; atau

b. tidak . ..
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b. tidak scsuai dengan Persctujuan Teknis Pengelelaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3,
Menteri, gubernur, latau bupati/wali kota sesuai
dengan kewcnangannva menyarupaikan sura:t agar
Pengumoui Limbah B3 mengubali  rencana
pembangunan fasilitas yang termuat dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaarn Limbah B2 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

Penerbitan 3LO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dilakukan paling lama 7 {tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

SLO untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3
sebagaiimara dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi
dasar dim.ulainva:

a. kegiaten operasional Pengumpulan Limbali 83; dan

b. pecguwasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 308
Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 306 ayat (1) huruf ¢ melampaui 90
(sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib
menyershkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada
pihak lain.
Pihak lain sebagainiana dimaksud pada ayat {1) meliput::
a. Pemanfaat Limbah B3;
b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
¢c. Penimbun Limbah B3,
Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbab B3, pihak
iain sebagaimana dimalcsud pada ayat (2) wajib mem:liki

Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah
B3.

Pasal 309 . ..
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Pasal 309

Pengumpul Limbah B3 vyang telah mecmperoleh
Persetujuann Teknis Pengelolaan Limbah DB3 wuntuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B2 wajib memiliki
penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan Usaha davn/atau Kegiatan;

b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas
Pengurmipulan Limbah B3; atau

'()

meminidahkan lokasi dan/atau fasilitas
Pengumpulan Limmbah B3.

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Pengumpul Limbal B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidupg dalam hal ditemukan Pencemaran Lingkungan
Hidup, dsin harus mengajukan npermochonan secara tertulis
kepada Menteri.

Perrnohonart  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan:

a. identitas pemohon,;

b. lapcran pelaksanaan Pengumpulan Limbah R3;
dan/atau

¢c. laperan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Menteri setelah menerima permchonan sebagaimana
dimaksiud pada avat (2) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiaten paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permochoian diterima.

Paragraf . . .
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Paragraf ¢

Pengangkutan Limbah Bahan Berhanaya dan Beracun

(1)

(3)

(4)

Pasal 310

Pengengkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan
menggunakzn aiat angkut yang tertutup untuk Limbah B3
kategoril.

Penganglcaten Lunbah B3 dapat dilalkiiken dengan
menggunavan alat angkut yaag terbuka untuk Litnbaih B3
kategori 2.

Pasal 311
Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:
a. rekomendast Penngangkutan Limbah R3; dan

b. Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah
B3.

Rekomerdasi Pengangkutan Limbah B3 sebagzimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar
diterbitkannya Perizinan Berusaha di bidang
Pengangkutan Limbah B3.

Untuk memperoich rekomendasi Pengangkutan lLimbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a,
Penganglwut Limbah B3 harus mengajukan permchonan
secara tertulis kepada Menteri dan dilengkari dengan
persyaratan yang melipufi:

a. identitas pernohon;
b. akta pcrdirian badan usaha;

c. bukti kevemilikan atas dana penjaininaen untuk
pemiilihan fungsi Lingkungan Hidup;

d. buki kepemilikan alat angkut; dan
e. dokumen Penganglsiatan Limbah B3.

Dokumen Pengangkutau Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayati 133! huref e memuac

a. lepis dar jumist alat angkut;

h, sumber . . .
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L. sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3 yang
diangkut;

c. presedur penanganan Limbah B3 pada konrdisi
dearurat;

d. peralatan untuk renanganan Limbah B3; dan

e. prosedur bongkar muat Limbah B3.

Pasal 312

Menteri setelah menerima permohonan rekotnendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayvat (3)
memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan
adminisirasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterime.

Setelah permobonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal hasii verifikasi sebagaimana imaksud pada
avat {2) menunjukkan:

a. permohonan rekomendasi memenuhi persyaratan,
Menteri menerbitkan rekomendasi Pengangkutan
Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil
verifikasi diketahui; atau

b. perinohonan rekomendast tidak memenubi
persyaratan, Menteri menolak rekomendasi
Pengangkutan Limbah B3 paling !ama 7 {{ujuh) hari
kerja sejak hasil verifikasi diketahui, disertai dengan
alasan penolakan.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

a memnunt:

a. kode manifes Pengangkutan Limbah B3,

b. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
1 .
carl

C. masa berlaku rekomendasi.

Pasal 313. ..
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Pasal 313

Sete!ah mendapat rekomendasi dari Menteri, Pengangkut
Limbah B3 wajib mengajukan permohonan Perizinan
Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1) hura!f b.

Perizinan Berusana di hidang Pengangkutan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
menteri vang menyelenggarakan urusan pemcrinahan di
bidang perhubungan.

Persvaratan dan tata cara permohonan dan renerbitan
Perizinan Eerusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 314

Pengangkut Limbah B3 vang telah memperoieh Perizinan
Berusaha di bidang Pengangkutan IlLimbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 wajib:

a. melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan
rekomendasi Penganglzutan Limbah B3 darn Perizinan
Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3;

b, menvampaikan manifes Pengangkutan Limbah B3
secara elektronik kepada Menteri; dan

c. melaporkan pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3.

Lapcran sebagannana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
memuad:

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang aiangkut;

b. jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
tujuar aknir pengangkutan Limbah B3; dan

buk:: penyerahan Limbah B3.

(3) Laporan . . .
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Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemeriitahan di
bidang perhubungan paling sedikit | {satu) kali dalam &
(enam) bulan.

Paragraf 7

Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

i1

2

-
—

~—

)

)

Pasal 315

Pemantaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan olch Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Dalam hal Setiap Orang scbagaimana dimaksud pada ayat
(1} tidak mampu melakukan sendiri, Peinanfaatan Limbah
B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah R3.

Pgsal 316

Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 315 ayat (1) meliputi:

a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan
baku:

b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substicusi sumber
encrgl;

c. Pemantaatan Liimbah B2 sebagai bahan baku, dan

d. Pemanfaatan Lirapah B3 sesuai dengan
perkembangan ilnit pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan Limbah B3 scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mermpertimbangkan:

a. letersediaan teknologi;

b. standar produk jika hasii Pemanfaatan Limbah B3
beripa produk: dan

c. standar Lingkungan Hidup atau baku mutu
Lingkimgan Hidup.

Pasal 317 ...
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Pasal 317

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang
melakukan Pemanfaatan Lunbalk B3  sebagaimana
dimaksud dslam Pasa! 316 terhadap Limbah B3 dari
sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki
tingkat kontarminasi radioaktif iebih besar dari atau sama
dengan 1 Bg/cm? (satu Becquerel per sentimeter persegi)
dan’atau konsentrasi akiivitas sebesar:

2. 1 Bqg/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap
radionuklida anggota deret urantum dan thorium;
atau

b. 10O Bq/gr isepulubh Becguerel per gram) untuk kalium.

Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (i} huruf
a meliputi:

a. Uraaium-238 (U-238);
Plumbum-210 (Ph-210):
Radium-226 (Ra-226):
Radiuim-2%8 (Ra-228);
Thorium-228 {Th-228i;
Thorium-239 (Th-233);
Thorium-234 (Th-234); dan
Polonium-210 (Pe-210).

Radicnuklida  Potonium-210 (Pe-210) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) hurut h hanya berlaku untuk

pcnenftuar konsentrasi akfivitas radionuklida anggota

deret uraninim dan thoriam pada Limbah B3 yang berasal
dari kegiaten eksploitesi dan pengilangan gas bumi.

o

a0

o

= wm oo

Larangar  melakukarn  Pemanfaatan Limbah B3
dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan
Ji  bawali tingkat kontarninasi radioaktit dan/atau
konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Pasal 318 . ..
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Pasal 318

Unituk dapat mmelakukan Pemanfaatan Limban B3, Setiap
Orang yang menghasikan Limbah B3 wajib memiliki:

a. Persetiyuan Lingkungan; darn
b. Perizinan Berusaha.

Untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan
sebagaimansz dimmaksud pada ayat (1) buruf a, Setiap
Orang yang menghasilkan Linbab B3 wajib memiliki
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanizatan Limbah B3.

Setiap Orang yanp menghasilkan Limbal; R3 sebagaimana
dimaksud pada ayat |2) mengajukan permohonan kepada
Menteri, dilengeap: dengan persyaratan yang meliputi:

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah 383
vang skan dimanfaatkan;

b. lokasi dan koordinat kegiatan Pemanfaatan Limbah
B3,

c. reucana pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3, bagi Pemanfaatan imbah B3 vang
mermbutuhkan fasilitas Femanfaatan Limbah B3,
yang memuat’

1. desain dan  rtancang  bangun fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3; dan

2. Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3;
H

d. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuval dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 sarnpai dengan Pasal 291;

e. dokumep mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagairuana dimaksud dalam
Pasal 29Z;

f.  dokumen mergenal desain dan spesifikasi teknologi,
den Kaprsitas Pemanfaaton Limbah B3,

g. doxumea mengenal tnama dan jumlah bahan baku
dan/arau bahan penclong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pemanfaataa Limbah 33;

h. prosedur
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h. prosedur Pemanfaatan Limbah B3; dan

1. dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
yang meliputi:

1. lokasi uji coba;
2. jadwal pelaksanaan uji coba;

3. keterangan mengenai peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3;

4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji
coba; dan

S. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba,
bagi Pemanfaatan Limbah B3:

1. sebagai substitusi bahan baku yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia; dan/atau

2. sebagai substitusi sumber energi.

] Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program

kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

k. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di
bidang Pengelolaan Limbah B3.

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan
permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e.

Pasal 319

Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 wuntuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 318 memberikan pernyataan tertulis mengenai
kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan
Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan
diterima.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal Irasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

a. perinchonaii Pecsetigilzan  Telums memenuhi
persyaraian, Menteri menerbitkan  Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh} hari
kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. permohonan Persetujuan Teknis tidalk memenuhni
parsvaraian, Menteri menclak permohonan
Fersetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfoatan Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui,
disertai dengan alasan penolakan.

Pasai 320

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbanh B3 uantuk
kegiatan Pernanfaatan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

a. ©vama, xategori, dan karakteristik Limbal B3 yang
dimanfaaikan;

b. teknologi dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3;
dan/atau

c. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa
Limbab B3 unwk campuran Pemanfaatar. Limbah
B3.

Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada avai (1) diajukan secara tertillis Repada
Menter1 paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah terjadi
perubahan

Permohornan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (!} diajukan secara tertulis kepada
Menteri.

Menter:i meiakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohcnar perubahan Persetujuan Teknis diteitma.

Dalaim hai hesii evaluasi sebagaimaana aimaksud pada
ayat (-t} menurguitkan:

a. kesesuaian . . .
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kescsuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetuyjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Liinbah
B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B2 paling
lama 7 (tyjub) hari kerja sejak hasil evaluasi
dikctainuy, disertai dengan alasan penolakan.

Perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) hunif a menjadi dasar dalam perubahan
Persetujuan Lingkungan.

Pasal 321

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 uniuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 memuat:

a.

b.

identitas peraegang Persetujuan Teknis Pengelclaan
Limbah B3;

tanggal nenerbitan Persetujuar. Teknis Pengeloiaan
Limbal: B3;

kewajibari permnegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
setelah Periziran Berusaha terbit; dan

persyaratan teknis Pemanfaatan Limbahi B3 yang
melinuti.

!.  nama, kategori, dan karakteristik Limbah B3
yang akan dimanfaatkan;

2. iumlah, kapasitas, dan komposisi Limbah B3
yvang akan dimanfaatkan,

3.  desan dan rancang  bangun fasilitas
“emanfaatan Limbah B3;

4. lata cara nengemasan Limbah B3;

5. tata letak lokasi Permnanfaatan Limbah B3;

6. ketentuar shiabot Limmbah B3;

7. rata ietak saldran untuk pengelolaan Limbah

cair yang dihasilkaa dari kegiatan Pernanfaatan
Limtub BY;

8. hasil . ..
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8. hasilyji laboratorium untuk Limbah B3 sebelum
dinanfaatkar, parameter kualitas lingkungar,
dan standar mum produk; dan

9. Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 beiupa
dekurnen prograni kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3

Kewajiban pemegang FPersctujvan Teknis Pengelclaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbak B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang

dixurapuikan:

b. inclaksanakan Pemanfaatan ILumbah B3 sesuai
dengan standar produk, scandar Lingkungan Hidup,
dan/atau baiku mutu Lingkungan Hidup:

o

melaksanakan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 bagi
Pemanfaatan Limban B3:

1. sebagai substitusi bahan baku yang tidak
mezrniliki Standar Nasional Indonesia; dan/atau

2. sebagal substitusi sumber energi;
d. melakukan pencatatan naoma dan juinlah Liinbah B3

yang  dimanfaatkar: deri Limbah B3 vyang
dihasilkannya;

e. memfungsikan tempat Penyimpanarn Limhah B3
sebagal teinpat Penyirnpanan Limbah B3;

f.  menyimpan Limbah B3 vang akan daimanfaatkan ke
dalam tempat Penyimpanan Limbah B3:

g. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan
dimanfeatran;

h. memanfaatkan Linbah B3 sesuai dengan teknoiogi
Pemenfaatan Limbah B3 yang dimiliki;

1. menyusun dan nienyampaikan lapcran
pembangunan fasilitas Permanfaatan Limbah B3, bagi
Penghasi! Limbah B2 yang belum mermiliki fasilitas
Pemanifzatan Limbab B3I

J. menyusurn. . .
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menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah
B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia dan/atau
substitusi sumber energi;

menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan
Limbah B3;

melakukan uji terhadap produk hasil Pemanfaatan
Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan;

memiliki Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen
program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 322

Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 wajib:

a.

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 298;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286
sampai dengan 291;

melakukan pengemasan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 292;

melakukan  Pemanfaatan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pemanfaatan
Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;

g. menaati . . .
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g. menaatt Baku Mutu Emisi, jika Pemanfaatan Limbah
B3 menghasilkan Emisi;

h. menryusun dan menyampaikan laporan
pembangunaun fasilitas Pemanfaatan Limbab B3, bagi
Penghasil Limbah B3 yang belum mermilik: f{asilitas
Pemanfaatan Limbah B3; '

1. menyusiin dan enyampaikan laporan uji coba
Pemaniaatan lambah B3, bagi Pemanfaatan Limbah
B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak
memdiliki  Sitandar Nasional Indornesia dan/atau
substitusi sumber cnergi;

J menyusun dan menyarapaikan laporar Pemanfaatan

Limibai B3, yang memualt:

i. nama, jumlah, kategori, danr karalkteristik

Lirnbah B3; dan

2. pelsksaneaai kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
k. memiiiki dan meiaksanakan Sistein ‘Tanggap Daruvrat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan
memiliki  tenaga kerja yang memiliki sertifikat
komipetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

[y

Pemenfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf h disampzaikan
kepada Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya pembangunan iasilitas Pemanfaatan Limbah
B3.

Laporan uji coba Pernanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf i disampaikan kepada
Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainys uji coba Pemanfaatan Limbah B3.

Laporan Pz2inanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) hurufj disampaikan kepada Menteri, paling
sedikit 1 {satuj kali dalam 6 {enam) bulan sejak
Persetujuan Tekiis Penocleinan Linbah B3 diterbitkan.

Pasal 323 . ..
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Pasal 322

Berdasarkan lapcran pembangunan fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3 sehagaimana dimaksud dalarn Pasal 322 ayat
(3), Menter; melakubenr verifikasi paling lambat 10
(sepuiuls) hari ketja sejak laporan diterima.

Dalam hal! hasi] verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) me=nuniuvkkan fasilitas Pemanfaatan Limbalh B2:

a. sesual dengan Persetiyjuan Teknis Pengelnlaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Linibah B3,
Menteri menerbitkann SLO kegiatan Pemarniaatan
Limbah B3, bagi kegiatan Pemanfaatan limbah B3
yang tidak wajib melakukan uji ccba Pemanfeatan
Lim™ah B2; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limibah 83 untuk kegiatan Pemantaatan Limbah B3,
Meatert menvamnaikan surat aga: Penghasil Limbah
133 mengubah rencana pempangunan fasilitas yang
termuat dalam Persetizjuan Teknis Pengeiolaan
Limban B untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Penertitan SLO aiau penyampaian surat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling iama 7 (tujuh)

hari setelah verifikasi dilakukan.

SLO untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah BR3

sebagaimaia dimaksud pada avat (2y huruf a menjadi

dasar dimulainya:

a. kegiatan operasional Pemanfaatan Limbzah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 3224

Berdasarlian laporan wji coba Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (4), Menteri
melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak laporan diterima.

Dalarn hsl hasi! verifikesi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) meounjukkan ujt coba Pemanfaatan Limbah B3:

a. sesuai . . .
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a. sesuat dengan Persetgjuan Teknis Pengelolaan
Limhah BS uncwk kegiatan Pemaniaatan Limbab B3,
Mentcri menerbitkat. SLO  kegiatan Pemanfaatan
Limban 22; aiau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limban B3 uatuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Mentetri menyampaikan surat agar Penghasil Limbah
B3 mengubah proses Pemanfaatan Limbah B3 yang
termuat dalam Persefujuan Teknis Pengelolaan
limbal: B3 urnituk kegiatan Pemanfaatan T.imbah B3,

Penerbitan SLO atau penyampaiair surat sebagaimana
dimaksud pada avyat (2) dilakukan paling lama 7 {tujuh)
hari setelah verifikas! diizkukan.

SLO  unwmk kegiatan - Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi
dasar diinvalainya.

A

a. kegiatan operasional Pemanfaatan Limbah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 325
Setiap Orang vang menghasilkan Limbah B3 yang

melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B2 wajib
memiliki: penetapan penghentian kegistan jika nermaksud.

a. menghentikarn, Usaha dan/atau Kegiatan; atau

b. merigubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.

Untuk mempernleh penelapan penghentian kegiatan.
Setiap Orang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mengajukan permchonan secara tertulis kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan
penerbitan Persetujuan Lingiungan.

Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayvat (2)
dilengkapi dengain:

a. ideritas perachon; den

b. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3.

L

{4) Menteri
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Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya menerbitkan penetapan
penghentian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui;
atau

b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon
wajib melakukan pemuiithan fungsi Lingkungan
Hidup.

Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan
penghentian kegiatan sebagaimane dimaksud pada ayat
(5) huruf a yang diterbitkan gubernur atau bupati/wali
kota, kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja
sejak surat ditetapkan.

Menteri menerbitkan penetapan penghentian kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah pernohon selesai melakukan pemubhan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dirnaksud pada ayat (5)
huruf b, yang dibuktikan dengan penetapan status telah
selesainya pemulihan lahan terkontaminasi.

Pasal 326
Dalam hal Setiap Orang yang menghasiikan Limbah B3
tidak mampu meiakukan sendiri Pernanfaaian Limbah B3
yang dihasilkannya:
a. Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada
Pemanfaat Limbah B3; atau
b. dapat melakukan c¢kspor Limbas B3 yang
dihasilkannya
Penyerahan Limbah B3 kepada Percaniaat Limoan B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru! a disertai
dengan bukti penyerahan Limbal: B3.

(3) Salinan . . .
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Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.

Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi
Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3
di dalam negeri.

Pasal 327

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326
ayat (1) huruf b untuk dapat melakukan ekspor Limbah
B3 yang dihasilkannya wajib:

a. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis
kepada Menteri;

b. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3
yang akan dilalui;

c. mengisi formulir Notifikasi Ekspor Limbah B3; dan
d. memiliki izin ekspor Limbah B3.

Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara
tuyjuan ekspor dan negara transit berdasarkan
permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a.

Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. identitas pemohon; :
b. identitas Limbah B3;
c. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;

nama, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang
akan diekspor; dan

e. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.

Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disetujui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan negara
transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi
ekspor Limbah B3.

(5) Rekomendasi . . .
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Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) merjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah
B3 yang diberikan oleh menteri vang menyelenggarakan
urusan pemerintahz n di bilang perdagangan.

Persyaratar: dan tata cara perniohonan dan penerbitan izin
ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 328
Pemanfaat  Limbah B3 wuntuk dapal melakukan
Pemarfaaan Limbah B3 yang diserabkan cien Sctiap
Orang secbagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1)
huruf a wajib momiliki:
a. Persetujuan Lingkungar: dan
b.  Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan
Limbah B33.
Pemaniaatar. Limbah B3 oleh Pemanfua® iimbah B3
sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:
a. Pemaufaatan Limbah B2 sebagai substirusi nahan
vaku,
b. Pcmantastan Limbeh B2 sebagai substitusi sumber
energi,
¢. Pemanfactan Lymbah B3 sebagai bahan baku; dan
d.  Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan
perkembangsn imu pengetahuan dan teknologi.
Limbah B3 yang dimanfastkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} herasal dari Lirnbah B3 yang dihasilkan oleh
1 (satu} ataw heberapa Penghasil Limbah B3.

Pasal 329 . ..
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Pasal 329

Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32% dilarang m<lakukan Pemanfaatan Limbah B3
terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan
sumber spesifik vanyg memiliki tingkat kcontaminasi
radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Rq/cm?
(satu Becquere! per sentimeter persegi] dan/atau
konsentrasi aktivitas sebesar:

a. 1| Bqg/gr (satu Becquerel per gram) untuk tHap
radionuklida anggota deret uranium dan thorium;
atau

b. 10 Baq/gr (sepuiuh Becquerel per gram) untuk kalium.

Radionuxiida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:

a. Uranium-238 (U-238);

b.  Plumbum-210 (Ph-210);
c. Radium-226 (Ra-2261;
d. Radium-228 {(Ra-228);
¢. Thorium-228 (Th-228);

f Thorium-230 ‘Th-230Q);
g. Thoriim-234 (Th-234); dan
L. Poloniam-210 (P>-210;.

Radionuklida  Pclonium-210  (Po-210)  sebagaiinana
dimaksud pade ayat (2} huruf h hanya betlakii untuk
penentuan konsentrzsi aktivitas radionuklida anggota
deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal
dari kegiator eksploitesi dan pengilangan gas bumii.

Larangat melakukan  Pemanfaatan  Limbah B3
dikecualiken ika tingket radioaktivitas dapat diturunkan
di bawah ringkat kentamninasi radioaktif danj/atau
konsenfrasi aktivitas stbagaimana dimaksud pada ayat
(1).

RS,
o

isal 330 . ..
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Pasal 330

Untuk dapst memperolels Persciujian Linglbungan
schbagaimana dimaksud dalarn Pasal 328 ayat (1) hurut a,
Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan ‘Teknis
Pengeloiaan Limbkah B2 wuntuk kegiatan Pemartaatan
Limbah B3.

——
(-
—

(2) Pemanfaat Limbah B3 schagaimana dimaksud pada ayet
(1) mengajukan perimohonai. kepada Menteri, dilengkapi
dengan persvaratar yang meliputi:

a. nama, sumber, karakteriscik, dan jurnlah Limban B3

vang skav. dimanfaatkan:

b. loleast dzn koordinat kegiatan Pernanfaatan Limbah
B3;
c. rencana pembangunan fasilitas Pernanfaatan Limbah

B3 bag Pemanfastan Limnah B3 yang membutuhkan
fasilitas Pemanfeetar Limbah B3, yang memuat:

1. desain d=n  rancang  bangun fasilitas
Pemanfauran Limbah B3; dan

2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pemszsutaatan Limbah B3;

d. dskumen mengenai tempat Penvimpanan Limbah B3
sesual deungan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam. Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

e. Jdekumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 292,

f.  dekumen mengenal desain dan spesitikasi teknologi,
metode, proses. don j.apasitas Pemarfaatan Limbah
33;

g. dokumen mengenai nama dan jumiah bahan baku
dan/a‘au balian penclong berupa Limbah B3 untuk
can.puran Pemanfaatan Lunbulk B3,

h.  prosedur Pemantaatsn Lirnbah B3;

b

doinen 1encana Ujr coha  peralatan, metode,
eEnelogl, con/ctan 1asilitas Permanfaatan Limbah B3
rnelipuii:

1. lckasi uh coba;

2.jadwal . . .
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jadwal nelarsanaan uji coba;

3. Kketerangan  raengenal  peralatan, metode,
ickrologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3;

BN

keterangan mengenai rencana pelaksanaan nji
cona: aan

2. prosedur penznganan velaksanaan uji cobe,
bagt Pernanfaatan Lirnbah B3:

1.  sebagai oubstitusi bahan baku yang tidak
merniliki Standar Nasional Indonesia; dan/atau

2. sebagai substitusi sumber energi;

Cmio

perhitungan biava dan mcdel keekoncmian;

k. bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;

1. rencana  pembangunan  dan/atau  penyediaan
laboratcrinm uji Limbah B3 atau alat analisa
laboratorium vang raampu menguji paling sedikit
karakteristiiz Limbah B2 mudah meledak, mudah
menyala, reaktit, korosif, dan/atau beracun;

m. Sistzin Tanggap Darurat berupa dokumen program
redaivratan Pengelolaan Limbah B3; dan

n. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompeterisi di
vidang Pengelolaan Limbah B3.

(3) Permchonan Persetujuan Teknis Fengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemenfaaten Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan
permohonan Perserujiian Teknis sebagaimana dimaksnud
pada ayat (2) hurut e,

Pasal! 331

(1 Mentert sewlah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaaten Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 533 membecikan pernyataan tertulis mengenai
kelengkapan  zdministrasi  permohornian  Persetujuan
Teknis paling lnmea » {due) hari kerja sejak permnohonan
diteriina.

(2) Setelals . . .
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Setelah permoho:iann  dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paiing lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) menunjulkican:

a. nermmohonan Perserujuan Teknis Pengelolaan Lirmbah
B2 memenuni persvaratan, Menteri menerbitkan
Fersetijuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Fenanfuatan Lunbah B3 paling lama 7
(twyunj bari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. permohonan Persetijjuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 tidak meinenuhi persyaratan, Menteri menolak
permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Liribah
B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling
ioma 7 tyjuh) hari kerja sejak hasil verifikasi
diketahui, disertai dengan alasan pcnolaian.

Pasa; 332

Persctujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Peraanfaatan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjadi perubahan terhedan persyaratan yang meliputi:

a. nama danrr karakteristik Limbah B3 yang
dimanfaatkan;

b. desain ««knologi, metode, proses, kapasitas
Pemanfaaten Limbah B3; dan/atau

c. bahar baku dan/atau bahan ' penolong berupa
Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah
R3.

Perinohcnan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat {'} djajukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama [0 (sepuluh) hari, setelah terjadi
perubanara.

Permohonan perubahan Persetajuan Teknis sebagannana
dimaisud pads ayat (1) digjukan secara tertulis kepada
Menten

Menteri meiakukan evaluasi ternadap permohonan
perucahan Perseiujuan Teknris sebagaimana dimaksud
pada ayzt (3) pabig lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan perabal.zuy Fersetujuan Teknis ditcrima.

(5) Dalam . . .
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{Z) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. Kesesualan data, Menteri menerbitkan perubahan
Persctijuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegistan Pemanfaatan [imbah B3 paling lama 7
tujub) bari kerja sgjak hasil evaluasi diketahui; atau

D. ketidaksesuaian data, Mernteri menoiak permchonan
pirubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan [imbah
B3 untuk kegiatan Femanfaatan Limbah B3 paling
lama 7 {(uyuh) hari keria sejak hasil evaluasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakaan.

(6) Perubahan Persetujuun Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) hurul a ienjadi dasar dalam peribahan
Persetijuan Lingkungan.

Pasal 3G3
(1} Persevyuan Tekunis Pengelolaan Limbah B3  untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 memuat:
a. ldenfites pemegang Persetujuan Tekms Pengelolean
Limbah B3;

b. tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

c. kewajiban pemegang Persctujuan Teknis Perigelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemantaatan Limbah B3,
setelah Perizinan Berusaha terbit; dan

d.  persyaratan teknis Pemanfaatan Limbah B2 yang
sneliputi:

1. ngnama, sumber, dan karakteristik Limmbah B3
yang akan diraarfaaikan;

2.  juralaiy, kapas:tes, dan komposisi Limbah B3
yang akan dimzarfaatkan;

3. desain dann rancang  bangun fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3;

4. {ats cara pengemasan Limbah B3,
&, fata letak lokasi Pemanfaatan Limbah B3;
. ketentuan Simbol Limbah B3:

7.tata . ..
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7. tats letak sajuran untuk pengelolaan Limbah
cair yang dhasilkan dari kegiaian Pemaniaatan
Limmibaty R2:

8.  hasil ujt laboratorium untuk Limbah 83 sebeluia
dimanlaatkan, paramecter kualitas lingkungan,
desn standar mutu produk;

Q.  Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 berupa
dokumicn program kedaruratan Pengcioiaar.
Limbah B2 dan

10. kepemiiikan fasilitas laboratorium dan/atau alat
aralisa laboraicrium yang mampu menguji
paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah
me:ledak, mudan menyala, reaktiif, korosif,
den/awau heracun.

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelclaan
Limbal: B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit

meliput::

a. melakukan identitikasi Limbah B3 yang
dikumpulkan;

. melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai

@]

x

dengan standar produk, standar Lingkungan Hidup,
dan/aiau baku mutu Lingkungan Hidup;

melaksanalkan vji coba Pemanfaatain Limbah B3 bagi
Pzmanfaatan Limihah B3:

1. senagar substitusi bahan hzku yang tidak
memiliki Standar Nasional Inc'onesia; dan/atau

™

2. sebagai substitusi sumber energi:

melakukan oencaiatan nama dan junaiah Limbah B3
yang dimanfaztkzan dari Limbah B3 yang
dihasiikannya,

memiungsikan (eranat Penyimpanan Limbah B3
sebagai temo=t Penyimpanan Limbah B3;

menyimpar wimbal: B3 vang akan dimanfaarkan ke
dalam te-pat Penyinimanan Limbah B3;
melakuban  Pengumpulen Limbah B3 yang akan

diman{ratkan;

h. memanfaatkan . . .
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meraaniaatikan Limbah B3 sesuai dengan teknologi
Pemanfaa.ian l.mbah B3 vang dimiliki;

menyasun dan menyampaikan laporan

emb » fasilitas Pe fe Limbah B3, bagi
pembangunar fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi
Penghasii Limibah B3 vang belurm memiliki fasilitas
reniantaaten Limbah B3:

menyusen dan menyampaikan laporan uji ccha
Pervarfaatan Limban B3, bagi Pemanfaatan Limbah
B3 sebagai subctitusi bahan bakua yang tidak
memiliki - Standar Nasional Indonesia dan/atau
substitusi sumber energi;

imervusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan
Limbah B3:

melakukan wj ternadap Limbah B2 dan produk hasil
Pemarnifaatan Limbah B3 secara berkala paling scdikit
I (satu} kali dalam 6 (enam) bulan;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
limbah B3, dan

memiliki  tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 334

(1) Pemanfaar Limbah B3 wajib:

a.

SK No 084733 A

melaksanakan kewajiban sebagaimana tcrcantum
dalam Paisetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimeksud datamn Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

melakukan  oznzzemasan Limbah B3  yang
dihasilkanavs sebageimana dimaksud dalamn Pasal
292;

melakukan  Penzumpulan Limbah B3  yang
dihasilkarnya secuatl dcngan ketentuan sebagaimana
dimaksu i dalam Pasal 208

e. melakukan . . .
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melakukan  Pemanfaatan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3; '

menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan
Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;

menaati Baku Mutu Emisi, jika Pemanfaatan Limbah
B3 menghasilkan Emisi;

menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi
Pemanfaat Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3:

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah
B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia dan/atau
substitusi sumber energi;

menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan
Limbah B3, yang memuat:

1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan
kepada Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah

(4) Laporan . . .
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Laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan kepada
Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya uji coba Pemanfaatan Limbah B3.

Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Menteri, paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 335

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat
(1) huruf h, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3:

a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3, bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
yang tidak wajib melakukan uji coba Pemanfaatan
Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Pemanfaat Limbah
B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang
termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

SLO untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi
dasar dimulainya:

a. kegiatan operasional Pemanfaatan Limbah B3; dan

b. pengawasan . .
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b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 336

Berdasarkan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) huruf i,
Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan uji coba Pemanfaatan Limbah B3:

a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Pemanfaat Limbah
B3 mengubah proses Pemanfaatan Limbah B3 yang
termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2j dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

SLC untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi
dasar dimulainya:

a. kegiatan operasional Pemanfaatan Limbah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan daiam Perizinan Berusaha.

Pasal 337 ...
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Pasal 337

Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau

b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.

Untuk memperoieh penetapan penghentian kegiatan.
Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
dalam hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:
a. 1dentitas pemohon;

b. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
dan/atau

c. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatarn paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Pasal 338

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber
spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan Tabel 4
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini, yang akan melakukan Pemanfaatan
Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping,
dikecualikan dari kewajiban memiliki Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 339 . ..
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Pasal 339

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber
spesifik yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3
dari sumber spesitik sebagai produk samping dapat
mengajukan permohonan penetapan Limbah B3 dari
sumber spesifik sebagai produk samping kepada Menteri.

Liitnbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dapat diajukan permohonan penetapan
Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping
merupakan Limbah B3 dan sumber spesifik yvang berasal
dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi.

Permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik
sebagai produk samping sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri dan
dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

a. identitas pemohon;
b. profil Usaha dan/atau Kegiatan,;
c. nama Limbah B3;

bahan baku dan/atau bahan penolong yang
digunakan dalam proses produksi yang
menghasilkan Limbah B3;

e. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan
sebagai produk samping; dan

f.  nama produk samping serta sertifikat standar produk
yang dipenuhi, yang ditetapkan oleh menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 340

Menteri setelan menerima permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 339 menugaskan tim ahli Limbah
B3 untuk melakukan evaluasi.

(2) Tim . . .
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Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 280.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
identifikasi dan analisis terhadap:

a. bahan baku dan/atau bahan penolong yang
digunakan dalam proses produksi yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik;

b. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan
sebagai produk samping; dan

c. nama produk samping serta sertifikat standar produk
yang dipenuhi, yang ditetapkan oleh menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian vang
membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilakukan
oleh tim ahli Limbah B3 paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak penugasan diberikan.

Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil
evaluasi kepada Menteri paling lama 4 (empat) hari keria
sejak hasil evaluasi diketahui.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
sedikit memuat:

a. identitas pemohon;

b. nama Limbah B3:

c. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
d. kesimpulan hasil evaluasi.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. penggunaan Limbah B3 dari sumber spesifik bersifat
pasti dan konsisten;

b. Limbah B3 dari sumber spesifik dihasiikan dari satu
siklus tertutup produksi yang terintegrasi;

c. Limbah . ..
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c. Limbah B3 diproduksi sesuai dengan standar produk
yang ditetapkan menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau
Kegiatan; dan

d. adanya nomor registrasi produk samping sebagai
produk yang ditetapkan oleh menteri/kepala lernbaga
pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha
dan/atau Kegiatan, '

rekomendasi timn ahli Limbah B3 memuat pernyataan
bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk
samping.

Dalam ha! hasil evaluasi tidak memenuhi Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rekomendasi tim
ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3
dari sumber spesifik bukan sebagai produk samping.

Pasal 341

Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli Limbah B3
enetapkan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai:

a. produk samping; atau
b. bukan produk samping.

Penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai nroduk
samping dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak rekomendasi tim ahli Limbah B3 disampaikan
kepada Menteri.

Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan
Menteri sebagai produk samping, Menteri memberikan
rekomendasi kepada menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau
Kegiatan untuk menerbitkan nomor pendaftaran barang
sebagai produk.

Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan
Menteri sebagai bukan produk samping, Setiap Orang
yang menghasilkan Lirnbah B3 dari sumber spesifik wajib
melakukan Penvimpanan Limbah B3.

Paragraf . . .
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Paragraf 8

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 342

(1) Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3.

(2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) idak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah
B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.

Pasal 343

(1) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 342 ayat (1) dilakukan dengan cara:

termal;

stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau

o o p

cara lain <sesuai dengan perkembangan iimu
pengetahuan dan teknologi.

{2) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. ketersediaan teknologi; dan

b. standar Lingkungan Hidup atau baku mutu
Lingkungan Hidup.

Pasal 344

Setiap Orang vang mrenghasilkan Limbah B3 yang akan
melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 342 wajib memiliki:

a. Persetujuan Lingkungan; dan

b. Perizinan Rerusaha.

Pasal 345 . ..
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Pasal 345

Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 untuk
Pengolahan Limbah B3 vang dilakukan dengan cara
termal sebagairnana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1)
huruf a meliputi:

a. Baku Mutu Emisi;

b. standar efisiensi pembakaran dengan nilai paling
sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan
koma sembilan sembilan persen); dan

c. standar efisiensi penghancuran dan penghilangan
senvawa principle organic hazardous constituents
(POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan
persen).

Standar efisiensi pembakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Pengolahan
Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri
semen.

Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan
senyawa principie vrganic hazardous constituents (POHCs)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tidak berlaku
untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik
infeksius.

Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan
senyawa principle orgarnic hazardous constituents (POHCs)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tidak berlaku
untuk Pengnlahan Limbah B3:

a. berupa polychlorinated biphenyls; dan
b. yang berpotensi menghasilkan:
1. polychlorinated dibenzofurans; dan
2. polychlorinated dibenzo-p-dioxins.

Dalam hal ULimbalh B2 vang akan diolah berupa
polychiorinated biphenyls, pengolahannya harus
memenuhi  standar  efisiensi  penghancuran dan
penghilangan senyawa priychlorinated biphenyls dengan
nilai paling sed:kit mencapal 99,9999% (sembilan puluh
sembilan koma sa2mbilan sembilan seinbilan sernbilan
persen).

(6) Dalam . . .
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Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi
menghasilkan polychlorinated dibenzofurans,
pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi
penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated
dibenzofurans dengan nilai paling sedikit mencapai
99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
sembilan sembilan sembilan persen).

Dalam hal Limbah B3 yang akan diclah berpotensi
menghasilkan polychlorinated dibenzo-p-dioxins,
pengolahannya harus memeni:hi standar efisiensi
penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated
diberizo-p-dioxins dengan nilai paling sedikit mencapai
99,9999% (sembilan puluh sembilan koina sembilan
sembilan sembilan sembilan persen).

Pasal 346

Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 untuk
Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara
stabilisasi daa soiidifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 343 ayat (1) huruf b berupa baku mutu stabilisasi
dan solidifikasi berdasarkan analisis organik dan
anorganik.

Analisis organik dan anorganik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan baku mutu
TCLP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 247

Untuk dapat mermiliki Persetujuan  Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf a, Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki
Persetuyjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud padz  ayat (1) mengajukan permohonan
Persetujuan 7Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengoulahan Limbah B3 kepada Menteri,
dilengkapi dengai: persyaratan yang meliputi:

a. nama. . .
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nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang akan diolah;

lokasi dan koordinat kegiatan Pengolahan Limbah B3;

rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah
B3, bagi Pengolahan Limbah B3 vang membutuhkan
fasilitas Pengolahan Limbah B3, yang memuat:

1. desain, rancang bangun fasilitas Pengolahan
Limbah B3, dan/atau alat Pengolahan Limbah
B3; dan

2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesual dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 292;

dokumen mengenai desain dan spesifikasi teknologi,
metode, proses, dan kapasitas Pengolahan Limbah
B3;

dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku
dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pengolahan Limbah B3;

prosedur Pengolahan Limbah B3;

dokumen rencana wuji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3
yang meliputi:

1. lokasi uji coba,

2. jadwal pelaksanaan uji coba;

3. keterangan mengenai peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah
B3;

4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji
coba; dan

5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba,

bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan . ..
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1. dengan cara twermal! sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan:

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetanuan dan teknologi sebagaimana
dimaksit] daiarn Pasal 343 ayat (1) huruf ¢ yang
tidak mermiliki Standar Nasicnal Indonesia;

] Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program

kedaruratan Pengelolaan Litnbah B3; dan

k. cnaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi  di
bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 348

Menteri seteiah menerims permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbsh B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasai 347
memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan
administrasi permchonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, paling
lame Z {dua) hari kerjo sejak permohonan diterima.

Setetah  permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh j hari kerja.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada.
ayat {2) menunjukkan:

a. permohonan Perseiujuan Teknis Pengelclaan Limbah
B3 memenuhr persyaratan, Menteri menerbitkan
Persetujuan Tcknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hiari kerja seiak hasil verifikasi diketahui; atau

b.  permononan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak
permolronan Persefujuan Teknis Pengeiolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi
diketahui, disertai dengai alasan penoiakan.
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Pasal 349

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;

b. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau

c. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa
Limbah B3 untuk campuran Pengoiahan Limbah B3.

Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah teriadi
perubahan.

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan imbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam perubahan
Persetujuan Lingkungan.

Pasal 35C

Persetujuan Teknis Peungelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 348 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

h. tanggal . ..
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tanggal penerbitan Persctujuan Teknis Pengelolaan
Limzhah B3;

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
setelah Perizinan Beruszha terbit; dan

poisyaratan  teknis Pengolahan Limbah B3 yang
meiiputi:

I.  nama, sumber, dan karakteristik Limbah B2
yang akan diolah;

2. jumlah dan kapasitas Limbah B3 yang akan
diolah;

3. deszin dan rancang bangun fasilitas Pengolahan
Lirabah B3;

4.  spesifikasi teknis alat Pengolahan Limbah B3;
5 a letak lokasi fasilitas Pengolahan Limbah B3;
6. ketentuan Simbel Limnbah B3;

7. tata lctak saluran untuk pengelolaan Limbah
cair yang dihasilkan dari kegiatar. Pengolahan
Limbah B3;

3. hasil wuji laboratorium untuk karakteristik
Limbah B3 vang akan diolah;

9. uji laboratorium untuk paramcter kualitas
lingkungan; dan

10. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen
program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit

meliputi:

a. melakukar, dentifikasi Limbah B3 yang
dikiimpulkan;

b.  melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang <1olah;

c. meiakszpakan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi

Pengolahan Limbah B2:

1. dengan . ..
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1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

melaksanakan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan
standar Pengolahan Limbah B3;

memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3;

melekukan Pengumpuian Limbah B3 yang akan
diolah;

rmengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi
Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki; '

menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi
Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 351 . ..
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Pasal 351

Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan
Pengolahan Limbah B3 wajib:

a.

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

melakukan  pengemasan Limbah B3 yang
dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
292;

melakukan  Pengumpulan Limbah B3 vang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 298;

melakukan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persetuyjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3;

memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 dan
Pasal 346;

menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan
Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;

melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa
pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan
dengan cara termal;

menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi
Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan uji ccba
Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan ...
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2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

k. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3, yang memuat:

1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya;

l. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

m. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara
termal, selain memenuhi Kkewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan
residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285 sampai dengan Pasal 297.

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara
stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib
melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan
solidifikasi di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan
kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Laporan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada
Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya uji coba Pengolakan Limbah B3.

(6) Laporan . . .
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Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k disampaikan kepada Menteri paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 352

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat
(1) huruf i, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengolahan Limbah B3:

a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan
Limbah B3, bagi kegiatan Pengolahan Limbah B3
yang tidak wajib dilakukan uji coba Pengolahan
Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Penghasil Limbah
B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas
Pengolahan Limbah B3 yang termuat dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

Pasal 353

Berdasarkan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) huruf j,
Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan uji coba Pengolahan Limbah B3:

a. sesuai . . .
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a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan
Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Penghasil Limbah
B3 mengubah proses Pengolahan Limbah B3 yang
termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

Pasal 354

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan
melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib
memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau

b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam
hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan
penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:

a. identitas pemohon;

b. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
dan/atau

c. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

(4) Menteri . . .
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Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannva menerhitkan penetapan
penghentian kegiatan Pengolahan Limtah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui;
atau

b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon
wajib melakukan pemuilihan rfungsi Lingkungan
Hidup.

Penghasil Limbah B3 waiib melaporkan surat penetapan
penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a yang diterbitkan gubernur atau bupati/wali
kota, kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja
sejak surat ditetapkan.

Menteri menerbitkan penetapan penghcntian kegiatan
Pengolahan Limbah B3 paling lambat 7 {tujuh) hari kerja
setelah pemohon selesai melakukari pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b, yang dibuktikan dengan penetapan stacus telah
selesainya pemulihan lahan terkontaminast.

Pasal 355
Dalam hal Setiap Orang yang mcnghasilkan Lirnbah B3
tidak mampu melakukan sendiri “engolahai Limbah B3
yang dihasilkannya:
a. Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah
Limbah B3; atau
b. dapat melakukan elsper Limbaih B3 yang
dihasilkannya
Penyerahan Limbai: B3 kepada #engow-. Limoban B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huaruf a disertai
dengan bukti penvershan Limbah B3,

o) Sailnan . . .
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Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.

Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi
Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3
di dalam negeri.

Pasal 356

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355
untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang
dihasilkannya wajib:

a. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis
kepada Menteri,

b. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3
yang akan dilalui;

c. mengisi formulir notifikasi dari Menteri; dan
d. memiliki izin ekspor Limbah B3.

Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara
tuyjuan ekspor dan negara transit berdasarkan
permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a.

Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. identitas Limbah B3 dan pemohon;
b. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;

c. nama, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang
akan diekspor; dan

d. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.

Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disetujui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan negara
transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi
ekspor Limbah B3.

(5) Rekomendasi . . .
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Rekomendasi ekspor Limeah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah
B3 yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin
ekspor Limbah B3 dilaksanakuan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 357

Pengolah Lirnbah B3 vntui: dapat melakukan Pengelahan
Limbazh B3 yang diserahkan oleh Senmao  Orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 avat {1} huruf a
wajib memiliki:

a. Persetyjuan Lingkungan; dan

b. Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan
Limhbab B3,

Pengolabun  Limbah B3 olelh Pengolah Limbah B3
cebagaimana dimeksud pada ayat (1) dilakukan dengan
care..

a. termal;
b.  stabilisasi da solidifikasi; dan/atau

c. cara lain sesuai dengan perkembangal ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mempertirnbangkan:

a. ketersediaan teknologi: dan

b. standar Lingkungan Hidup atau baku muru
Lingkungan Hidup.

Limbah B2 yany divlah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat berasal dari L.unkah B3 yang dihasilkan oleh 1

{(satu) atau beherapa Penghasil Limhah B3.

Pasal 358 . ..
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Pasal 358

Untuk dapat memiliki Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (1) huruf a,
Pengolah Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 wuntuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3.

Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 kepada Menteri, dilengkapi dengan
persyaratan yang meliputi:

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang akan diolah;

b. lokasi dan koordinat kegiatan Pengolahan Limbah B3;

rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah
B3, bagi Pengolahan Limbah B3 yang membutuhkan
fasilitas Pengolahan Limbah B3, yang memuat:

1. desain, rancang bangun fasilitas Pengolahan
Limbah B3, dan/atau alat Pengolahan Limbah
B3; dan

2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

d. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;

€. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud :dalam
Pasal 292;

f.  dokumen mengenai desain dan spesifikasi teknologi,
metode, proses, dan kapasitas Pengolahan Limbah
B3;

g. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku
dan/atau bahan penoclong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pengolahan Limbah B3;

h. prosedur Pengolahan Limbah B3;

i. dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3
yang meliputi:

1. lokasi . ..
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1. Jokasi uj: ccba;

2. jadwal pelaksanaan uji coba;

3. keterangan mengenai peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah
B3;

4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji
ceha; dan

S.  prosedur penanganan pelaksanaan uji coba,

bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

<. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
lmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf ¢ vang

tidak memiliki Standar Nasicnal Indonesia;
J.  bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk

pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;

k. perhitungan biaya dan modei keekonomian;

1. rencana  pembangunan dan/atau  penyediaan
laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa
laboratorium yang mampu menguji paling sedikit
karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah
menyala, reaktil, korosif, dan/atau beracun;

m. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program
kedaruratan Pengeloiaan Limbah B3: dan

n. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetens: di
bidang Pengeloiaan Limbah B3.

Pasal 359

Menter: setelah menerima permchonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud da'am Pasal 358
memberikar pernyataan tertulis mengenai kelengkapan
administrasi permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, paling
lama 2 (daa) hari kerja sejak permohonan diterima.

Setelah  permohonan  dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling larna 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

a. permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak
permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 360

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;

b. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau

c. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa
Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.

Permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Menteri.

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan
Persetujuan Teknis diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian . .
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ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi
dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 361

Persetyjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 359 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

a.

b.

identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
setelah Perizinan Berusaha terbit; dan

persyaratan teknis Pengolahan Limbah B3 yang
meliputi:

1. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3
yang akan diolah;

2. jumlah dan kapasitas Limbah B3 yang akan
diolah;

3. desain dan rancang bangun fasilitas Pengolahan
Limbah B3;

spesifikasi teknis alat Pengolahan Limbah B3;
tata letak lokasi fasilitas Pengolahan Limbah B3;
ketentuan Simbol Limbah B3;

No oA

tata letak saluran untuk pengelolaan Limbah
cair yang dihasilkan dari kegiatan Pengolahan
Limbah B3;

8. hasil uji laboratorium untuk karakteristik
Limbah B3 yang akan diolah;

9. uj ...
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9. wi laboratorium wuntuk parameter kualitas
ingkungan;

0. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen
vrogram kedaruratan Pengelolaan Liimmbah B3;
dan

11. kepemilikan fasilitas iaboratcrium dan/atau alat
analisa laboratcrium yang mampu menguji
paiing sedikit karakieristik Limbah B3 mudan
meledak, mudah menyala, reaktif, korosif,
dan/atau beracun.

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit
meliputi.

a.

b.

h,

melakukan identifikasi Limbah B3 yang
dikumpulkan;

melakukan pencatatan nama dan juralah Limbah B3
yang diolah,;

melaksanuakan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi
Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara tecmal sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 343 ayat (1) huruf a; darn

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasa! 343 ayat {1) huruf c yang
ticak memiliki Standar Nasional Indonesia;

melaksanakan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan

standar Pengolanan Limbah B3;

memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B2

sebagal teinpat Penyimpanan Limbah B3;

rienyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam

tempat Peuyimpanan Litnbah B3;

melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan
diolah-

mengolah Limban B3 sesuai dengan teknologi
Pengoiahan Limbah B3 yang dimiliki;

i. mmenyusun . . .
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menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi
Pengolah Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf ¢ yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 362

(1) Pengolah Limbah B3 wajib:

a.

SK No (097486 A

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;

melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan 291;

melakukan  pengemasan Limbah B3  yang
dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
292; '

melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 298;

e. melakukan . ..
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melakukan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai dengan Kketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3;

memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 dan
Pasal 346;

menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan
Limbah B3 menghasilkan air Limbah;

melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa
pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan
dengan cara termal;

menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi
Pengolah Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Pengolahan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang
tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;

menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3, yang memuat:

1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya;

memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

memuliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara
termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan
residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan
sesuail dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285 sampai dengan Pasal 297.

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara
stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
Persetuyjuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib
melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan
solidifikasi di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan
kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Laporan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada
Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
selesainya uji coba Pengolahan Limbah B3.

Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k disampaikan kepada Menteri paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 363

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat
(4), Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengolahan Limbah B3:

a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan
Limbah B3, bagi kegiatan Pengolahan Limbah B3
yang tidak wajib dilakukan uji coba Pengolahan
Limbah B3; atau

b. tidak .
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b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Pengolah Limbah
B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas
Pengolahan Limbah B3 yang termuat dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

SLO untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:

a. kegiatan operasional Pengolahan Limbah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 364

Berdasarkan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (5), Menteri
melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak laporan diterima.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan uji coba Pengolahan Limbah B3:

a. sesual dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan
Limbah B3; atau

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Pengolah Limbah
B3 mengubah proses Pengolahan Limbah B3 yang
termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukan.

(4) SLO . . .
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SLO untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sehagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dusar dimulainya:

a. kegiatan operasional Pengolahan Lirubah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawabh
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 365

Pengolah Limbah B3 wajib memiliki penetapan
pengherntian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau

b. mengubah penggunaan atau mermindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Pengolah Limbah B3 sebugaimana dirnaksud pada ayat (3)
wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
dalam hal terdapat Pencemaran Lingkungar Hidup, dan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menter:.

Permohonan sebagaiinana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:

a. identites pemohon;

b. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
dan/atau

¢. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Menter1 setelah menerima permohcnan sebagaimana
dimaksud pada avai (3j melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 1C (sepuluh) hari kerja sejak
permohorian diteriraa.

Paragraf . . .
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Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(1)

(2)

(2)

Pasal 2366

Setiap Orarg yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melaksanakan Penimbunan Limbah B3.

Dalamn hal Setiap Orang sebagasimana dimaksud pada ayat
(1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah
B3 diserahkan kepada Penimbun Limbhah B3.

Pasal 367

Penimbunan Limbah B2 olch Penghasil Limbah B3
sebayaimana dimaksud Jalam Pasal 366 ayat (1) wajib
memailiki:

a. Persetuyjuan Lingkungan; dan
b.  Perizinan Berusaha.

Penimbunan Lirnbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3
berupa:

a. penimbusan akhir;

b. sumur injeksi,

o

periempatan Xembali di area bekas tambang;

bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau

-Q,

e. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai dengan
perkembangan ilrnu pengetahuan dan teknologi.

Fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penimbusan
akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri
atas fasilitas penimbusan aizkir Limbah B3:

a. «xelasl;
b. kelas 1I; dan
c. kelesIII.

(4) Terhadap . . .
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Terhadap Lirabab B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebin
besar dari atau sama dengan i Bq/cm? (satu Becquerel per
sentimeter persegil  dan/atau  konsentrasi aktivitas
sebesar:

a. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap
radionukiida anggota deret uranium dan thorium;
atau

1

p. 10 Bg/gr (sepuluh Recquerel per gram) untuk kalium,

dilakukan penirabunan paling rendab pada fasilitas
penimbusan akhir Limbah B3 kelas II sebagzimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a meliputi:

a. Urenium-238 (U-238);

b.  Plumbumn-210 (Pb-210);

c. Radium-226 (Ra-226);

d. KRadium-228 {Ra-228);

e. Thorium-228 (Th-228),

f.  Thorium-230 ITh-230);

g. Thorium-234 (Th-234); dan

L. Polonium-213 {Pc-2 10).

Radionuklida  Polonium-210  (Po-210) sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf h hanya berlaku untuk
pencntuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota
deret uranium dan thorium pada Limbah B3 vang berasal
dari kegiaian eksploitasi dan pengilangan gas bumi.

Limbah B2 berupa tailing dari kegiatan pertambangan
yvang memuliki tingkat kontaminasi radioaktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat ditempatkan pada fasilitas
Penimbunan Limbah B3 berupa bendungan penampung
Limbuh tainbang.

DPasal 368 . ..
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Pasal 368

Setiap Orang yang menghasiikarn Limbah B3 yang akan
melakukan Penimbunan Limbah B3 pada [asilitas
penimbusan akhir sebagaimana dimaksud dalan: Pasal
367 ayat (2) huruf a wajib melakukan uji total konsentrasi
zat pencemar sebelum mengajukan permohonan
Persctujuan Teknis Pengelolaan Limhah B3 untuk
kegiatan Penimhunan Limbsah R3.

Uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksad
pada ayat (1) dilakukan pada laboratorium ui
sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 279.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 seba gairnana
dimaksud pada ayat (1;:

a. wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 nintuk Penimbunan Limbah
B3 paling lama 30 {tiga puluh) hari scjak uji total
konsentrasi zat pencemar Limbah B3 selesai
dilakukan; atau

b. dapat menyerahkan kepada Penimbun Limbah B3.

Pasal 369

Lokasi Penimbunan Liinbah B2 harus memenuhi
persyaratan yang meliput::

a. bebas banjir;
b. permeabilitas tanah;

¢. merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil,
tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung;
dan

d. tidak merupakan daerah resapan air tarah, terutama
yang digunakan untuk air minum.

Persyaratan permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1, huruf b tidak berlaku untuk Penimbunan
Limbah B3 yang menggunakan fasilitas berupa:

a. sumur injeksi;
b.  penempatan kembali di arca bekas tambang;

¢.  bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau

d. fasilitas . . .
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d fasilitas Pensimbunar Limbah B3 lain sesuai denigan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

a. permeabilitas tanab yang memiliki nilai paling
banyak 107 cm/detik (sepuluh pangkat minus turuh
senUmeter per detik), untuk fasilitas penimbusan
zknir Limbah B3 kelas I dan kelas II; dan

b. permeabilitas tanah vyang memiiiki nilai paling
banyak 10 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima
sentimeter per detikl, unwk fasilitas penimbusan
akhir Limbah B2 kelas III.

Pasai 370

Fasilitas Penimbunan Limbah B2 harus memenuhi
persyaratan yang meliputi:

a. desain fasilitas;
b. memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:
1. saluran untuk pengaturan aliran air permukaai;
2. pengumpulan air lindi dan pengolehannya;
3. surnur pantau; dan
4. lapisan penutup akhir;

¢. memiiiki peraiatan pendukung Penimbunan Limbah
B3 yang paling sedikit terdiri atas:

1. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi
readaan darurat;

2. alat angkut urituk Penimbunan Limbah B3; dan
3. alat pelindung dan keselamatan diri; dan

d. memiliki rencana Penimbunan Limbah B3,
penuatupan, dan pasca penutupan fasilitas
Penimbunan Limbah B3.

Persyaratan memilhki sistem pelapis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk
fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa sumur injeksi
dan/atau penempatan di area bekas tambang.

Pasal 371 .. .
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Pass] 371

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar
pelaksanaan  Pengclahan  Limbabh B3 sebagzaimana
dimaksud dalam Pasal 345 dan/atau Pasal 345 untuk
Limbah B2 vang akan dilakukan penimbunan di fasilitas
penimbusan akhir Limbah B3.

Limbah B3 sebagaimaria dimaksud pada ayat (17 wajb
ditimbun di fasilitas peniitnbusar: akhir sesuar hasil ujt
total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 3G8.

Pasal 372

Untuk  dapat memiliki Persetujuan  Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 zyat (1) huruf 2,
Setiap Orang veng menghasilkan Limbah B3 wajib
memiliki  Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 kepada
Menteri, dilengkapi dengarn persyaratan vang meliputi.

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumiah Limbah B3
yang akan ditimbun;

bh. rencana pembangunan fasilitas Penimbunran Limbah
B3, bagi Penghasil Limbah B3 vang belum memiliki
fasilitas Penimbunan Limbah B2, yang memuat:

1. desain dan rancang banguri fasilitas
Penimbunan Limbah B3 dan tasilitas pendukung
Penimbunan Limbah B3; dan

2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Penimbunan Limbah B3;

c. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 369 dan Pasal 370;

d. dokumen merngenai desain, teknologi, metode, proses,
dan fasilitas Penimbunan Limbah B3;

e. prosedur . . .
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e. prosedur Penimbunan Limbah B3;

hasil uji  laboratorium terhadap parameter
Lingkungan Hidup;

g. hasil uji laboratorium permeabilitas tanah untuk
menentukan kelas fasilitas penimbusan akhir Limbah
B3;

h. persetujuan dari lembaga pemerintah yang
melaksanakan urusan di bidang keamanan
bendungan, untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3
pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa
bendungan penampung Limbah tambang;

i rencana pembangunan dan/atau penyediaan
laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa
laboratorium yang mampu mcnguji paling sedikit
karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah
menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;

J.  rincian pelaksanaan penutupan fasilitas Penimbunan
Limbah B3;

k. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

1.  tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di
bidang Pengelolaan Limbah B3.

Dokumen mengenai rencana pembangunan fasilitas
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b disusun dengan memperkirakan total
konsentrasi zat pencemar Limbah B3, bagi kegiatan
Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas penimbusan akhir
Limbah B3.

Pasal 373

Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 372 memberikan pernyataan tertulis mengenai
kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan
Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan
diterima.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam .
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Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud vada
ayar (2) meninjuzkkan:

a. permohonan Persetujuan Teknis memenuhi
persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan
Teknis Pengeiolaan Iimbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil verifikas: diketahui;, atau

b. permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi
persyaratan, Menteri menolak permohonan
Persetiyuan Tekn:s Pengelolaan Limbah B2 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7
{tlujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui,
disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 374

Persetuyjuait Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib diubah dalar hal
terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

a. mnama dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbun;
dan/atau

b. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.

Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah terjadi
perubahan.

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
periibahan Persetuiuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menunjukkan:

a.  kesesuwan data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Peninibunan Lirabah B3 paling lama 7
{tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian . . .
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keudaksesuaian data, Menteri menolak permohonsn
perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Penimbunan Linbah B3 paling
lama 7 (twuh) hari kerja sejak hasil evaluasi
diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Perubahan Persctujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) hurui a menjadi dasar dalam perubahan
Persetujuan Lingkungan.

Pasai 375

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 373 ayat (3) huruf a, memuat:

a,

b.

idenritas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan

Limbah B3;

tanggal penerbitan Persetujuan Tekinis Pengelolaan

Limbah B3;

kewsjibun pemegang Persetujuan Teknis Pengeloiaan

Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3,

sctelalr Perizinan Berusaha terbit; den

persyaratan ‘eknis Penimbunan Limbah B3 yang

meliputi:

1. nama, surnber, dan karakteristik Limbah B3
yang akan ditimbun;

2. jumlah Limbah B3 yang aksn ditimbun dan
kapasitas tasilitas Penimbunan l.imbah B3;

(O]

desain rancang bangun fasilitas Penimbunan
Limbah B3;

4. rincian tata letak dan rincian lokasi fasilitas
Penimbunan Limbai» B3:

N

hasil uji dari laboraterium terakreditasi Limbah
B3 yang akan ditimbun;

©.  uji laboratorium terakreditasi untuk parameter
kualitas lingkungan;

7  Sistem Tanggap Darurat Limbaii B3 berupa
dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Linibah B3; dan

8. rincian . . .
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8. nncian pelaksanaan penutupan fasilitas
Penimbunan Limbak B3.

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1! huruf ¢ paling sedikit
meliputi:

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang ditimbun;

b. melaksanakai, Penimbunan Limbah B3 sesuai
dengan standar Penimbunan Limbah B3;

¢. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang ditimbun;

d. menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam
tempat Penyimpanan Limtah B3,

€. menyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3, bagi
Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Penimbunan Limbah B3;

f.  menyusun dan menyampaikan lapcran Penimbunan
Limbah B3;

g. memi’tki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

h. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 376

Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan
Penimbunan Limbah B3 wajib:

a. melaksanakan kcwajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;

b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3;

c. melakukan  Penimsbunan  Limbah B3 yang
dihasilkannya sesuai denganr: ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3;

d. memenuhi . . .
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d. meirenuhi standar Lingkungan Hidup dan/atau
baku mutu Lingkungan Hidup mengena: pelaksanaan
Penimbunan Lirnbah B3;

€. menaati Baku Muwti Air Limbah, jika venimbunan
nienghasilkan air Linbah;

f. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat
Penimbunan Limbah B3;

g. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan
menanggulangi damgpak negatif vang mungkin timbul
akibat keluarnya Limbah B3 ke Lingkungan Hidup;

h.  meauwp bagian paling atas fasilitas Penimbunan
Limmbah B3;

1. rmenyusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasiliras Penimbunan Limbah B3, bagi
Penghasi Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas
Penimbunan Limbah B3;

j. menyusur dan menyampaikan laporan Penimbunan

Limbah B3, yang memuat:

1. wuama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2. pelakszanaan Penimbunan Limbah B3 yang
dihasilkannya,;

k. memiliki dan melaksanakar. Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelclaan
Limbah B3; dan

I, memiliki tenage kerja yang memiliki sertifikat
kompetens: di bidang Pengelelaan Limbah B3.

Kewajiban menutup bagian paling atas fasilitas
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h dilakukan jika fasilitas Penimbunan Limbah B3
telah terisi penuh atau kegiatan Pernimbunan Limbah B3
sclesal ditakukan.

Laporsn pembangunan {usilitas Penimbunan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan
kepada Menteri, secars bertahap pada kegiatan:

a. penetapar. .
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a. penetapan iokasi Penimbunan Limbah B3, dengan
dilengkapi kajiun centang pemenuhan persyaratan
lokasi Limbah R3 yang meliputi:

1. bebas bunjir;
2. permeabilitas ranah;

3. merupakan daerah yang secara geologis aman,
stabil, tidak rawan bencana. dan di luar kawasan
iindung; dan

4. tidak merupakan dacrah resapan air tanah,
terutama yang digunakan untuk air minum;

dan

b. pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbsh B3.

Laporan pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbutnian
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurut b
bagi fasilitas penimbusan zkhir Limbah B3, memuat
informasi mengenai:

a. sistem pelapis sesuali dengan kelas fasilitas
perumbusan akhir Limbah B3; dan

b. hasil tes kebocoran, untuk fasilitas penimbusan akhir
Limbah B3 kelas [ dan kelas JI.

Pelaporan secara bertzhap disampaikan kepada Menteri,
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesainya
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b.

Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Menteri paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 377

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat
(1) hurutf i, Menteri melakulkan verifikasi paling lamba* 10
(sepuluh) hari kerja sejzk laporan diterima.

Dalan: hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Penimbunan limbah B3:

a. sesuail . . .
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sesual dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbabh B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3,
Menteri  menerhitkan SLO  untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3; atau

'ID

b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbeih B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3,
Menteri inenyampaikan surat agar Penghasil Limbah
B3 mengubah rencane tasilitas Penimbunan Lirmbah
B3 yang terrauat dalam Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (Z) dilakukan paiing lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi dilakukar.

SLO untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:

a. kegiatan operasional Penimbunan Limbah B3; dan

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawalb
Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 378
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki
penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan Usaha dari/atau Kegiatan;

b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3:; atau

c. melakukan penutupan tasilitas Penimbunan Limbah
B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah
penuh.

Untuk memperolch penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kcta sesuai kewenangan
penerbitan Persetujuan Lingkungan.

(3) Permohonan . . .
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:

a. identitas pemohon; dan

b. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3.

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup,
Menteri, gubernur, atau buvpati/wali kota sesuai
dengan kewenangannva menerhitkan npenetapan
penghentian kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui;
atau

b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon
wajib melakukan pemuithan {ungsi1 Lingkungan
Hidup.

Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan sitwat peretapan
penghentian kegistan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf a yang diterbitkan gubernur atau bupati/wali
kota, kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja
sejak surat ditetapkan.

Menteri menerbitkan penetapan penghentian kegiatan
Penimbunan Limbah B3 paling lar:bet 7 (v jul ) hari kerja
setelah pemohon seciesai melakuran pemulinan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dirmaxksud pada ayat (5)
huruf b, yang dibuktikan dengan penetapan staius telah
selesainya pemulihan lahan terkontaminasi.

Yesal 379

Setiap Orang yang merghaitsan W asan B3 yang telah
memperoleh peaztznan pengtentian kegiatan
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 278 ayat (5) huruf a
dan ayat (7) wajib melaksanakan pemantau=zn Lingkungan
Hidup pada bekas lokasi dan/ataa fas<ili*c.s P_nimbunan
Limbah B3 yang telzh memperoleh peretajs- 1 zenghentian
kegiatan.

(<) Penantacan ...
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Pemantausn Lingkungan [Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling singkat:

2. 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan penghentian
kegiatun diterbitkan, untuk fasilitas Penimbunan
limbeh B3 terupa perumbussn akhir dan sumur
injeksi;

b. 10 {(sepuluh} tahun sejak penctapan penghentian
kegiatan diterbitican, untuk fasilitas Penimbunan
Limbah B3 berupa bendungan penampung Limbah
tambang; dan

c. 3 (lma) takiun zejak kegiatan Penimnbunan Limbah B3
dilientikan, untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3
berupa periempatan kembali di area bekas tambang.

Pemantavan Lingkungan ‘Hidup sehbagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:

a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian,
dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah
B3;

b. pemantauan kualitas Lingkuagan Hidup di sekitar
lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan

c. pelaporan hasil pemantavan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b secara berkala.

Pasal 380

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
tidak mampu melakukar sendiri Penimbunan Limbah B3
yang dihasilkannya, Penimbunan Limbah B3 diserahkan
kepada Penimbun Limbah B3.

Penyerahan Limbah B3 kepada Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti
penyerahan Limbah B3.

Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
paling lama 7 (tujubj hari setelah penyerahan Limbah B3.

Pasal 381 . ..
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Pasal 381

Untak dapat melakukan Pcenimbunan Limbah B3 yang
diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 380, Penimbun Limbah B3 wajib memiliki:

a. Persetyjuan Lingkungan; dan

b.  Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengeiolaaan
Limbah R3.

Penimbunan L.mbah B3 oiehk Penimbun Limbak B3
dilakukan pada fasdiras penimbusan akhir Limbai B3
kelas I atau kelas il sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 367 ayat (3) huruf 2 dan huruf b.

Limbah B3 yang ditimbun sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan cleh
1 (satuj atau beberapa Penghasil Limbah B3.

Pasal 382

Untuk  dapat memiliki Persetujuan  Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (1) huruf a,
Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Persetuiuan Teknis
Pengeiolaan Limbal: B3 untuk kegiatan Perimbunan
Limmbah B3.

Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengajukan permohonan Persetujuan Teknis

Pengelolaan Limbah B3 kepada Menteri, dilengkapi

dengan persyaratan yang meliputi:

A.  karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang akan
ditimbun;

b. rencana pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah
B3, yang memuat:

1. desain dan rancang  bangun fasilitas
Penimbunan Limbah B3 dan fasilitas pendukung
Penimbunan Limbah BR; dan

2. jadwal pelaksanaari pembangunan fasilitas
fenimbunan Limmbah B3,

@]

dekumen mengenai lokas: dan fasilitas Penimbunan
Limbah B2 sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 369 dan Pasal 370;

d. dokumen . .
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d. dokumen mengenai desain, tekrniologi, meiode, proses,
aasn tasilitas Penimbunan Limbah B3;

e. prosedur Penimbunan Limbah B3;
perhitungan biaya dar mocdel keekonomian;

g  hasil uji laboratorium terhadap parameter
iingkungan Hidup sesuai dengan jenis fasilitas
Pennimbunan Limnbah B3;

h.  bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk
peruulihan fungsi Lingkungan Hidup;

. rencana pembarigunar  dan/atai  penyediaan
laboratorium uji Limbah B3 yang mampu menguji
paling sedikit karakteristik Limbah R3 mudah
meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau
beracun:

j- Sistemr Tanggap Derurat berupa dokumetn program

kedaruratar. Pengelolaan Limbah B3; dan

k. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di
bidang Pengelolaan Limbah B3.

Dokumen mengenai rencana pembangunan (asilitas
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada avat
(2) buruf b disusun dengan memperkirakan total
konsentrasi zat pencemar Limbah B3.

Pasal 383

Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 382 memberikan pernyataan tertulis mengenai
kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan
Tekms Pengelolaan Limbah B3 paling lama 2 (duaj hari
kerja scjak permohonan diterma.

Setelah  permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakuakan verifikesi paling laina 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hel hasil veritikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunijukkarn:

a. permohonan . . .
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a. permohonan Persetujuan Teknis memenuhi
persyaratan  Menteri  menerbitkan  Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimburan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. perinohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi
persyaratan, Menteri menolak permochonan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7
(tujuhj hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui,
disertai dengan alasan pecnolakan.

Pasal 384

Persetujuan Teknis Pengelclaan Limbah B3 untnk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib diubah dalam hal
terjadi perubahan terhadap persyaratan yang tmeliputi:

a. karakteristik Limbah B3 yang ditimbun; dan/atau

b. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.

Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digjukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah terjadi
perubahan.

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah BJ paling lama 7
{tujuhj hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b.  keudaksesuaian data, Menteri menolak permohonan

perubahan Persctujuan Teknis Pengelolaan Limbah

3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling

Jama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi
diketahui, disestai dengan alasan penolakan.

(5) Perubahan . . .
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(5} Perubahan Persetuwjuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam perubahan
Persetujuan Lingkungan.

Pasal 385

(1) Persetujuan Teknis Pengeiolaan Lunbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan limbai: B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 383 ayat (3) hurul a memuat:

a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3:

b. tanggal penerbitan Persctijuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

c. kewajiban pcmegang Persetujuan Teknis Pengeloiaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimnbunan Limba B3,
setelah Perizinan Berusaha terbit; dan

d. persyaratan teknis Penimbunan Limbah B3 yang
meliputi:

karakteristik Liinbah B3 vang akan ditimbun;

[

2. jumiah Limbah B3 yang akan ditimbun dan
Kapasitas fasilitas Penimbunan Limbah B3;
3. desain rancang bangun fasilitas Penimbunan

Limbah B3;

4. nncian tata letak dan rincian lokasi fasilitas
Penimbtunan Limbah B3;
5. hasil uji dari laboratorium terakreditasi untuk
Limban B3 yang akan ditimbun;
6. uji laboratorium terakreditasi untuk parameter
kualitas lingkungan;
7. Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 berupa
dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B2; dan
8. rincian pelaksanaan  penutupan fasilitas
Penimbunan Limbah B3.
(2) Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. melakukan . .
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meizkukan ideniifikasi Limbah B3 vang ditimbun;
melaksanaken Penimbunan Limbah R2 sesuai
dengan standar Penimbunan Limbah B3;

melakukan pencatatan nama dan jumiah Limbah B3
yang Jditimbur;

menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke d2lam
termpat Penyimpanan Limbah B3;

menyvusun dan menyampaikan laporan
pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3;

menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan
Limbah B3;

niemuliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Dar urat
berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3; dan

memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kommpetensi di bidang Pengelolaan Limbah B2.

Pasal 386

Penimbun Limbeah B3 wajib:

a.

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Perserujuan Teknis Pengelolaann Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;

melakukan Penyimpanan rLimbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3;

melakukan  Penimbunan Limbah B3 vang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persctujuan Teknis Pengeloiaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3;

memenuht standar Lingkungan Hidup dan/atau
baku mutu Lingxungan Hidup mengenai pelaksanaan
Penimbunzan Limbal B3;

menaati Baku Mutu Air Limbah, jika penimbunan
menghasilkan air Limbzah;

melakukan pemagaran dan memberi tanda teinpat
Penimbunan iLimbah 33;

g melakukan . ..
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g melakukan pemantauan kualitas air tanah dan
menanggulang dampai: negatif yang munglzin timbul
akibat keluarava imbah B3 ke Lingkungan Hidup;

h.  merutup bagian psling atas fasilitas penimbusan
akhir [.imbah B3;

1. menvusun dan menyarapaikan laporan
pembangunan fasilitas Penimbunan i.imbah B3: dan

mervasun dan menyampaikan lapcran Penimbunan
Lirbah B3, yang memuat:

.

1. naina, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limibaih B3; dan

2. pelaksanaar Penimbunan Limbah B3 vang
dihasilkannva.

Kewajiban menutup bagian paling atas [fasilitas
penimbusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayai (1)
huruf h lilakukan jika fasilvas penirabuisan akhir Limbah
B3 tclab terisi pennuh atau kegiatan Penimbunan Limbah
B3 seiesai dilakukan.

Laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi disampaikan
kepada Menteri, secara berahap pada kegiatan.

a. penetapan iokasi Penimbunan Limbkah B3, dengan
dilengkapi kajian tentang pemenuhan persvaratan
lckasi Limbah B3 yang meliputi:

1. bebas banjir:
2. permeabilitas tanah;

3. merupakan daerah yang secara geologis aman,
stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan
lindving; dan

4. tdak merupakan daerah resapan air tanah,
terutama yang digunakan untuk air minur;

dan

b. pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbah B3.

(4} Lapeoran . .
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Laporan pelaksanasn pembangunan fasilitas Perimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hwuf b
bagi fasilitas penimbusan akhir Limibah B3, memuat
informasi mengenai:

a. sistem  pelapis sesuai dengan kelas fasilitas
penimbusarn akhir Lirabah B3; dan

b.  hasil tes kebocoran, untuk fasilitas penimbusan akhir
Limbah B3 kelas 1 dan kelas II.

Pelaporan secara bertahap disampaikan kepada Menteri,
paling lambat i4 (empat belas) hari setelah selesainya
kegiatan sebagsimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
hurur b.

Laporan Penimbunan Limbab B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Menteri paling
sedikit 1 (satu) kali dalazn 6 (enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis Pengelclaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasai 3R7

Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 ayat
(4), Menteri melakukan veritikasi paling lambat 10
(sepuluh) hari sejak laporan diterima

Dalam bal hasii verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukkan fasilitas Penimbunan Limbah B3:

a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelelaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3,
Menter:  menerbitkan  SLO  untuk  kegiaian
Peniimbunan Limbah B3; atau

b. idak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3,
Menteri menyampaikan surat agar Penimbun Limbah
B3 menguban rcncana fasilitas Penimbunan iimbah

B3 yang termuat dalam Persetujuan Teknis
Pengeiolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3.

Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (iujuh)
har: setelah verifikasi dilakukan.

(4) SLO . . .
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SLG untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf a menjadi dasar dimulainva:

a. kegiatan operasional Fenimbunean Limbah B83: dar

b. pengawasan terhadap kctaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan dalan: Perizinan Berusaha.

Pasal 388

Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan
Teknis  Pengeiolaar: Limbah B3 untuk kegiatan
Penimburen Limbah BE wajib memiliki peneiapan
pengnentian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan Usaha dor /atau Kegiatan;

b. menguhah penggunaan atau meiindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Penimbunan Lirnbah B3; atau

¢. melakukan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah
B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah
penuh.

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melakukan pemuliban fungsi Lingkurnigan Hidup
dalam hal terjaci Pencemaran Lingkungen Hidup, dan
harus mengajukan permohonsan secara tertulis kepada
Mencteri.

Permohonan penetapan penghentian kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

a. 1dentitas permochon:

b. laporan pelaksansan Penimbunar Limbah B33;
dan/atau

¢. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) mclakizkan evaluasi terhadap

permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian

kegiatan paling lama 10 (sepulub} hari kerja sejak

permohenan diterima.

Pasal 389 . ..
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Pasal 389

Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan
penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
388 ayat (4) wajib melaksanakan pemantauan Lingkungan
Hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan
Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian
kegiatan.

Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh)
tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan.
Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:

a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian,
dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah
B3;

b. pemantauan kualitas Lingkungan Hidup di sekitar
lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan

c. pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b secara berkala.

Paragraf 10

Dumping (Pembuangan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

SK No 097491 A

Pasal 390

Setiap Orang dilarang melakukan Dumping {Pembuangan)
Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa Persetujuan dari
Pemerintah Pusat.

(1)

(2)

Pasal 391

Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup
wajib memiliki Persetujuan dari Pemerintah.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Persetujuan Teknis  untuk  kegiatan Dumping
(Pembuangan), dan menjadi dasar dalam penerbitan
Persetujuan Lingkungan.

(3) Setiap . . .
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Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan
Limbah B3.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 ke media Lingkungan Hidup berupa:

a. tanah; dan
b. laut.

Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup
berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366
sampai dengan Pasal 379.

Pasal 392

Limbah B3 yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup berupa laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (4) huruf b
berupa:

a. tailing dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan;

b. serbuk bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau
Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut
menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis
(synthetic-based mud); dan

c. serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pemboran
Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau
eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor
berbahan dasar air (water-based mud).

Terhadap Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun
sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke
laut.

Pasal 393 . ..
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Pasal 393

Untuk memperoleh Persetujuan Teknis untuk kegiatan
Dumping (Pembuangan) ke laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 391 ayat (4) huruf b, Setiap Orang yang menghasilkan
Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Menteri.

Pasal 394

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393
dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

a. identitas pemohon; dan

b. dokumen kajian teknis Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 yang paling sedikit meliputi keterangan mengenai:

1. nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit
Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3;

2. studi pemodelan Dumping (Pembuangan) Limbah B3:

a) untuk kegiatan di sektor pertambangan,
memperhatikan keberadaan termoklin
permanen dan kedalamannya; dan

b) untuk kegiatan di sektor minyak dan gas,
memperhatikan angin musim;

3. lokasi tempat dilakukannya Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 dilengkapi dengan peta lokasi Dumping
(Pembuangan) Limbah B3;

4. diagram alir proses pengolahan Limbah yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

5. rona awal laut, biota laut, dan sedimen;

6. studi pemodelan untuk Limbah B3 yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

7. hasil yji dari laboratorium terakreditasi:

a) untuk kegiatan dari sektor minyak dan gas,
meliputi parameter:

1) toksikologi Lethal Concentration-50 (LCso)
96 (sembilan puluh enam) jam;

2) total . . .
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2) total konsentrasi logam berat;
3} total petroleum hidrokarbon (TPH); dan
4) poli aromatik hidrokarkon (PAH);

b) untuk kegiatan dari sektor pertambangan,
meliputi parameter:

1) toksikologi Lethal Concentration-50 (LCso)
96 (sembilan puluh enam) jam,;

2) total konsentrasi logam berat; dan
3) teratogenisitas;
komposisi bahan kimia dalam lumpur bor;

peta batimetri, daerah sensitif, alur pelayaran, dan
daerah terlarang terbatas; dan

Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 395

Lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf b'angka
3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

a.

b.

terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan
termoklin permanen; dan

tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan
termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pengolahan hasil
pertambangan harus memenuhi persyaratan lokasi yang
meliputi:

a.

b.

terletak di dasar laut dengan kedalaman lebih dari
atau sama dengan 100 m (seratus meter);

secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya
ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang
mengarahkan tailing ke kedalaman lebih dari atau
sama dengan 200 m (dua ratus meter); dan

c. tidak . ..
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¢. tidak ada fenomena up-welling.

(3) Dalam hai tidak terdapat laut yang memiliki lapisan
termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat. (1)
hurui a, lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limbeli B2 berupa serbuk por dan lumpur bor dari hasil
pemboran Usaha dan/atau Kegiatan sksplorasi dan/atau
eksplnitasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392
ayat (1) huruf b dan huruf ¢ harus memenuhi persyaratan:

a. terletak di laul dengan kedalaman lebih dari atau
sama dengan 50 m (lima puluh meter); dan

b. dampaknya berada di dalamn radius lebih kecil dari
atai: sama dengan 500 mi (lima ratus meter) dari
lokasi pemboran di laut.

(4) Limbah B3 berupa serbuk hor dan lumpur bor dari hasil
vemberan Usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau
eksploitesi di laut scbagaimana dimaksud dalam Pasal 362
ayat {1} huruf b dan huruf c yang dapat dilakukan
Dumping (Pembuangan) Lirmbah B3 ke lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan ayat (3) merupakan
Limbah B3 vang tidak memiliki kandungan hidrekarbon.

Pasal 396

Dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 394 huruf b angka 10
paling sedikit memuat:

a. orgamsasi;
b. idencifikasi, pengaktifan, dan pelaporan:
¢.  prosedur penanggulangan; dan

jenis dan spesifikasi peralatan.

Paszl 297

-
-t
~—

Menteri setelah meaerima permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 394. memberikan pernyataan
tertutis mangenai kelengkapan administresi permohonan
paling lama 2 (dua) hari k=rja sejak permohonan diterima.

(2) Setelah . . .
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Setelah  permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

a. permchonan memenruhi persyaratan, Menteri
menerbitkan  Persetujrar Teknis untuk kegiatan
Durm.ping (Pembuangar) Limbah B3 paling lama 7
{tujiih! hari kerja sejak nasil verifikasi diketanui; atau

b. permohonan tidak remenuhi persyaratan, Menteri
menolak permohinen Persetujuan Teknis untuk
kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B2 paling
lama 7 {tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi
dikerahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 398

Pemegang Perserujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 wajib mengajukan perubaharn
persetyjuan jika terjadi perubahan terhadap persyaraian
yang meliputi:

a. 1identites pemochen;
b. akta pendirian badan hukum;

c. naina, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit
Limbah B3 yang dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3; dan/atau

d. 1inetode dan tata cara Durnping (Pembuangan) Limbah
B3.

Permohcnan perubahar Persetujuan Teknis untuk
kegiatan Dumping (Pernbuangan) Limbah B3 diajukan
secara tertulis kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari
setelah terjadi perubahan.

Permohonan perubahan  Persetujuan Teknis untuk
kegiatan Dumping ‘Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ay=t {2} dilengkapi dengan dokumen vang
menunjukkan perubahan terhadap persyaratan
sebagaiméana dimaksud pada avat (1).

(4) Mencert . . .
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Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis
diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:

a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan
Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7
(tuyjuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui,
disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 399

Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan} Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 397 ayat (3) huruf a dan Pasal 398 ayat (5) huruf a
paling sedikit memuat:

a. identitas pemegang persetujuan,;
b. tanggal penerbitan persetujuan;
c. persyaratan Lingkungan Hidup; dan

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis untuk
kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit meliputi:

a. melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun
Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3; dan

b. melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis untuk kegiatan
Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

b. melakukan . . .
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melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang zkan diiakukan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3;

nielakukan pemantauan kualitas air laut pada titik
penaatan;

meuyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
Dumping (Peinbuangan) Limbah B3;

memiliki dan melaksanskan Sistem Tanggap Darurat
berupa dokumernr: program kedaruratan Pengeloiaan
Limbah B3:; dan

memliki  tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 400

Setelah Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 terbit, pemegang Persctujuan
Teknis wajib

a.

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3;

melakukan netralisasi aten penurunan kadar racun
untuk Dumping (Pembuanganj Limbah B2 berupa
tailing;

melakukan penurunan kandungan hidrokarbon tectal
terhadap Limbah B3 untuk Dumping {Pembuangan)
Lirnbah B3 beruna serbuk bor dan lumpur ber;
memenuhi  komposisi Limbah B3 yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
melakukan pernantauan terhadap dampak

lingkungan dari pelaksanaan Dumping
(Pembuanganj Litnbah R3;

menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
Dumping (Pemnbuangan) Limbah B3;

nemlik: dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat
bernpa dokumern: program kedaruratan Pengeloiaan
Limbah B2; dan

h. memiliki . . .
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h. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit
memuat:

a. nama, sumber, karakteristik, jumlah, debit dan
volume Limbah B3; dan

b. pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3
yang dihasilkannya.

Laporan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak
Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) diterbitkan.

Pasal 401

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika bermaksud:

a.
b.

(1)

(2)

menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau

mengubah penggunaan dan/atau memindahkan lokasi
Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 402

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.

Permohonan penetapan penghentian kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. identitas pemohon; dan

b. laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3.

(3) Menteri . . .
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(3) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Paragraf 11

Pengecualian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 403

(1) Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari
Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan  Peraturan
Pemerintah ini.

(2) Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib
melaksanakan uji karakteristik Limbah B3.

(3) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara berurutan.

(4) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi uji:

a. karakteristik mudah meledak, mudah menyala,
reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan
parameter uji sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LDso
untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik
yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LDso lebih
kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh
miligram per kilogram) berat badan hewan uji;

c. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LDso
untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik
yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LDso lebih
besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per
kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari
atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram
per kilogram) berat badan hewan uji;

SK No 083213 A d. karakteristik . . .
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d. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LDso
untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik
yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LDso lebih
besar dari 500C mg/kg (lima ribu miligram per
kilogram) berat badan hewan uji;

e. karakteristik beracun melalui TCLP untuk
menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang
diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil
dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar
pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan

f.  karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-
kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
ini.

Pasal 404

Dalam melakukan uji karakteristik Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Setiap Orang
yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib
menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk
masing-masing Uji.

Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik
Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan laboratorium
yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar
Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium
yang baik.

Pasal 405

Hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 403 disampaikan oleh Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik kepada
Menteri.

(2) Penyampaian . . .
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Penyampaian hasii uji  karakteristik Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
permohonan pengecuaiiann Limbah B3 dari sumber
spesifik secara fertulis dan dokumen yang paling sedikit
meliputi:

a. identitas pernochon;

b. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik yang
dihasilkan;

c. baban baku dan/atau bahaun penolong vang
digunakan dalam proses produksi yang

inenghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik; dan

d. proses produksi vang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik.

Menteri setelah menenma permchonan pengecualian
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) menugaskan tim ahli
Limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap hasii uji
karakteri¢ik Limbah B3.

Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan tim ahl: Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 280.

Pasal 406

Evaluasi oleh tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4G5S ayat (3) meliputi identifikasi dan analisis
terhadap:

a. hasil uji karakteristik Limbah B3;

E. proses proauksi pada Usaha danjatau Kegiatan yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik; dan

c. bahan baku dan/atau bahan penolong yang
digunakan dalam proses produksi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja seiak Menteri

memberikan penugasan.

Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil

evaluasi kepada Menteri paling larma 4 {empat) hari kerja
sejak hasil evaluasi diketahui.

(1) Rekomendasi . . .
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Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat:

a. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik;
b. dasar pertimbangan rekomendasi; dan

c. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji
karakteristik Limbah B3.

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya
karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik,
rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan
bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan
Limbah B3 dari sumber spesifik yang dikecualikan dari
Pengelolaan Limbah B3.

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya
karakteristik * Limbah B3 dari sumber spesifik,
rekomendasi tim ahli Limbah B3 meinuat pernyataan
Limbah B3 dari sumber spesifik tetap merupakan Limbah
B3 dari sumber spesifik.

Pasal 407

Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 menetapkan:

a. pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 terhadap
Limbah B3 dari sumber spesifik; atau

b. Limbah B3 dari sumber spesifik tidak dikecualikan
dari Pengelolaan Limbah B3.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak

rekomendasi disampaikan oleh tim ahli Limbah B3 kepada

Menteri.

Paragraf 12

Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

SK No 097497 A

(1)

Pasal 408

Dalam hal Limbah B3 akan diekspor ke negara penerima,
Penghasil Limbah B3 atau eksportir Limbah B3 harus
mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah
Republik Indonesia melalui Menteri.

(2) Permohonan . .
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Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi dengan keterangan paling sedikit mengenai:

a.
b.

C.

'

identitas eksportir Limbah B3;
negara tujuan ekspor Limbah B3;

dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan
jumlah Limbah B3 yang akan diekspor;

alat angkut Limbah B3 yang akan digunakan;
negara transit;

tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau
terminal tujuan transit, waktu tinggal di setiap
transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan
keluar;

dokumen mengenai asuransi,
dokumen mengenai pengemasan Limbah B3;

dokumen mengenai tata cara penanganan Limbah B3
yang akan diangkut; dan

dokumen yang berisi pernyataan dari Perighasil
Limbah B3 dan eksportir Limbah B3 mengenai
keabsahan dokumen yang disampaikan.

Pelaksanaan ekspor Limbah B3 dapat dilaksanakan
apabila:

a.

notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dikirimkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
kepada negara penerima disetujui negara penerima;
dan

notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dikirimkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
kepada negara transit disetujui negara transit.

Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disetujui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan negara
transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi
ekspor Limbah B3.

(5) Rekomendasi . . .
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Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan 1zin ekspor rimbah
B3 yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin
ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Pasal 409

Dalam hal Limbah B3 akan dimasukkan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Repubiik Indonesia untuk tujuan transit,
Pengangkut Limbah B3 melalui tiegara eksportir Limbah
B3 haris mengajukan pernichonan riotifikasi kepada
Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri.

Menteri memberikan jawaba:r berupa persetujuan atau
penolakan atas permchonan notifikasi sebagaimana
dimaksud pada avat {1) dalam waktu paling lambat 50
(enam puluh) hari sebelain transit dilakukar:.

Dalam ha! Menteri menolak permohenan notifikasi
sebagairmnana dimaksud pada ayat (2) harus disertat
dengan alasai penoiakan.

Paragrat 13

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan Pemulintan Fungsi Lingkungan Hidup

SK No 084803 A

Pasal 410

Setiap Orang yang meaghacilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B2, Pengzagkut tLimbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B2, den/aiau Penimbuwi: Limbah B3 yang
inclakukan  Pencewaian  Lingkungan Hidup dan/atau
Perusakan Lingkungan dlidup weajib melaksanakan:

a.

D.

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/arzu Kerusakan Lingkunsan Fidap; dan

porrraiihan fings! Linglkungan Hiauap.
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Pasal 411

Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 412

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 410 huruf a dan Pasal 411 huruf a
dilakukan dengan:

a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup kepada masyarakat;

b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau

d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pemberian informasi mengenai peringatan adanya
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media
elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup diketahui.

Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit
meliputi:

a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup;

b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup;

c. identifikasi . . .
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c. identfikasi dan penetapan daerah berbshaya; dan

peryusunan dan pepyampaian laporan terjadinya
pofensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Rerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf ¢ dilakukan dengan cara
paling sedikit meliputi:

a. penghentian proses produksi;

b. pcnghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait
dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

c. tindakan tertentu urntuk meniadakan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup pada sumbernya; dan

d. penyusunan dan pernyvampaian laporan pelaksanaan
penghentian  Pencemaran  Lingkungan  Hidup
dan/alau Keruvsakan Lingkungan Hidup kepada
Menteri, gubernur, artat bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannys.

Pasal 413

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya menetapkan pihak ketiga tuntuk

melakukan Peranggulangan Pencemaren Lingkungan

Hidup dan/atau Kerasakan Lingkungan Hidup atas beban

biaya:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbak B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B2, Pengo!ah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana
cdimaxsud dalam Pasal 410; daw

b. S

Iy}

tiap - . .
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b. Setiap Orang vang melaloikan Dumrping
(Pernbuangan) Lunbah B2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 411

jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Uingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 412 tidak mulai dilakukan daiam
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak
diketahuinyz Pencermaran lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Linglmungan Hidup.

Biava sebagaimana dimaksud pada avat {1} dapat berasal
dari:

a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau

b. dana penjamimnman untuk pemulihart fungsi
Lingkungan Hidup.

Pasai 1i4

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2)
diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan
oleh:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbabh B3, Pengangkut lLimbah B3,
Pemanfaat Lirubah B3, Pengolah ILimbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 410; dan

b. Setiap Orang yang melakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalara Pasal 411.

Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara

Menteri, gubernur, atau oupati/wali kota dengan pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 415 . . .
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Pasal 415

Pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf b dan
Pasal 411 huruf b dilakukan dengan tahapan:

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan
zat pencemar;

remediasi;
rehabilitasi;

restorasi; dan/atau

> a0 o

cara lain sesuai dengan perkembangan " ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan
terkontaminasi.

Pasal 416

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat
pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (1)
huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

a.

b.

SK No 097500 A

identifikasi lokasi, sumber, jenis, zat pencemar, serta
besaran pencemaran,

penghentian proses produksi;

penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan
sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup;

tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup pada sumbernya; dan

penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan
penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 417 . ..
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mediasi sebagaimans dirnaksud dalam Pasal 415 ayat (1)
airuf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

pemilihan teknalogl rewnediasi;
penyusurnsl rencana dan nelaksanaan remediasi; dan

penyusur.an dan penyampaian laporan pelaksanaan
remediasi  terhadap Pencemaran ULingkungan Hidup
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannvya

Pasal 418

Rebabilitas: sebagaimana dimaksud dalain Pasal 415 ayat (1)
huruf ¢ dilakukan dengan cara palmg sedikit melipuii

.

identifikesi iokesi, penyebab, dan besaran kerusakan
Lingkungan Hidup;

pemilihan metode 1ehabilitasti,
penvusunarn rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan

penyusunan  dan  penyampaian laporan pelaksanaan
rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangaunysz.

Pasal 419

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (1)
huruf d diiakukan dengan cara paling sedikit meliputi: )

a.

b.

d.

SK No 084808 A

identifikasi lokas:, penvebab, dan besaran Kerusakan
Lingkuugan Hidup;

pemilihan metode restorasi;
penyusunan rencana dan pelaksanaan restorarsi; dan

penyu.sunan doan penyampaian laporsn pelaksanaan
restorasi Kersayan Lingkungan Hidup kepada Menteri,
gubernur, atav bupati/wali kota sesuai dengan
Kewenangannya

Pasal 420
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Pasal 420

Tahapan  pemulihan  fungsi  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 dituangkan
dalam dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan
persetujuan dari Menteri sebelurn pelaksanaan pernulihan
fungsi Lingkungan Hidup.

Dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. tahapan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan

b. hasil identifikasi zat pencemar sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 416 huruf a.

Pasal 421

Identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42C ayat (3) huruf b untuk tanah tercemar dilakukan
melalui uji karakteristik beracun melalui TCLP dan
analisis total konsentrasi zat penicemar sebelum dilakukan
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Nilai1 baku untuk identifikasi zat pencemar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan nilai
baku sebagaimnana tercantum dalani Lampiran Xl1II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar1 Peraturan
Pemerintah ini, dengan ketentuan:

a. jika konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLP-
A dan/atau total konsentrasi A (TK-A), tanah
dimaksud wajib dikelola sesuai dengan Pengelolaan
Iimbah B3 kategori 1;

b. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau
lebih kecil dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A
(TK-A) dan lebih besar dari TCLP-B dan/atau total
konsentrasi B (TK-B), tanah dimaksud wajib dikelola
sesuai dengan Pengelclaan Limbah B3 kategori 2;

c.jika ...
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c. lika konsenirasi zat pencemar sama dengan arasl
lebih kecil dori TCLP-B dan/atau total konsentrasi B
(TK-B} dan lebihi besar dari TCLP-C dan/atau total
konsentrasi C (TK-C), tarah dimaksud wajib dikelola

>
sesuai dengan pengelolaan Limbah nonB3; atau

d. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau
lebit: kecil dari TCLP-C dan/atau total konsentrasi C
(TK-C), tanah dimaksud dapat digunakan sebagai
tanah pelapis dasar.

Pasal 422

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 415 dilaksanakan hingga
memperoich penctapan statas celah selesainya pemulihan
lahan terkontaminasi dari Menteri.

Untuk memperoleh penetapan status telah selesainya
pemulihan lahan terkontamiriasi dari Menter1 harus
diajukan permochonan secara tertulis.

Permohonan secara iertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} dilengkapi dengan:

a. identitas pemohon; dan

-

0. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

paling sedikit memuat:

a. 1dentitas pemohon; dan

b. rincian pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Pasal 4223

Menteri setelah menerima permohonan penetapan status
telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 422 memberikan
pernvataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi
permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohionan diterima.

{2) Setelah . ..
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Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

a. permohonan memenuhi persyaratan, Menteri
menerbitkan penetapan status telah selesainya
pemulihan lahan terkontaminasi paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri
menolak permohonan penetapan status telah
selesainya pemulihan lahan terkontaminasi paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi
diketahui disertai dengan alasan penolakan.

Penetapan status telah selesainya pemulihan lahan
terkontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a paling sedikit memuat:

a. tanggal penerbitan penetapan;
b. ringkasan hasil verifikasi;
c. pernyataan bahwa:

1. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang
dilaksanakan telah layak dan dapat dihentikan;
dan

2. Lingkungan Hidup telah kembali pada fungsi
semula  sebelum  terjadinya Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup.

Pasal 424

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas
beban biaya:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 410; dan

b. Setiap . . .



SK No 083210 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 310 -

b. Setiap Orang  yang melakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 411,

Jjika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 415 tidak mulai dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal
dari:

a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau

b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup.

Pasal 425

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (2)
diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410; dan

b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411.

Pasal 426

Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 425 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota dengan pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 425 huruf a dan huruf b.

Pasal 427

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 415 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
sesuail dengan kewenangannya jika:

a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber
pencemarannya; dan/atau

b. tidak . ..
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b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

Paragraf 14

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun

Pasal 428

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib
memiliki Sistem Tanggap Darurat.

Pasal 429

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri
atas:

a. pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui
penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah
B3;

b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3; dan

c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 430

Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 429 meliputi:

a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3;

b. keadaandarurat Pengelolaan Limbah B3  skala
kabupaten/kota;

c. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi;
dan

d. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.

Pasal 431 . ..
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Setiap Orang vang menghesilkan Limbah B3, Pengumpul
iraban 83, Pengangkur Limbah 23, Pemanfaat Limbah B3,

Pengolah Limbah B3, dan/atau Pcniinbun Limbah B2 wajib
menyusun program kedaruratan Pengelolaan Litnban B3 sesuai
dengan kegiatan yang dilakukannya.
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Pasal 432

Kepala instansi daerah kabupaten/kota yang
bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana
menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbak B3
skaia kabupaten/kota.

Kepaia instansi daerah provinsi yang bertanggungjawab di

bidi ng penanggulangan bencana menyusun program

kederuratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.

Kepaia lemmbaga pemerintah nonkementeriann  yang

bertanggungjawah di bidang penanggulangan bencana

menyusun program kedaruvratan Pengelolaan Limbah B3

skala nasional.

Dalam penjyusunan program kedaruratan Pengelolaan

Lirnhbah B3 skala kabupaten/kota. Kepoala instansi daerah

kabupaten;kota yang bertanggungjawab di bidan
/ y

penanggulangan bencana berkoordinasi dengan:

a. Setiap Orang sebagaimar:z diimaksud dalam Pasal

431;

Merters;

guberinur;

instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota; dan

o 20T

instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.

Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan

Limbah B3 skala prcvinsi. Kepala instansi daerah provinsi

yang bertanggungjawab di bidang penanggu'angan

bencana berkoordinasi dengan:

a. Seticp Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
131,

B, Menteri:

c. inswansi Lingkungan Hidup provinsi; dan

d. instansi terkan lainnya di provinsi.

{(h) Dalam . . .
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Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3 skala nasional, Kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang bertanggungjawab di bidang
penanggulangan bencana berkoordinasi dengan:

a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
431;

b. Menteri; dan

kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian terkait.

Pasal 433

Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala
kabupaten/kota merupakan bagian dari program
penanggulangan bencana kabupaten/kota.

Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala
provinsi merupakan bagian dari program penanggulangan
bencana provinsi.

Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala
nasional merupakan bagian dari program penanggulangan
bencana nasional.

Pasal 434

Program kedaruratan  Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 dan Pasal 433
paling sedikit meliputi:

a. infrastruktur; dan
b. fungsi penanggulangan

Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
huruf a paling sedikit meliputi:

a. organisasi;
bh. koordmasti;

c. fasilitac dan peraiatan termasuk peralatan peringatan
dini dan alarm;

d. prosedur penanggulangan; dan

e. peiatihan dan geladi keadaan darurat.

(3) Fungsi . . .
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(3) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b paling sedikit meliputi:

a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
b. tindakan mitigasi;

c. tindakan perlindungan segera;

d

tindakan perlindungan untuk petugas
penanggulangan keadaan darurat, pekerja,
masyarakat, dan Lingkungan Hidup; dan

e. pemberian informasi dan instruksi kepada
masyarakat.

Pasal 435

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 wajib
dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat
Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah
B3 berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang
dilakukannya.

Pasal 436

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 wajib
menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk
kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat
Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan.

Pasal 437

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala
kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Kepala instansi daerah
kabupaten/kota  yang  bertanggungjawab di  bidang
penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan:

a. Setiap . . .
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Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435;

instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota; dan

instansi terkait lainnya di kabupaten/kota,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
skala kabupaten/kota.

(1)

(2)

(3)

Pasal 438

Kepala instansi daerah kabupaten/kota yang
bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437
mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan
secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3 tingkat kabupaten/kota.

Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib diikuti oleh:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 435;

b. instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota; dan
c. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.

Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 439

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi
dikoordinasikan oleh Kepala instansi daerah provinsi yang
bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana dan
dilaksanakan bersama dengan:

a.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435;

b. instansi . . .
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b. instansi Lingkungan Hidup provinsi; dan
c. instansi terkait lainnya di provinsi,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
skala provinsi.

Pasal 440

(1) Kepala instansi daerah provinsi yang bertanggungjawab di
bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 439 mengoordinasikan pelatihan dan geladi
keadaan darurat secara terpadu sesuai dengan program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.

(2) Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 435;

b. instansi Lingkungan Hidup provinsi; dan
c. instansi terkait lainnya di provinsi.

(3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 441

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional
dikoordinasikan oleh Kepala lembaga pemerintah
nonkementerian  yang  bertanggungjawab  di bidang
penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435;

b. Menteri; dan

c. kementerian . . .
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kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
skala nasional.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 442

Kepala lembaga pemerintab nonkementerian yang
bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441
mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan
secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.

Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbazh B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 435;

b. Menteri; dan

kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian.

Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.

Pasal 443
Penanggulangan kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah
B3 paling sedikit meliputi kegiatan:
a. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan
Limbah B3; dan

b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 sampai
dengan Pasal 414.

(2) Dalam . . .
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Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan
Limbah B2, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah
B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan /atau
Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
435 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.

Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 434.

Dalam hal penanggulangan kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3 terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, wajib
dilakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap
lahan terkontaminasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 415 sampai dengan Pasal 427.

Pasal 444

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 berdasarkan
program kedaruratan sesuai dengan kegiatan Pengelolaan
Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan
kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi
keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang
dilakukannya.

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib
dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 445 .

Kepala instansi daerah kabupaten/kota yang
bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana
menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan
kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala
kabupaten/kota.

(2) Setiap . ..
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Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 wajib ikut serta
melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 446

Kepala instansi daerah provinsi yang bertanggungjawab di
bidang penanggulangan bencana menginisiasi dan
memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika
terjadi keadaan darurat skala provinsi.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 wajib ikut serta
melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 447

Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang
bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana
menginisiasi dan memimpin pelaksanaan'penanggulangan
kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala nasional.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 wajib ikut serta
melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Paragraf . . .
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Paragraf 15

Perabiayaan

Pasal 448

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
dibiayai oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,

Pengumpul Limitak B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah R3, Pengolah iLimbah B3, dan

Penimpun Litmbah B3,

Permohonan Persetuyjuan Teknis untuk kegiatsn Damping

(Pembuangan) Limbah B3 dibayai oleh Setiap Oraing yaug

melakukan Dumping {(Pembuangan) Limbah B3.

Biava untuk:

a. penmibipaan dan pengawasan yang dilakukan cieh
Menteri, gubernur, arau bupati/wali kota;

b. pelstihan dan geladi kedaruratan; dan

c. pemulihan furgsi Lingkungan Hidup sehagaimana
dimaksud dai?im Pasal 427,

dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belarnj=
Negara ata: Anggaran VPendapatan dan Belania Daerah
sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan. '

Pasal 449

Ketentuan lebih lacjat mengenai:

a.

b.

tata cara wji karakterisiik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 278 dan Pasal 404,

tata kerja tim ahi:
281;

rincian nersyaratan tempat Penyimpanan Limbah B3

sebagairaana dimaksud daiam Pasal 286 sampai dengan
Pasal 291;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

tate cara pengemesern Limbah B3, Pelabelan Limbah R3,
dan peniberian Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 292;

e.spesifikasi . . .
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spesitikas:  dan rincian  pengguraan alat angkut
sebagaimona dimaksud dalam Pasal 310;

rincian dan penggunaan manifes Pengangkutan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314;

rincian Pemanfaaten Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 316;

rincian Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 243;

Baku Mutu Ermisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345
ayat (L' hosaf a;

fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimuks:d
dalan: Pasci 367;

wi total konsentrasi zat nencemar untuk Penimbunan

Limbah B2 sehagaimanu dimaksud dalam Pasal 368;
rincian persyaratan lokasi untuk fasilitas Penimbunan
Limbah B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369;

rincienn persyaraian fasilitas Penimbunan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370;

tata cara dan rinciain pelaksanaan periutupan bagian
paling atas iasiiivas permumbusan «khir sebagaimaia
dimeksua dalarn Pasal 376 avat (1) huruf h dan Pasal 385
ayat (1} hvruf b

tata cara dan persyaratar permantausn Lingkungan Hidup
sebagaimar.a dimaksud dalam Pasal 379 dan Pasal 389;

rincian persyaratan Perseinyjuan Tekms untuk keglatan
Dumping (Pembuang=n) Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pesxi 394 sampai dengan Pasal 396;

tata cara permohovan dan penerbitan  penetapan
penghentian kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalani Pasal 402,

rincian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dim~ksud dalam Pasal 412;

rincian pelaksansan peraulihan fungsi Lingkungan Hidup
sebagaimana diraksad delam Pasal 427; dan

¢ formar . ..
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t. format program kedaruratan Pengeloiaan Limbah B3
sebageimana dimaksud galan Pasai 434,

diatur dalam Peratura:: Menteri.

Bagian Ketiga
L] >

Pengelelaan Limbah NonB2

Paragraf 1

Umum

Pasal 456 -
(1) Pengeiolaan Limbah nonB3 dilakukan terhadap:
a. Limbah nonB3 terdaftar; dan
b. Limbah nonB3 khusus.

(2) Limbah nonB3 terdaftar sebagnimana dimaksud pada ayat
(1) buruf a termuat dalam daftar lLimbah nonB3 yang
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3} Limbah nonB3 khusus sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf b merupakarn Limbah B3 yang dikecualikan dari
Limbah B3 berdasarkan wvenetapan pengecualian dari
Pengelolaan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1) huruf a.

Pasal 451

Pernigelclaan Limbah nonB3 terhadap Limbah nonB3 khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayai (3) dilaksanakan
sesuai dengan Pengelolaan Limbah nonB3 yang tertuang dalain
penetapan pengecualian Limbah B3.

Pasal 452
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Pasal 452

Pengelolaan Limbah nonB3 terhadap Limbah noinB3
terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 avat (1)
huruf a, dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis
Pengelolzan Limbhah nonB3.

Penyelenggaraan pengelolaan Limbah nonBC sebagaimana
dimagsud pada ayat (1) dilakukan oieh Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah nonB3. dan rinciannya termuat
dalam Persetujuan Lingkungan.

Rincian pengelolaan Limbah nonB3 yang terrmuat dalam
Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

a. identitas lLimbah nonB3;
b.  bentuk Liizibah nonB3;

c. sumber Limbah nonB3;
d

Jjumlak Limbal nonB3 vang dihasilkan setiag bulaul;
dan

g‘b

jenis pengelolaan Limbah nonB3.

Dalam ral pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan
menghasilkan Limbah nonB3 baru yang tidak termuat
dalam Persetujuan Lingkuingsn, penghasit Limbah nonB3
melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. pengurarigan Limbah nonB3;

b. penvimpanai: Limbab nonB3;

c.  pemanfastan Limbah nonB3;

d. penimbunan Limbah nonB3;

e. perpindahan lintas batas Limbah nonB3;

f.  Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup

dan/atau  Kerusakan Lingkungan Hidup dan
pemuithan {ungsi Lingkungan Hidup; dan

g. pelaporan.

Pasal 453 . ..
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Pasal 453

Dalam pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 452 ayat (5), Setiap Orang dilarang melakukan:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

Dumping (Pembuangan) Limbah nonB3 tanpa Persetujuan
dari Pemerintah Pusat;

pembakaran secara terbuka (open burning);
pencampuran Limbah nonB3 dengan Limbah B3; dan

melakukan penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat
pemrosesan akhir.

Paragraf 2
Pengurangan Limbah NonB3

Pasal 454

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 dapat
melakukan pengurangan Limbah nonB3.

Pengurangan Limbah nonB3 dilakukan:
a. sebelum Limbah nonB3 dihasilkan; dan
b. sesudah Limbah nonB3 dihasilkan.

Pengurangan Limbah nonB3 sebelum Limbah nonB3
dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan dengan cara:

a. modifikasi proses; dan/atau
b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Pengurangan Limbah nonB3 sesudah Limbah nonB3
dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan dengan cara:

a. penggilingan (grinding);

b. pencacahan (shredding);

c. pemadatan (compacting),
termal; dan/atau

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

(5) Dalam . . .
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Dalam hal pengurangan Limbah nonB3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menghasilkan:

a. Emisi; dan/atau
b. Air Limbah,

wajib memenuhi Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air
Limbah.

Paragraf 3
Penyimpanan Limbah NonB3

Pasal 455

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 wajib
melakukan penyimpanan terhadap Limbah nonB3 yang
dihasilkannya sebelum dilakukan pengelolaan lebih
lanjut.

Penyimpanan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada fasilitas berupa:

a. bangunan;

b. silo;

c. tempat tumpukan Limbah (waste pile);
waste impoundment; dan/atau

e. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 456

Terhadap Limbah nonB3 yang disimpan, dapat dilakukan
pengemasan sesuai dengan jenis Limbah nonB3.

Pengemasan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:

a. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak
berkarat, dan tidak rusak; dan

b. dilengkapi dengan label Limbah nonB3.

Label Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b paling sedikit memuat:

a. lidentitas . ..
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b

identiias Limbah nonB3;
bentuk Limbah nonB3;

jumlahn Limbah nonB3; dan

oo TP

tenggal Limbah nonB3 rusimpan.

Pasal 457

Fasilitas penyimpenar Limbah nonB3 sebagaimana

dimuaksud daiam Pasal 455 ayat (2) harus memenuhi

ketentuan:

a. kritenia lokasi;

b. kritena desain; dan

C memperhatikan kapzsitas penyunpanan.

Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf

a meliput:

a. bebas hanjir;

0. mempertimbangkan jarak yang aman (erhadap
perairan seiciti garis batas pasang tertinggi air laut,
kolam, rawa, mata air, suigai, dan sumur penduduk;
dan

c. terletak di area kegiaran pengnasil Limbah nonB3
vang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.

Paxal 458

Dalam hal lckas: fasilitas penvimpanan Limbah nonB3
tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 457 ayat (2), dapat dilakukan rekayasa teknologi.

Fasilitas penyimpanan Limbah nonB3 dilengkapi dengan
prosedur tata kelola yang baik sehingga wmenghindari
ceceran dan tumpahan Limbah nonB2 ke media
lingkungai.

Paragraf . . .
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Paragraf 4
Pemaniaatan Limbah noni3l3

Setiap Orang yang menghasiikan iimbah nonB3 ateu
pihak iain dapat melakukan pemanfaatan Limbah nonB3.

Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib tercantum dalam Persetujuan Linglungan.

Pemanfaatun Limbah nonR3 schagaimana dimaksud pada

avat {1) macupuil:

a. pemenizatan  Limbah nonB3S  sebagal  substitusi
hahan balou;

b. pemanfaatan Limbah aonB3 sebagai substirusi
st'mber ¢nergy;

¢. pemaniaatan iimbah nonB3 sebagai banan balku;

d.  pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai produk
samping; dan

e. pemanfaatar. wirabah nonB3  sesuai  dengan
perkemhangan ilmu pengetahuan dan teknoiogi.

Pasal 460
Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 45¢ ayat (2} dilakukan dengan

mempertiunbangkan:

a. Ketersediaan teknologi;

b. standar produk, jike hasil pemanfaatan Lirabah
nonB3 berup4 produk; dan

¢.  baku mutu Lingkungan Hidup.

Ralam ha! pemanfaatan Limbah nonB3 dilakukan olch

pihak iain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 ayat

(1) vang tidak wajib memiliki Perizinan Berusaha, 1incian

cdan lujuan pemanfasten Limbsh nonB3 harus termuat

dalain Persetijuan Lingkungian renghasil Limbah nonB3.
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Dalam ta! pemanfaatan Limonah nonB3 tidak sesuai
dengan rincian dan tujuan pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayai (2). penghasil Limbah nonB3 wajib
bertanggung jawab terhedap pemanfaatan i.imbah nonB3.

Posy1 461

Pemanfaatan Limbal: nenB3 sebagai substitusi bahan
baku scbagaimana dimaksud dalam Pasal 459 ayat (3)
hurnf a dap:t dilakukan pade Kegiatan:
a. pembuatan beten, batako, paving block, beton ringan,

dan vahan konstruksi leinnya yang sejenis;
b. indusiri semen;
c. pemadatan tanah; dan

berntuk lainnya sesuai dengan perkernbangan ilmu
pengetahuan dan teigzrnologi.

Produk hasil peraanfaatair Limbah nonB3 sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} haris memenuh! persyaratan
standar produk

Pasal 462

Pemanfaatan Tambah nonB3 sebagai substitusi sumber
energi sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 459 ayat (3)
hurui b dapat berupa segiatan pemanfaatan sebagai
substitusi bahan hakar.

Limbah nonBS setagaimana dimaksud pada avat (1) harus
memenuhi persyaratan iotal konsentrasi zat pencemar
pemanfaatan Limbah nonB3 untuk substitusi bahan
bakar.

Delam hal! pemaniaatan Lirmbah nonB3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:

a. FEmisi; dan
b. Air Limbah,

wajib memenuhi Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air
Limbali.

Pasal 463 . . .
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Pasal 463

(1} Pemanfaatan Limbah ncnB3 sebagai bahan baku
sebagaimanra dimaksud dalam Pasal 459 ayai (3) hurui ¢
dapat berupa xegiatan’

a. pembuatan produk vang menggunakan proses
koagulasi, kristalisasi, oksidasi, dan destilasi;

b. pembuatan vroduk kertas, low grade paper, dan
kertas chupboard,

Cc. pemvuatan base oil dar: batan bakar minyak;
peleburan logam:;

pembuatar: produk berbahan dasar logam, kertas,
plastik, dan kaca;

f.  pembuatan pembenali tansh; dan

g. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknclogi.

(2) Produk hasil pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana
aimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan
standar produk

(3} Standar prodiik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa:

a. Standar Nasional indonesia;
b. standar yang ditetapkan cleh Pemerintah; atau

c. standar dari negara lain atau internasional.

Pasal 464

Pemanfaatan Limbah nonB3 sepagai produk samping
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 ayat {3) huruf d harus
memenuh! ketentuan:

a. dihasilkan dari proses industri yang terintegrasi dengan
proses utama, sebagal produk sekunder;

b. penggunaannya hersifat pasti;
c. kualitas produk yang dihasilkan bersifat konsisten; dan

d. memcnuhi syarat dan/atau standar produk.

Paragraf . . .
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Paragraf 5

Penimbunan L.imbabh rion33

Pasal 405

Setiap Orang yang menghasilkan Limban nonB3 dapat
melakukarn periimbunan Limbab nonB3.

Peaimbunan Limbah nonBS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas penimbunan
L.mbah nonB3 berupa:

a. penimbusan akhir Limbah nonB3;

b. penempatan di arez Lokas tambang;

c. bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau
d

fasilitas penimburan Jimbah nonB2 lain sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Pasa!l 466

Penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas penimbusan akhir
Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465
ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. lokasi;

b. desain kenst uksi;

c. surana dan prasarana pendukung fasilitas;

d. tata cara penimbunan;

e. remeriksaan sarana dan prasarana pendukung
fasilitas;

f. pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung
tasilitas;

g nemantauan lingllungan; dan
h. tata cara dar rincian penuutupan.

Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi ketenti:an uji paint filter.

{3) Dalam . . .
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(3; Dalamn hal hasu wuji point filter sebagaimana dunaksud
pada ayat (2) menunjukkan terdapat cairan bebas alam
Limbah nonB3, wajib dilakukan pre-treatment berupa
solidifikasi dan/atau stabilisasi.

Paragraf 6

Perpindahan Lintas Ratas Limbah nonB2

Fasal 467

Daiam hal Setiap Urang yang menghasilkan Lirmbah
nonBE fidak mampu melakukan sendiri pengelolazn
Limbah aonB3, penghasil Limbah nonB3 dapat
melakukan ekspor Limbah nonB3.

—
[
.

(2) Dalam ha! negara tujuan ekspor Limbah nonB3
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) mengategorikan
Limbeh 1nonB3 yang dielzspor sebagai Limbah B3,
penghasil timbah nonB3 harus mengajukan permohonan
notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui
Menteri.

(3) Tata cara permiochonan nodifikasi sebagaimana dimuksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kctentuan
perpindaban lintas batas Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalamn Pasai 408&.

Paragraf 7

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidl‘lp dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 468

Scuap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3, vang
rmielakukan  Pencemaran  Lingkungan Hidup dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakar:

a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
b.  pemuiihan fungs: Lingkungan Hidup.

Paragraf . . .

SK No 084833 A
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Faragraf &

Pelaporan

Pasal 469

Laporan pelaksanaan kegiatan pengeiolaan Limbah nonB3
dilakukan paling sedikit 1 {satu} kali dalam 1 (satu) tahun
kepada Menteri, gubernur, ara:. bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya.

Pelaporan  kegiatan  pengelolaan  Limbah  nonB3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling sedikit
mernuat:

a. nama Limbah nonB3,

b.  jumlah Limbah nonB3;

c. wakcu penyimpanan Limbah nonB3; dan
d

lenis kegiatan pengelolaan Limbah nonB3, termasuk
Limbah nonB3 yang dimanfaatkan oleh pihak ian.

Pasal 170

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.

o

g

tata cara pengurangon Limbah nonB2 sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 454;

persyaratan fasilitas penyimpanan Limbah nonB3 dan tata
care pens inpanan Limbah nevB3 sebagaimana dimaksud
dalam Pazal 455 samipai dengan Pasal 458;

tata cara pemanfaatzan iLimhah nonB3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal $59 sampai dengan Pasal 464;

persyaratan fasilitas penitnbunan Limbah nonB3 dan tata
cara penimbunan Limbah nonB3 sebagaiinanra dimaksud
dalarn Pasal 465 dan Yasal 466;

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan ringkungan Hidup dan pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4538; dan

tata cara pelaporan kegiatan pengelolsain Limbah nonB3
schagaimana dimaksud dalaia Pasal 4/9,

diatur dalam Peraturan Menteri.
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BAEB VI

DANA PENJAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

SK No 084835 A

(2)

(4

Pasal 471

Dana pejnjaminan antuk perculiban fungs: Lingkungan
Hidup Jdigunaxkan aniuk xegiatan:

a. penanggnilengon  Pencemaran  Lingkongan  Hidup
dan/atan Kerusaxaa Lingkungan Hidup; dan/atau

b. pemuiihan fungsi Lingkungan Hidup akibat
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Linglzangan Hidup,

yang tumbui akibat suain Usaha dan/atau Kegiatan.

Penggunaan dane penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkuaresn Hidup sebagaimana dimnsksud pada ayat (1)
dilakulran pada tahapan kegiatan pra konstruksi,
konstruksi, kocmisioning, operasi dan pemeliharaan,
dan/atau pasca operasi sesuai tahapan vang tercantum
dalam Persetujuan Lingkungan.

Penanggulangan Pericemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusalan Lingkungan Hidup sebhagaimana
dimaksud pada avat (1) hurut a meliputi kegiatan:

a. pemberian  informasi  peringatan  Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidur kepada masyarakat;

b.  pengbentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

¢c. pengisolasian Pencemaran iingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau

d. upaya lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan reknologi.

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran

Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hidup sebaguimana dimeaksud pada ayat (1) hurut b

mehliput: kegiatan:

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan
UNSUr pencemar.

b. remecdiasi:

c. rehabilitasi .
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c. reunabilitasi;
restorasi; dan/atau

upaya ain sesaal dengan  perkembengasn  ilmu
pengetat:uan dan teknologi.

Kegiatan penauggilangan Pericemaran Lingkungen Hidup
dan/atau Kerusaitan Lingkungan Hidup dan pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada
avat (3] dan ayat {4) dilakukan di.

a. dalam areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau

b. luar aieal Usaha dan/atau Kegiatan yang terkena
dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 472

Pemegang Persctujuar Lingkungan wajit menyediakan
dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 -

Dalam  hal pemegang  Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi
Pemerintzh  atau  Pemerintah  Daerah, kewajiban
rpenyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-unidangan di bidang keuangan
negara.

Pelaku usaha pemegang Persetujuan Lingkungan
menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh
Pemernintah.

Untuk jen:s Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, dana
peniaminan untak pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
capat dikeiola secera mandiri.

3

Jenus ‘'!saha dan/atau Kegiatsn tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat {4) wemiliki kriteria:

a. termasuk Usaho daarsatau Kegiatan risiko rendah
dan menengah terhadap Lingkungan Hidup; dan/
atau

b. tdak . ..
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b. tidak memaniastkan sumber daya alam vang tahap
perencanzannya akan mengubah bentang alain dan
niemiliki rencana pasca operasi Usaha dan/arau
Kegiatan.

Pemerintah mcnetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan
tertentu sebagaimana dimalisud pada ayat (4).

Pasal 473

Dana penjaminan untuk pervilihan fungsi Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksucd dalam Pasal 472 ayat (3)
disediakan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk:

a. deposits berjangka,

b. tabungan bersama;

c. bank garansi; dan/atau

d. Jainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Penyediaan dana penjaminar untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup dapat dilakukan dalam bentuk polis
asuransi atau instrumen kevangan lainnya yang

diterbitkan oleh Jembaga jasa keuangan milik pemerintah
yang ditunjulk oleh Pemerintah.

Pasal 474

Dana penjaminan untuk pemutihan fungsi Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 avat (4)

ditunijukkan dengan adanya:

a. bukti kepemilikan dana penjaminan  untuk
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau

L.  pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk
pemulihan  fungsi  Lingkungan  Hidup  bagi
penanggulangan  Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/ateu Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau
peraulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pernyataan peruntukarn sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b paling sedikit memuat:

a. identitas Pelaku Usaha;

b. jumlah dana penjaninan;

C. pernyataan . . .
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C. pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi kegiatan
penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 475

Kewajiban penempatan atau penyediaan dana penjaminan
untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 471 dan Pasal 472:

a. dicantumkan dalam Persetujuan Lingkungan; dan
b. dimuat di dalam Perizinan Berusaha.

Jangka waktu penempatan atau penyediaan dana
penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Perizinan Berusaha.

Pasal 476

Besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup ditentukan dengan memperhitungkan:

a. tipologi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup
yang akan terjadi;

b. media Lingkungan Hidup atau sumber daya alam
yang akan mengaiami Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,

c. tingkat/derajat Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/ateu Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan
terjadi;

d. lamanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan terjadi:

e. jenis kegiatan penanggulangan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerasakan Lingkungan
Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
yang akan dilakukearn;

f. kinerja . . .
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f.  kinerja/layanan jasa Lingkungan Hidur vang akan
dipulihkan;

g jangka waktu yang, dibutuhkan untuk
penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hiaup dan/atau
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;

h. perencanaan dan supervisi  penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup; dan/atau

i.  kriteria lainnya scsuai dengan karakteristik lokasi
dan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

Penghitungan besaran dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan Usaha dan/atau
Kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara
perhitungan, dan penctapan besaran dana penjaminan
untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang
membidangi masing-masing Usaha dan/atau Kegiatan
sesual dengan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha
setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 477

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 hanya
dapat digunakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan
keputusan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya.

Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang
ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya.

Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pelaku . . .
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(4) Pelaku Usaha wajib memenuhi kekurangan pembiayaan
apabila dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mencukupi.

(5) Dalam hal dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada avat (1)
sudah digunakan untuk kegiatan penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau XKerusakan
Lingkungan  Hidup dan/atau pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup, Pelaku Usaha wajib menyediakan
kembali kecukupan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 478

Penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477
tidak membebaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk
melakukan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Usaha
dan/atau Kegiatan.

Pasai 479

Penerapar kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 471 sampai dengan Pasal 478 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1X
SISTEM INFORMAS! LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 480

(I} Menteri, gubernur, atau bupaii/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem
Informssi Lingkur.gan Hidup.

(2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) dikembangkan terintegrasi sccara
elektronik yang terdiri atas sistem informasi:

a. dokumen . . .
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dokumen Lingkungan Hidup;

T P

pelaporan Persetujuan Lingkungan;
status Lingkungan Hidun;
Pengelolaan Limbah B3;

peta rawan hingkungan;

- a0

pengawasan dan penerapan Sanks: Administratif;
dan

g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.

Pasal 481

(I) Sistem informasi dokurnen Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf a
bertujuan:

a. mempermudah proses pelayanan dokumen
Lingkungan Hidup bagi Setiap Orang;

b. mempermudah penyusunan dokumen Lingkungan
Hidup;

€c. mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan
dokumen Lingkungan Hidup;

d. mempermudah dalam pelacakan data bagi

masyarakat, penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan, dan pemerintah;

e. membantu pengambilan keputusan dalam
penentuan kelayakan/ketideklayakan Lingkungan
Hidup terhadap suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan; dan

f. memfasilitasi keterbukaan informasi publik dalam
proses pcenilaian dan  pemeriksaan dokumen
Lingkungan Hidup.

(2) Sistem informasi  dokumen  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri
dari:

a. layvanan publik;
b.  basis data dockumen Lingkungan Hidup;

¢ webGIS dokumen Lingkungan Hidup;

d. standar . .

SK No 084841 A
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d. standar Persetujuan Teknis;
€. wengumuman rencana Usaha danj/atau Kegiatan;

. peniliman dan nemeriksaan dokumen Lingkungan
Hidup; dan

g penelusuran proses uji kelayakan, penilaian, atau
pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.

Sistem informasi  dokumen  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh
Menteri, gubernur, atauv bupati/wali kota dalam
melakukan proses Uji Kelayakan, penilaian, pemeriksaan
dokumen Lingkungan Hidup, dan pengambilan
keputusan.

Sistem  informasi  dokumen  Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dergan:

a. sistem informasi di tingkat ckoregion; dan

b. sistemn informasi Periziran Berusaha.

Pasal 482

Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup digunakan
dalam:

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
b. pengisian Forrmulir Kerangka Acuan;

pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;

O

d. penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-
RPL;

Uji Kelayakan;

E-D

f.  pengisian Formulir UKL-UPL stardar spesifik dan
Formulir UKL-UPL standar;

g remeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan
Formulir UKL-UPL standar;

h.  penerbitan Persetujuan Lingkungan;
1.  pengisian SPI'L:

daftar lernbaga pelatthar kompetensi Amdal;

[,

k. daftar lembaga sertifikasi kompetensi penyusun
Amdal;

l. dafiar . . .
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I.  daftar lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen
Amdal;

m. pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup; dan
n. pelaksanaan DELH dan DPLH.

Dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir
Kerangka Acuan spesifik.

Dalam pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan
Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f, penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir UKL-UPL standar
spesifik dan Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 483

Sistem informas1 pelaporan Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf b
digunakan untuk merekam dan menggambarkan data
dan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan. ‘

Sistem informasi sebagimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan kepada setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal
atau UKL-UPL menyampaikan laporan yang meiiputi:

a. pengendalian Pencemaran Air;
pengendalian Pencemaran Udara;
pengelolaan Limbah B3;

pengendalian kerusakan lingkungan; dan

o o o o

substansi lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarn.

Pasal 454 . . .
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Pasal 484

Sistem Informasi staius Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2} huruf ¢ digunakan
untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi
Lingkungan Hidup secara komprehensif sebagai acuan
pengambilan keputusan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun dan
melaporkan status Lingkungan Hidup yang memuat
informasi terdiri atas:

a. faktor pemicu perubahan lingkungan;

b. tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan;
c. status dan kondisi lingkungan;

d. dampak dari perubahan lingkungan; dan

e. respon terhadap perubahan lingkungan.

Faktor pemicu perubahan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. jumlah penduduk;

b. tingkat pertumbuhan penduduk;

c. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
d. bencana.

Tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. penggunaan sumber daya;
b.  jumlah limbah yang dihasilkan;

¢.  Emisiiangsung dan tidak langsung ke udara, air, dan
tanah;

d. tingkat kebisingan;
e. radiasi; dan
f.  tingkat gangguan.

Status dan kondisi lingkuiigan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢ diukur dengan indeks kuslitas
Lingkungan Hidup yang terdiri atas indeks:

a. kualitas air;

b. kualitas udara;

c. kualitas . . .
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kualitas air laut;
kualitas tutupan lahan;

kualitas ekosistem gambut; dan

- 0 a0

lainnya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan
perkembangan teknologi. ,

(6) Dampak dari perubahan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. perubahan lingkungan;

b. dampak yang ditimbulkan oleh sumber pencemar
terhadap kualitas Lingkungan Hidup;

c. daya dukung dan daya tampung;
kebencanaan; dan

e. perubahan sosial ekonomi akibat perubahan
lingkungan.

(7) Respon terhadap perubahan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi perubahan
kebijakan untuk mengatasi tekanan, status, dan dampak
dari perubahan lingkungan.

Pasal 485

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan
perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik
terkait dengan pemantauan kualitas lingkungan melakukan
pertukaran informasi melalui sistem informasi status
Lingkungan Hidup.

Pasal 486

Sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 480 avat (2) huruf d paling sedikit
meliputi informasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan:

a. kinerja Pengelolaan Limbah B3;

b. penanggulangan kedaruratan Limbah B3 dan Limbah
nonB3; dan

c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat
terkontaminasi Limbah B3.

Pasal 487 . ..
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Pasal 487

Sistem Informasi peta rawan lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf e bertujuan untuk
menggambarkan kondisi rawan lingkungan di indonesia yang
diakibatkan oleh:

a.

o p o g

(1)

(2)

(3)

(4)

banjir;

longsor;

kebakaran hutan;

dampak perubahan iklim; dan/atau

dampak Lingkungan lainnya.

Pasal 488

Menteri menetapkan sistem informasi pengawasan dan
penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 480 ayat (2) huruf f bertujuan untuk
mengintegrasikan pelaksanaan pengawasan dan
penerapan Sanksi Administratif di pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota dengan berbasis teknologi informasi.

Gubernur atau bupati/wali kota menyampaikan laporan
hasil pelaksanaan pengawasan dan penerapan Sanksi
Administratif kepada Menteri untuk diintegrasikan ke
dalam sistem informasi pengawasan dan penerapan
Sanksi Administratif.

Sistem informasi pengawasan dan penerapan Sanksi
Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat informasi paling sedikit berupa:

a. status ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau
Persetujuan  Pemerintah  terkait  Persetujuan
Lingkungan; dan

b. status tindak lanjut hasil pengawasan.

Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 489 . . .
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Pasal 489
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a.  sistem informasi status Lingkungan Hidup;
b. indeks kualitas Lingkungan Hidup;
c. sistem informasi peta rawan lingkungan; dan
d. sistem informasi Pengelolaan Limbah B3,

diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 490
(1) Menteri melakukan pembinaan kepada:
a. gubernur;
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
pejabat pengendali Dampak Lingkungan;
penyuith Lingkungan Hidup;
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;

- 0 A o T

lembaga sertifikasi koinpetensi Armdal;

lembaga pelatihan kompetensi Amdal;

SIS

Amdal;

i.  penyusun Amdai perorangan;

lernbaga  penyecdia  jasa penyustnan dokumen

j. penanggung jawab Usaha dan/etau Kegiatan;

dan/atau
k. niasyarakat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
dilakukan terkait:

a. Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah;

(1)

b. Perlindungan . . .
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Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Laut;
Pengelolaan Limbah B3; dan/atau

muatan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a.
b.

T 0 Q

m.
n.

pemberian norma. standar, prosedur, dan kriteria;
evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;

evaluasi kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan;

diseminasi peraturan perundang-undangan;
bimbingan teknis;

pendidikan dan pelatihan;

bantuan sarana dan prasarana;

program percontohan,;

ferum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
penyuluhan;

peneiitian;

pengembangan;

pemberian penghargaan; aan/atau

bentuk iainnya sesuai dengar perkembangan ilmnu
pengetahuan dan teknologi.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
m diberikan kepada:

a.

penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui
Program Penilaian Peringka: Kinerja Perusahaan
dalam pengelolaan Liagkungan Hidun;

pemerintah  kabupaten/kota melalun  program
Adipurs,

mndividu dan kelompok/lembaga masyarakat tmelalui
perighargaan Kalpataru;

d. sekolah . ..
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d. sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan
melaiui program Adiwiyata; dan/atau

e. bentuk penghargaan lain dalam peningkatan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 491

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meiakukan
pembinaan kepada:

a. bupati/wali kota;

b. penanggung jawab Usaha danj/atau Kegiatan yang
Persetujuan  Lingkungan ditetapkan oleh gubernur;
dan

C. masyarakat.
Bupati/wali kota melakukan pembinaan kepada:

a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh bupati/wali
kota; dan

b. masyarakat

Pembinaan sebagaimena dimaksud pada ayat (Y
dilakukan melalui:

a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
diseminasi peraturan perundang-undangan;
bimbingan teknis;

pendidikan dan pelatihan;

bantuan sarana dan prasarana;

program percontohan;

forum bimbingan dan/atau konsu!tasi teknis;

o

penyuluhan;

— s

penelitian;

pengembangan,;

.

k. pemberian . . .
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k. pemberian penghargaan; dun/atau

. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal gubernur belum melakukan pembinaan,
Menteri melakukan perabinaan kepada Pemerintah
Daerah kabupaten/kota setclah berkoordinasi dengan
gubernur.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui:

a. diseminasi peraturan perundang- undangan;

b. Dbimbingan teknis;

)‘3

pendidikan dan pelatihan;

d. bantvan sarana dan prasarana;

®

program percontohan;

forum bimbingan dan;atau konsultasi teknis;
g penyuiuhan;

. penelitian;

i.  pengembangan;

J- pemberian penghargaan; dan/acau

k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahiuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 492

Menteri, guabernur, atau bupati/wali kota wajib
melakukar pengawasan terhadap ketaatan penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang
ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintan  terkait Persetujuan Lingkungan dan
peraturan perundarg-undangan di bidang Perlindungan
den Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Pengawasan . . .
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Pengavasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan norma, standar., prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 4923

Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap

ketaatan penariggung jawab Usaha dan/ateu Kegiatan

yang meliputi:

a. Perizinan Berusaha terkait Persetuiuan Lingkungan
yang diterbitkan oleh Pemerintah; atau

b. Persetujuan Pemerintah terkait  Persetujuan
Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap
ketaatan penanggung iawab UUsaha dan/atau Kegilatan
yang meliputi-

a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuain Lingkungan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

atau

b.  Persetujuan Pemerintah terkajr Persetyujuan
Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
provinsi.

Bupati/wali kota berwenang melakukan pengawasan
terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan yang meliputi:

a. Perizinan Berusaha terkail Persetujuan Lingkungun
yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Daerah
kabupaten/kota; atau

b.  Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan
Linglungan yang diterbitkan oleh Peinerintah Daerah
kabupaten/kota.

Pengawuasan sebagsimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), aan ayat (3) dikecualikan terhadap analisis mengenai
dampak lalu lintas.

Pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lalu
lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dilakukan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perhubungan, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewsnangannya.

(6) Dalam . . .
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Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan
mensyaratkan  SLO  dan  helum dipenuhi, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangsnnya melakukan pengawasan  terhadap
kewajiban lainnya dalan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 494
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat
mendelegasikan  kewenangan  pengawasan kepada

pejabat/instansi teknis ya1ig bertanggung jawab di bidang
Perlindungan dan Pengelnlaan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan pcngawasan, Menteri, gubernar,
atau bupati/wali kota menetapkan Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidip yang merupakan pejabat fungsional.

Penetapan  Pejebat Pengawas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur jabatan fungsional pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Pasal 495
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenarng:
a. melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;

c. membuat salinan dari dekumen dan/atau membuat
catatan yang diperlukan,;

memasuki tempat tertentu;
memaontret;
membuat rekaman audio visual;

mengambil sampel:

e oo oa

memeriksa peralatan;

1. memeriksa . . .
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i.  memeriksa nstalasi dan/atsu alat transportasi;
dan/atau
] menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), Pejabar Pengawas Lingkungan Hidup dapat
melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri
sipil.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang
menghalaiigi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 496
Pengowasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkuangan
Hidrp.
Pengawasan dapat dilakuka.i dengan cara:
a. pengawasan langsung; dan/atau
b. pengawasan tidak langsung.
Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hurut a dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha
dan/atau Kegiatan secara:
a. reguler; atau
b. insidental.
Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelaahan data

laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) menunjukkan pelanggaran yang
berulang atau mengindikasikan timbulnys ancaman
serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup segers melakukan pengawasan
langsung.

Pasal 497 . ..
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Pasal 497

Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud daiain Pasal
496 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan  setiap tahun berdasarkan Perizinan
Berusaha  atau  Persetujuan  Pemerintah  terkait
Persetujuan Lingkungan dan/atau informasi lainnva.

Penigawasan reguler sebagaimana dimaksud pada ayart (1)
dilakukan dengan tahapan:

a. perencanaan pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan; dan
c. evaluasi pengawasarn.

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:

a. Inveutarisasi dan identifikasi Perizinan Berusaha,
dar Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan
Lingkungan, serta informeasi lainnya; dan

b. penctapan pricritas Usaha dan/atau Kegiatan yang
diawasi dengan pengawasan langsung.

Pelaksanaan pcengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

a. persiapan pengawasan;

b.  pemeriksaan ketaatan; dan

c. tindak lanjut hasil pengawasan.

Evaluasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢ dilaksanakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan antara perercanaan dengan peiaksanaan
pengawasan serta mernberikan umpan balik terhadap
perbaikan  pengawasan  Perizinan Berusazha dan
Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuar: Lingkungan.

Pasal 498 . . .
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Pasal 498

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 496 ayat (3) huruf b dilakukan apabila memenuhi
kriteria:

a. adanya indikasi pelanggacan berulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 496 ayat (St dan indikasi
pelanggaran yang terdeteksi;

b. adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Linglkungan Hidup; dan/atau

c. adanya laporan dari pengelola kawasan atas
pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oiek Pelaka
Usaha dalam kawasan.

Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) nuruf b, penanganannya dilaksanakar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal adanya laporan dari pengeiola kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejahat
Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan
ketaatan pelaksanaan ketentuan dalam RKI-RPL rinci
Pelaku Usaha dalam kawasan.

Pasal 499

Dalarn hzi Usaha dan/atau Kegiatan telah menimbuikan

ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat

Pengawas Lingkungan Hidup melakukan penghentian

pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

495 ayat (1) hurut j.

Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah:

a. dampak yang ichih besar dan lebih luas jika udak
segera dihen.ikan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau

b.  kerugian yang lebih besar bagi Lingikkungan Hidup jika
tidak segera dihentikan Pencernaran Lingkungan
Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Penghentian pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh
Pejabat Pengawas Lingkunrgan Hidup dapat berupa:

a. penttupan . . .
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pentitupan saluran pembuaangan Air Limbah;

o

permbongkaran saluran pernbuangan Air Limbah;
perghentian operasi sumber Emisi;

penutupan lokasi pembuangan Limbah; dan/atav

o a o

upaya lainnya yang bertujuan untuk mengbentikan
pelanggaran tertentu.

Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilakuikan melalui pemasangan plang
penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis ejabat
Pengawas Lingkungan Hidvup.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup setelah melakukan

penghernitian pelanggaran tertentu menyusun berita acara

penghentian pelanggaran tertentu yang paling sedikit

memuat:

a. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan;

b. jenis pelanggaran;

c. lokasi dan titik koordinat pelanggaran;

d. waktu nenghentian pelanggaran; dan

e. bentuk tindakan penghentian pelanggaran tertentu.

Terhadap tindakan penghentian pelanggaran tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab menjaga
lokasi dari potensi kerusakan, berubah atau hilangnya
barang bukti.

Pasal 500

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup dituangkan dalam berita acara
pengawasan dan laporan hasil pengawasan.

Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat fakta dan temuan hasil pengawasan.
Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1j menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau
Kegiatan.

(4) Dalam ...
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Dalam hal! kesimpulan laporan hasil pengawasan
sebagaiirana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak
taat, Pcjabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan
rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang
meliputi:

a. administratif;
b. nperdata; dan/atau
c. pidana,

kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan rxewenangannya.

Dalam hal hasii pengawasan tidak langsung dari data
pelaporan melalui Sistert Informas: Lingkungan Hidup
secara otomatis, teius-menerus dan dalam jaringan
ditemukan pelanggaran, Pejzbat Pengawas Lingkurgan
Hidup memberikan rekornendasi tindak lanjut penegakan
hukurn kepada Menteri, gibernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannyva.

Pasal 501

Penegakan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 500 ayat (4) huruf b dapat dilakukan dengan
pembuktian pertanggungjawaban rautlak.

Pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak
sebagaimana dimaksud pada ayat !1) harus dimintakan
oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatan.
Pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dirnaksud pada
ayat (2) dapat diberlakukan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan yang tindakannya, usahanya,
dan/atau kegiatannya:

a. menggunakan B3;

b. menghasilkan Limbalk 83 dan/atau mengeicla
Limbah B3; dan/atau

c. menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan
Hidup.

Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan
pembuktian.

a. tidak . . .
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a. tidak menggunakan B3, menghasilkan Limbah B3,
atau rnenimbulksn ancaman yang serius; dan/atau

b. Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup bukan disebabkan oleh aktivitas
Usaha dan/atau Kegiatannya tetapi disebabkan oleh
pibak lain atau keadaan kahar (force majeun.

Tergugat dapat dibebaskar: dari tanggung jawab mutlak,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dapat
membuktikan bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan lLinglkungan Hidup disebabkan oleh
salah satu alasar:

a. adanya bencana alam atau pepersngan;

b. adanya keadaan memaksa di Juar kemampuan
marnauasia; atau

'(')

akibai perbuatan pihav lain yang menyebabkan
terjadinya Pencernaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dalain hal Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup akibat perbuatan pihak lain
sebagaimana dimaksud pada avat (5) huruf ¢, pihak lain
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Bagian Kelima

Pengawasan Lapis Kedua

Pasa! 5C2

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan

penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang

Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait

Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah jiku:

a. Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius
di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hicup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri: dau

b. gubernur dan/atau bupati/wali kota tidak
melakukan pengawasan.

(2) Pelanggaran . . .
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Pelanggaran yang serius sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan

Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup relatif besar; dan/atau

b. menimbulkan keresahan masyarakat.

Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungac Hidup relatif besar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan
mempertirnbangkan:

a. benwuk dan intensitas pelanggaran, dan
b. besaran dan/atau iuas sebaran dam pak.

Pelanggaran yang menimbulkan keresahan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan
pengaduan masyarakat dan/atau informasi yang miciuas
di masyarakat.

Pasal 303

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan
pengawasan berdasarkan kode etik.

Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
atas prinsip:

a. integritas;
b. profesionalisme; dan
c. responsif.

Prinsip kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib ditaati oleh setiap Pejabat Pengawac Lingkungan
Hidup

Untuk menegakkan prinsip kode etik sebagaimana
dimaksud nada ayat (2) dibentuk dewan kode etik
pengawas Lingkungan Hidup.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melanggar kode
etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan vang mengatur tentang Aparatur
Sipil Negara.

Pasai 504 . ..
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Pasal 504

Ketentuan lebin larjut mengenai.

a.
b.

engawasan RKL-RPL rinci:
« >

pemasangan plang penghentian pelanggaran terteniu
dan/atau garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;

penghitungan kerugian akibat Pencemaran Lingkungan
Hidup den/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

pedoman pengawasan Lingkungan Hidup;
kode etik Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; dan

pedoman pengawasan Lingkungan Hidup,

diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XI

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA

SK No 084861 A

ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Wewenang Penerapan Sanksi Administratif

(1)

(2)

Pasal 505

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib
menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan
ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:

a. Perizinan Berusaha; atau
h. Persetujuan Pemerintah.,

terkait ~ Persetujuan  Lingkungan dan peraturan
perundang-undangan di bidang Perlincungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan sesuai dengan norma, standar.
prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 506 . . .
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Pasal 506

1) Menteri berwenang inenerapkan Sanksi Administratif
kepada penanggung jawab Usahsa dan/atau Kcegiatan
terhadap pelanggaran:

a.  Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan
yang diterbitkan oleh Pemerintah; atau

b.  Persetujuan Pemerintab terkait Persetujuan
Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah.

(2) Gubernur berwenang menerapkan Sanksi Administratif
kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
terhadap pelanggaran:

a. Perizinan Berusaha {erkait Persetujuan Lingkungan
vang diterbitkan oleh Pemerintak Daerah provinsi;
atau

b.  Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan
Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
prvinsi,

(3} Bupati/wali kota berwenang menerapkan Sanksi
Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan /atau
Kegiatan terhadap pelanggaran:

a. Perizinan Berusaha .crkait Persetujuan Lingkungan
yang  diterbitkan  ocleh  Pemerintah  Daerah
kabupater./ kota; atau

b.  Persetujuan Pemerintah terkait  Persetujuan
Lingkungan yang diterbitkan oleh Permerintah Daerah
kabupaten/kota.

Pasal 507

Menteri, gubernur atau bupatii/wali kota dalam penerapan
Sanksi Adininistratif dapat inendelegasikan kewenangannya
kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau
perangkat daerah yang membidungi Lingkungan Hidup.

Bagian . . .

SK No 084862 A
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Bagiar Kedaa

Penerapan Sanksi Administeatif

Paragraf 1

Umum

Fasai 508

Sanksi Administratif berupa:

a.

b.

teguran tertulis;

paksaan pemerintah:

denda administratif;

pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau

pencabutan Perizinan Berusaha.

Sanks: Admiinistratif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalar benruk keputusan.

Keputusan sebogaimana dirnaksud pada ayat {2) paling
sedikit memuat.

a.

b.

nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang
herwenang;

niama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan;

nama dan alamat perusahaan;
jenis pelanggaran:
Ketentuan vang dilanggar;

uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan
penangguug jawab Usaha dan/atau Kegiatan; den

jangka woektu penaatan lewajiban nenanggung jawab
Usaha dan/atan Kegiatan.

Pasal 509

Sar:kai Administrarif diterapkan berdasarkan atas:

a.
t.

berita acara rengawasan; dan

laporan hasit pengawasan.
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(2) Pejabat yang berwenang menerapkarn Sanksi Administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat {J) berdasarkan
pertirnbangan:

a. efektivitas dan efisiensi terhudan pelestarian fungsi
Lingkungan Hidup;

b.  tingkatan atau jenis pelanggaran yany dilakukan oleh
penanggung jawakb Usaha dan/atau Kegiatan:

c.  tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan terhadap pemenuhan perintal  atau
kewajiban  vang  ditentukan  dalam = Sanksi
Adininiscratif;

d. riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan jatau
Kegiatan; dan/atau

e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang
dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

Paragraf 2
Teguran Tertulis

Pasal 510

Sanksi Administratif berupa teguran fertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf a diterapkan apabila
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melanggar
ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan
Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait Persetujuan
Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat
administratif.

Paragraf 3
Paksaan Pemerintah

Pasal 511

(1) Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf b
diterapkan terhadap pcnanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam
teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan.

(2) Pengenaan . ..
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Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayai (1j dapat dijatuhkar tanpa didahului teguran

tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan
menimbulkan:

a. ancaman yang sangat serius bagl manusia dan
Lingkungan Hidup;

b. dampak yang lebih besar dan lebih iuas jika tidak
segera dibentikan pencemaran dan/atau
kerusakanaya; dan/atau

C.  kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika
tidak segera dihentikan pencemaran dan;atau
kerusakannya.

Paksaan pemerintah sebagairana dimaksud pada ayat (1)

dan ayvat (2) dapat dilakukan dalam hentuk:

a. penghentian sementara kegiatan produksi;

b. pemindahan sarans produksi;

c. penutupan saluran pembuangan air limbali atau

Emisi;

pembongkaran;

penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi

menimbulkan pelanggaran;

f.  penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha
dan/atau Kegiatan;

g. kewajiban menyusun DELH ataut DPLH; dan/atau

®

h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memuhhkan fungsi
Lingkungszi Hidup.

Pasal 512

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya memaksa penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan
Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Menter:, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk
melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup.

{3} Pemulihan . . .
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Pemulihan fungs1 Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas beban biaya
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
471.

Pasal 513

Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat
diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan
paksaan pemerintah.

Denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan paksaan
Pemerintah terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan ditentukan berdasarkan penghitungan
persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak.

Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang
wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Paragraf 4

Denda Administratif

Pasal 514

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai
denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
508 ayat (1) huruf ¢ dengan kriteria:

a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah
memiliki Perizinan Berusaha;

b.  tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan
Berusaha;

c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air
Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan
Perizinan Berusaha;

d. tidak . ..
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d. tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan
Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;

e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi
penyusun Amdal;

f.  karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang
mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara
Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku
mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan
Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai dengan
Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan
yang dimilikinya; dan/atau

g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut
dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan
bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau
luka berat, dan/atau matinya orang.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib
disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan
negara bukan pajak.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.

Pasal 515

Besaran denda administratif dengan kriteria tidak
memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
514 ayat (1) huruf a dihitung sebesar 2,5% (dua koma lima
persen) dikali nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

Pasal 516 . ..
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Pasai 516

Besaran denda administratif dengan kriteria tidak
memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) huruf b
dihitung sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi
Usaha dan/atau Kegiatan.

Denda administratit sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
diterapkan paling banyak Rp3.000.006.000,00 {tiga miliar
rupiah.

Pasal 517

Besarar. denda administratif dengan kriteria melakukan
perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau
Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalain Pasal 514
ayat {1} buruf c dihitung berdasarkan unit beban
pencemar yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau
Baku Muwu Emisi sumber tidak bergerak.

Unit beban pencemar yang melebithi baka mutu
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dihitung
berdasarkan selisih konsentrasi aktual Air Limbah atau
Emisi dengan konsentrasi baku mutu dikali dengan
debit/laju alir dan lamanya waktu pelanggarar.

Denda administratif pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dihitung secara akumulasi setiap parameter
yang dilampaui baku mutunya diterapkan paling banyak
Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 518

Besaran denda administratif dengan kriteria tidak
melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha
terkait Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 514 avat (1) huruf d ditentukan berdasarkan
tingkat pelanggaran:

a. ringan;

b. sedang; atau

c. berat.

(2) Tingkat . . .
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Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan besaran denda administratif:

a. ringar, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta
rupizh) dan paling banvak Rp5.000.0060,00 (lirna juta
“uyiahl);

b. sedang, paliug sedikit Rp10.000.006,00 (sepululi juta
tupinh) dan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah); atau

c.  berat, paling sedikic Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 idua
pulukh lirna juta ruptah).

Besaran denda admunistratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2} dihitung secara akumulatif aari setiap

pelanggaran.

Besarain denda administrati{ sebagaimana dimaksud pada

ayat 3) diterapkan paling bargyak

Rp3.060.6G06.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayar (1)

tercantum dalam Lampirarn XV yang merupakan bagian

tidak terpisankan dari Peraturan Pemerintah ini.

FPasal 519

Besaran denda admiristracif dengan kriteria menvusun Amdal
tanpa sertifikar kompetensi penyusun Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasa! 514 ayat (1) huruf e sebesar 10%
(sepuluh persen) dari biaya penyusunan Amdal.

Pasal 520

Besaran denda administratif dengan kriteria karena kelaiaian
dan/atau melakukan perbuatan sebagaimaina  dimaksud
dalam Pasal 514 ayat (1} huruf f dan huruf g dikenai paling
banyak RpZ.600.0072.50¢,00 (tiga miliar rupiah).

Paragraf . . .
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Paragraf &

Pembekuan Perizinan Berusaha

Fasal 521

Pembekuai: Perizman Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasul 508 ayat (i) huruf d diterapkan terhadap penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a.
b.

C.

tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
tidak membayar denda administratif; dan/atau

tidak membayar denda setiap keterlammbatan atas
pelaksanaan paksaan pemerintah.

Paragraf &

Pencabutan Perizinan Berusaha

rasal 522

Pencabutan Perizinan Berusaha sebegaimana dimaksud dalam
pasal 508 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a.

b.

O

tidak  melaksanakan kewajiban  dalam  paksaan
pemerintah;

tidak membayar denda administratif;

tidak membayar denda atas keterlambatan pclaksanaan
paksaan pemerintal:;

tidak melaksanakan kewajiban dalam pembckuan
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
dan/atau

melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan W/dup yang tidak dapat
ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Paragraf . . .
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Paragraf 7

Penerapan Sanksi Admimstratif Lapis Kedua

L—r—
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Pasal 528

Menteri dapat menerapkan Sanksi Administratif terhadap
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam hal
Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja
tidak menerapkan Sanksi Adrministratif terhadap
pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri dalam menerapkan Sanks: Administratif
sebagaimana dimaksud pada avat (1) didasarkan atas
hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
502. ~

Paragraf 8

Pengawasan Pelaksanaau Sanksi Administratif

(1)

(3)

(4)

Pasal 524

Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan
pelaksanaan Sanksi Administratf yang diterbitkan oleh
Menteri.

Gubernur melakukan pengawasan terhadap penaa‘an
pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh
gubernur.

Bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap
penaawan  pelaksanaan Sanksi  Administratif  yang
diterbitkan oleh bupati/wali kota.

Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Sanksi
Administratif menunjukkan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau
selurch kewajiban dalam Sarksi Administratif, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dapat menerapkan Sanksi Administratif
yang lebih berat.

(5) Mentert . . .
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(5) Menteri dapat melakukan pengawasan pelaksanaan
Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh gubernur atau
bupati/wali kota, apabila:

a. gubernur atau bupati/wali kota tidak melakukan
pengawasan; dan/atau

b. menimbulkan keresahan masyarakat.

Paragraf 9

Pencabutan Keputusan Sanksi Administratif

Pasal 525

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506
melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif
apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh
kewajiban dalam Sanksi Administratif.

Pasal 526
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. perhitungan unit beban pencemar;
b. perhitungan denda administratif; dan
C. tata cara pengenaan Sanksi Administratif

diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 527
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen
Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan
tetap beriaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

b. penilaian . . .
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penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL
dan pengajuan izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan
sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;

lisensi yang telah dimiliki komisi penilai Amdal tetap
berlaku dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas
melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan
terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang
dimiliki oleh penyusun Amdal tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya masa berlaku sertifikasi dan dapat
diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasi
kompetensi; dan

dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Daerah belum
menetapkan Baku Mutu Air pada badan air permukaan,
menggunakan Baku Mutu Air kelas 2 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 528

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari:

a.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3816);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853};

c. Peraturan . . .
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Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4161});

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin
Lingkingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nemor 48, Taimnbahan Lembaran Negara Republik
Indunesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintakh Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengeloisani Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2014 Nomor
333, Tamvahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5617),

masihi tetap berlsku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan
Pemerintan ini.

Pasal 529

Pada saet Peraturan Pemerintah in: mula berlaku:

a.

SK No 084874 A

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
(Lembaran Negara Reptiblik Indonesia Tehur 1992 Nomor
32, Tambahan Lembairan Negara Republik Indonesia
Nomor 3810);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1999 Nowmor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lernbaran Negara Tahun 200! Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416 1)

Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2012 teniang Izin
Lingkungan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48. Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);

e. Peraturan . . .
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e. Peraruran Pemerinitab Nomor 101 Tahun 2014 {Lembaran
Negara Republik ndonesia Tahun 2014 Nomor 333,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5617),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 530

Ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 terkait dengan
dana jaminan pemulihan Lingkunge:n Hinup dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup (Lembarun Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6134) dicabut dan dinyatakan tdak berlaku.

Pasal 551
Pada saar Peraturan Pemerintah i1 imulai berlaiu;

a. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terbentuk
dalam waktu paling Jama © (enam) bulan scjak
diberlakukan Peraturan Pemenntah ini;

b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terbeutuk dalam
waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak diberlakukan
Peraturan Pemerintah ing;

c. lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal terbentuk
dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diberlakukan Peraturan Pemerintah ini;

d. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sarnpai
terbentuknya Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup,
perpaniangan Usensi komisi penilai Amdal dilakukan
sesuar dengan kctentuan peraturan  perundang-
undangan;

€. penyusunan dan peneiapan Baku Muwu Air scerta
perhitungan dan penetapan alckasi beban pencemar air
harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua; tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;

f.  permncnuhan Baku Mutu hasii uji Emisi sebagai dasar
pengeniaan pajak kendaraan bermotor untuk unsur
pencemar lingkungan diberlakukan 2 (dua) tahurn setelah
Peraturan Pemerintah ini diundangkan:

g. kewaiiban . . .
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kewajiban memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3
diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Pemerintah ini diundangkan;

seluruh keputusan Sanksi Administratif yang telah
diterbitkan tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya
kewajiban pengenaan Sanksi Administratif; dan

penurunan kandungan hidrokarbon pada Limbah B3
berupa serbuk bor yang akan dilakukan Dumping
(Pembuangan) ke laut dari hasil pemboran kegiatan
eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut yang menggunakan
lumpur bor berbahan dasar sintetis (synthetic-based mud)
dari paling tinggi 5% (lima persen) menjadi 0% (nol persen)
dilakukan paling lambat sampai dengan 31 Desember
2024.

Pasal 532

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan  pelaksanaan dana penjaminan untuk
pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang telah ada tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini.

Dengan mempertimbangkan prioritas nasional, kesiapan
kelembagaan, mekanisme dan sistem pendukung,
penerapan kewajiban dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan paling lambat 5
(lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 532

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pengawasan dan Sanksi Administratif disesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 534

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam  Lembaran Negara  Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

L. UMUM

Kualitas Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk
menopang kehidupan warga negara harus dapat dipastikan selalu berada dalam
kondisi yang baik. Dalam rangka memastikan fungsi tersebut berjalan
sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan upaya Perlindungan dan
Pengeiolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh
semua pemangku kepentingan.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya Pasal 33
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga
menegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Sebagai tindak lanjut
atas amanat dari Undang-iIndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang ditujukan untuk
memberikan acuan pengaturan dalam menjamin hak setiap orang dalam
mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selain memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang
baik dan sehat, Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin
kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga
negaranya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, telah diundangkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2029 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan
untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi
seluruh warga Negara Republil: Indonesia dan penyederhanaan regulasi
perizinan. Undang-Undang Nowor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
mengubal: beberapa ketenituan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tehun 2009
tentang Perlinduiigan dan Pengeloiean Lingkungan Hidup ditindaklanjuii

SK No 097307 A dengan . ..
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dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan
Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan
ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup
yang merupakan hak warga negara.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi
perencanaan, pemanfataan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan
penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum
dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perencanaan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup perencanaan
perlindungan dan pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, dan Mutu Laut yang
dilakukan dengan melalui tahapan inventarisasi, penyusunan dan penetapan
baku mutu, penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan, penyusunan dan
penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara dan
Mutu Laut.

Pemanfaatan dan pemeliharaan dalam Peraturan Pemerintah ini
dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian dan kelangsungan kualitas
mutu lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan.Mutu
Udara (RPPMU), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
(RPPML).

Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengendalian di
level Usaha dan/atau Kegiatan, dimulai pada tahap perencanaan melalui
mekanisme Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Lingkungan Hidup
berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pengendalian di tahap operasi dan
pascaoperasi menggunakan instrumen baku mutu lingkungan dan Kriteria
Baku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan dengan
menyelaraskan antara rumusan pengaturan kemudahan Perizinan Berusaha
dengan pengaturan pengendalian dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan
terhadap Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah
nonB3 yang meliputi pengelolaan di penghasil Limbah dan jasa pengelolaan
Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3 mencakup pengaturan
tentang penetapan Limbah B3 dan Limbah nonB3, pengurangan, penyimpanan,
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan
untuk memastikan keamanan kesehatan manusia dan kelestarian Lingkungan
Hidup.

Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk
menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu
Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan

mendapatkan . . .
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mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan
dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap
penegakan hukum dilakukan dengan prinsip ultimum remedium dan melalui
tahapan penerapan Sanksi Administratif.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta pengintegrasian secara
menyeluruh terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Peraturan Pemerintah ini juga memberikan arahan dan amanat dibangun
sebuah Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang saling melengkapi dan dapat
saling terintegrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Lingkungan eksisting” adalah
Persetujuan Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan
sebelumnya yang melingkup Usaha dan/atau Kegiatan eksisting.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 4 . ..
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Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud “pertimbangan ilmiah” adalah kajian secara
komprehensif yang dapat menggambarkan suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan memiliki dampak yang berpengaruh terhadap
kawasan lindung atau tidak.

Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Hurufd. ..
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Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.
Huruf {

Yang dimaksud “jasad renik” termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana kelola hutan” adalah rencana
pada kesatuan pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan
hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan
memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya
masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek
pengelolaan hutan dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

SK No 065012 A
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Huruf g

Pengecualian ini hanya berlaku untuk tenant yang berada di
kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan
pelabuhan dan perdagangan bebas yang telah dilengkapi dengan
Amdal kawasan serta rencana Usaha dan/atau Kegiatan milik
tenant telah di lingkup di dalam Amdal kawasan.

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf 1

Kegiatan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup rmencakup antara
lain:

a. kegiatan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang tidak
memerlukan izin Usaha dan/atau Kegiatan dan dilakukan
dengan memanfaatkan bahan yang alami;

b. kegiatan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan
mengguriakan bahan alami;

c. kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3:
dan/atau

d. kegiatan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang tidak
diketahui sumber dan pelaku pencemaran dan/atau
kerusakan.

Huruf j

Yang dimaksud “rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain”
adalah Usaha dan/atau Kegiatan yang secara skala/besaran
tidak wajib Amdal, mekanismenya dilakukan dengan
mengajukan permohonan pengecualian kewajiban memiliki
Amdal kepada instansi yang berwenang dan bertanggung jawab
terhadap pengelolaan kawasan lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal i1l

Cukup jelas.
Pasal 12. ..
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Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penapisan secara mandiri” adalah
penapisan yang dilakukan sendiri oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan yang dapat diajukan dan ditetapkan instansi
Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . ..

SK No 065014 A



@@(ﬁ&ﬁ%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

SK No 097310 A

Yang dimaksud “dampak secara langsung baik positif dan/atau
negatif” adalah dampak terhadap masyarakat, yang terkena dampak
langsung, yang memiliki efek positif seperti adanya kesempatan
kerja atau kesempatan berusaha atau memiliki efek negatif seperti
konflik sosial atau gangguan kesehatan.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti,
atau lembaga swadaya masyarakat pendamping” adalah orang
perorangan atau lembaga yang memiliki perhatian terhadap
lingkungan hidup di wilayah studi rencana Usaha danj/atau
Kegiatan, memiliki perhatian terhadap masyarakat yang berada di
wilayah studi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, atau ikut serta
membina masyarakat atau membina masyarakat di wilayah studi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Nilai-nilai lokal merujuk pada perilaku positif masyarakat yang
terkena dampak langsung dalam berhubungan dengan alarn dan
lingkungan sekitarnya, yang dapat bersumber dari nilai agama,
adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang
terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat
untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Pasal 32 . ..
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Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “masyarakat rentan” merupakan lapisan
masyarakat yang paling berpotensi terkena dampak dari Usaha
dan/atau Kegiatan sehingga membutuhkan perhatian lebih agar
tidak berakibat buruk pada kehidupannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masyarakat adat” merupakan kelompok
masyarakat yang secara turun-menurun bermukim di wilayah
geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,
adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya alam serta
adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik,
sosial, dan hukum.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

SK No 083021 A

Pasal 39 . ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “prakiraan Dampak Penting” mencakup

prakiraan besaran dan sifat penting dampak.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

SK No 083022 A

Pasal 42 . ..



PRESIDEN
REPLBLIK INDONESIA

12 -

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Penilaian administrasi merujuk pada pemeriksaan terhadap
kelengkapan administrasi berdasarkan persyaratan administrasi
yang telah ditetapkan.

Huruf b

Penilaian substansi merujuk pada penilaian secara keseluruhan
dan komprehensif yang berupa penilaian terhadap aspek
konsistensi, keharusan, relevansi, dan kedalaman.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Persetujuan awal memuat perencanaan teknis Usaha dan/atau
Kegiatan seperti persetujuan tekno ekonomi untuk Usaha
dan/atau Kegiatan pertambangan, rencana induk pelabuhan
untuk Usaha dan/atau Kegiatan kepelabuhan atau rencana
induk bandara untuk Usaha dan/atau Kegiatan
kebandarudaraan, atau persetujuan awal yang sejenis.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruff. ..
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Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

SK No 065020 A
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Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

SK No 065021 A
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Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

SK No 065022 A
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Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

SK No 065023 A
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Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.
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Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
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Yang dimaksud dengan “sungai, anak sungai, dan
sejenisnya” adalah alur atau wadah Air alami dan/atau
buatan berupa jaringan pengaliran air beserta Air di
dalamnya mulai dari hulu sampai muara, dengan
dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “danau dan sejenisnya” adalah
tempat limpasan Air permukaan dan/atau pada aliran
Air tanah yang berkumpul pada suatu titik yang nisbi
lebih rendah daripada wilayah sekitarnya, baik secara
alami maupun buatan. ‘

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rawa dan lahan basah lainnya”
adalah wadah Air beserta Air dan daya air yang
terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-
menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan
yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral
atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan
suatu ekosistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuiter” adalah lapisan batuan
jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air
tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

SK No 097315 A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diselenggarakan dengan pendekatan
DAS” adalah penyelenggaraan yang bersifat sistematis di dalam
DAS yang melingkupi batas wilayah administratif dan/atau
kegiatan sektor.

Yang dimaksud dengan “ekosistemnya” adalah suatu sistem
ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak
terpisahkan antara mahluk hidup dengan lingkungannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109 . ..
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Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Peta DAS dan peta CAT yang digunakan adalah peta yang sudah
ditetapkan dan/atau dipublikasikan oleh instansi pemerintah
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “aspek hidrologi” antara lain
informasi terkait evapotranspirasi, presipitasi, dan air larian
(run offj.
Yang dimaksud dengan “aspek hidrogeologi” antara lain
cekungan air tanah, aliran air tanah, rawan air tanakh.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “aspek geologi” antara lain komposisi,
struktur, sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukan
bebatuan yang mempengaruhi mutu kualitas dan kuantitas
air.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “aspek morfologi” adalah tampang
memanjang alur sungai dan tampang melintang sungai.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “aspek ekologi” adalah jenis, populasi,
kondisi flora dan fauna air, serta vegetasi dan fauna di sekitar
Badan Air.

Hurufe . ..
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Huruf e

Yang dimaksud dengan “aspek Mutu Air” adalah informasi
yang menggambarkan keadaan air termasuk sedimen beserta
parameter tertentu yang terkandung dalam air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “aspek sumber pencemar” adalah
aktivitas atau kondisi lingkungan yang berpotensi
mempengaruhi Mutu Air, seperti Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “aspek pemanfaatan air” adalah
informasi mengenai bentuk pemanfaatan air yang
mempengaruhi  Mutu Air, seperti kebiasaan/budaya
masyarakat, dan informasi terkait lainnya.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “data sekunder” adalah data yang
diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui tangan
kedua, ketiga, atau seterusnya, yang masih relevan dan dapat
digunakan dalam melakukan karakterisasi Badan Air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data primer” adalah data yang
diperoleh langsung di objek penelitian atau dari tangan
pertama subjek penelitian, responden, atau informan, yang
diperlukan dalam melakukan karakterisasi Badan Air.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Segmentasi atau zonasi Badan Air ditentukan berdasarkan
kesamaan ekosistem.

Ayat (2) . ..
SK No 065028 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemantauan Mutu Air tanah referensi”
adalah pemantauan air tanah di lokasi lain yang memiliki
karakteristik hidrogeokimia yang sama dengan karakteristik air
tanah di lokasi yang sedang dikaji atau ditentukan baku mutunya.

Lokasi air tanah referensi tersebut dianggap masih pristine/alami
atau belum dipengaruhi kegiatan antropogenik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “sektor industri” merupakan seluruh
bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku
dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga
menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau
manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sektor domestik” adalah kegiatan
yang menghasilkan air limbah domestik, seperti permukiman,

perkantoran, area komersial dan kegiatan lainnya yang
sejenis.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Hurufe . ..
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Huruf e
Cukup jelas.
Huruf {
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “DAS strategis nasional” adalah DAS
yang pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “status Mutu Air” adalah tingkat kondisi
Mutu Air yang menunjukan kondisi cemar atau kondisi baik pada
suatu Badan Air dalam waktu tertentu dengan membandingkan
Baku Mutu Air yang akan dicapai.

Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Mutu Air sasaran” adalah Mutu Air
yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka

waktu . . .
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waktu tertentu melalui penyelenggaraan program Kkerja
dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan
Mutu Air.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mencakup bentuk
kegiatan di bidang tersebut yang berhubungan dengan
pemanfaatan dan pembuangan Air Limbah, seperti
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga yang berkontribusi dalam mencemari
air.

Pasal 124
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “kebijakan lainnya” merupakan
kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menjamin

terpenuhinya . . .
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terpenuhinya kebutuhan pokok air sehari-hari untuk
masyarakat atau kebutuhan lainnya sesuai prioritas
nasional.

Pasal 125
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan air” adalah bentuk kegiatan
yang menggunakan air sebagai bahan baku dan/atau sebagai
media untuk menerima Air Limbah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber pencemar nirtitik” adalah
kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemarnya atau
sumber tidak tentu.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurangan (reduce), penggunaan
kembali (reuse), pendauran ulang (recycle), perolehan kembali
manfaat (recovery), dan/atau pengisian kembali (recharge) Air

Limbah . . .
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Limbah” adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi
Air Limbah yang dilepas ke media Air, melalui pemanfaatan
Air Limbah, efisiensi penggunaan Air, penyimpanan Air
Limbah, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknoclogi.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Sumber Air Limbah dari rumah tangga berupa Air Limbah
yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air
mandi, cuci, dan kakus.

Huruf b

Sumber Air Limbah dari air limpasan atau nirtitik adalah Air
Limbah yang dibawa oleh air larian (run off} pada saat atau
setelah terjadinya hujan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bantuan sarana dan prasarana” adalah
bantuan dengan kriteria tertentu dan berdasarkan skala prioritas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) . ..
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Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang memiliki Perizinan
Berusaha” adalah badan usaha yang memiliki perizinan yang
diperlukan untuk melakukan kegiatan pengelolaan Air Limbah.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan Air Limbah untuk
aplikasi ke tanah” adalah pemanfaatan air limbah dari suatu
jenis Usaha dan/atau Kegiatan, yang pada kondisi tertentu
masih mengandung unsur yang dapat dimanfaatkan, baik
dijadikan sebagai substitusi pupuk maupun
penyiraman tanah pada lahan budidaya atau nonbudidaya
atau pemanfaatan lain pada tanah.

Huruf d
Cukup jeias.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 132 ...
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Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Ayat (1)
Huruf a
Pertimbangan “fungsi ekologis” ditujukan untuk
mendapatkan informasi mengenai jasa ekosistem, penyedia,
dan pengatur air yang meliputi penyediaan air bersih,

pengaturan tata aliran air, dan pemurnian air, serta biota
yang membutuhkan Mutu Air tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Alokasi Beban Pencemar Air” yaitu
penurunan atau kuota beban yang ditetapkan untuk masing-
masing sumber pencemar sesuai (proporsional) dengan
besaran kontribusi beban pencemar masing-masing sumber
pencemar tersebut terhadap total beban pencemar aktual
pada satu segmen atau zonasi Badan Air permukaan atau
DAS.

Alokasi Beban Pencemar Air dapat berarti penurunan beban
pencemar untuk masing-masing sumber pencemar apabila
daya tampung beban pencemar sudah terlewati, sedangkan
apabila daya tampung beban pencemar masih tersedia atau
belum terlewati, maka kuota beban pencemar yang masih
diperbolehkan untuk dibuang bagi masing-masing sumber
pencemar.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . ..
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “titik penaatan” merupakan titik yang
ditetapkan sebagai acuan ketaatan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan dalam pengambilan contoh uji pada
pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “titik pembuangan” merupakan titik
yang ditetapkan sebagai lokasi keluaran Air Limbah pada air
permukaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “titik pemantauan” merupakan titik
yang ditetapkan sebagai acuan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan dalam pengambilan contoh uji pada air
permukaan, air tanah, dan/atau tanah.

Huruff. ..
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Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pelepasan dadakan” adalah
membuang Air Limbah di luar debit yang ditentukan
pada saat tertentu sekaligus.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “mengencerkan” adalah
menambahkan air setelah pengolahan Air Limbah
sebelum atau pada titik penaatan untuk keperluan
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pengenceran Air
Limbah merupakan bagian integral dari teknologi
pengelolaan.

Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

Cukup jelas.
Angka 5

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.
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Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan
pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu
Lingkungan Hidup.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya
pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat
Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan
lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki
ekosistem.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan
untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya
berfungsi kembali sebagaimana semula.
Huruf e
Cukup jeias.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.

SK No 065040 A
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Pasal 156
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan Mutu Air” adalah upaya
yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air termasuk kuantitas dan
keberlangsungan air.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “konservasi Badan Air dan
ekosistemnya” adalah upaya melindungi Badan Air beserta
ekosistemnya karena keduanya saling mempengaruhi dan
menentukan kualitas dan keberlangsungan air.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pencadangan Badan Air dan
ekosistemnya” adalah upaya mengelola Badan Air dan
ekosistemnya dalam jangka waktu tertentu agar fungsi
keduanya sebagai penyedia air tidak terganggu.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Pasal 157

Yang dimaksud dengan “memitigasi pelepasan Emisi gas rumah
kaca” adalah upaya untuk menekan atau menghindari pelepasan
emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Air Limbah.

Senyawa gas rumah kaca dari Air Limbah bersumber dari senyawa
organik yang terkandung dalam Air Limbah, berupa karbon
dioksida (CO2) dan metana (CHa).

Ayat (7)
Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” dapat berupa penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah,
ataupun pihak lainnya yang melakukan kegiatan pengurangan
pencemar air.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Huruf a

Yang dimaksud dengan “inventarisasi udara” adalah kegiatan
pengumpulan, pencatatan dan analisis data dan informasi yang
meliputi sumber Emisi dan gangguan, serta mutu Udara Ambien.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.

SK No 065042 A Hurufd ...
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Hurufd
Cukup jelas.
Pasal 165
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber Emisi” merupakan sumber
pencemar dari usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan
Emisi.

Yang dimaksud dengan “sumber gangguan” merupakan

sumber pencemar yang menggunakan media udara atau
padat untuk penyebarannya.

Huruf b

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber tidak bergerak” adalah
sumber Emisi yang menetap, tidak berpindah atau tetap pada
suatu tempat mencakup sumber titik (point source) seperti
cerobong pabrik dan sumber area (area source) seperti
kawasan industri, tempat pemrosesan sampah, kehutanan,
perkebunan, dan perumahan.

Huruf b

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber bergerak” merupakan
sumber Emisi yang tidak tetap pada suatu tempat yang
berasal dari alat transportasi berbasis jalan seperti kendaraan
bermotor, dan berbasis nonjalan seperti kereta api, alat berat,
dan kendaraan berat lainnya.

Cukup jelas.

Pasal 166
Ayat (1)

Huruf a“
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Jenis Emisi dan pencemar udara dapat berupa gas atau
partikulat, seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida
(NOx), sulfur dioksida (SOz2), dan hidrokarbon (HC).

Jenis gangguan dapat berupa kebisingan, kebauan, dan
getaran.

Huruf b

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data primer” merupakan data yang
diperoleh secara langsung di objek penelitian atau dari tangan
pertama subjek penelitian, responden, atau informan, yang
diperlukan dalam melaksanakan inventarisasi udara.

Huruf b

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data sekunder” merupakan data
yang diperoleh secara tidak langsung melalui tangan pertama
melainkan melalui tangan kedua, ketiga, atau seterusnya,
yang masih relevan dan dapat digunakan dalam
melaksanakan inventarisasi udara.

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Huruf a

Pengukuran merupakan kegiatan untuk menentukan besaran
Emisi, gangguan, dan Mutu Udara ambien dengan menggunakan
alat ukur.

Huruf b

Perhitungan merupakan kegiatan menghitung besaran Emisi,

gangguan, dan Mutu Udara ambien dengan menggunakan metode
tertentu.

Pasal 169

Cukup jelas.

SK No 065044 A
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Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait
antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang:

a. perhubungan;

o

energi dan sumber daya mineral,

perindustrian;

o o

tata ruang;
ketenagakerjaan;
kesehatan;

riset dan teknologi;

5@ oo

perencanaan dan pembangunan nasional; dan

—

meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Ayat (2)

Inventarisasi udara dilakukan oleh bupati/wali kota dan
mengoordinasikan  masing-masing perangkat daerah di
wilayahnya.

Data hasil inventarisasi udara dari bupati/wali kota dalam 1
(satu) provinsi diserahkan kepada gubernur untuk dianalisis
sehingga didapat penyebab utama sumber pencemar udara dan
parameter pencemar dominan dari setiap kabupaten/kota.
Selanjutnya data inventarisasi udara tersebut diserahkan ke
tingkat nasional untuk dibuat peta panduan (roadmap)
pengendalian pencemaran udara.

Ayat (3)

Pasal 174

Cukup jelas.

Ayat (1)

SK No 065045 A
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Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “jenis parameter” adalah zat atau
senyawa kimia yang menyebabkan terjadinya pencemaran
udara, sepertt karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC),
atau sulfur dioksida (SOy).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “nilai parameter” adalah besaran
konsentrasi zat atau senyawa kimia yang menyebabkan
terjadinya pencemaran udara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 175
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kawasan pristine” adalah daerah yang
menghasilkan cadangan udara bersih seperti hutan primer.

Pasal 176
Cukup jelas

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178 . ..
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Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai konsentrasi Udara Ambien
tertinggi di kelas WPPMU” adalah besaran Baku Mutu Udara
Ambien nasional dikalikan dengan angka indeks atau
persentase di masing-masing kelas WPPMU yang ditetapkan.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183

Huruf a

Yang dimaksud dengan “status Mutu Udara ambien” adalah
keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan
inventarisasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186 . ..
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Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa lingkungan” adalah kegiatan
untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak
merusak lingkungan dan kehidupan manusia.

Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 188
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian Pencemaran Udara” adalah
upaya pencegahan dan/atau penanggulangan Pencemaran Udara
serta pemulihan Mutu Udara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 189
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup Jelas.

Hurufd . ..
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Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya pengelolaan Mutu
Udara” adalah memasukkan biaya Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam
perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau
Kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kuota Emisi” adalah kuota Emisi dari
sumber tidak bergerak yang diizinkan untuk dibuang ke media
Lingkungan Hidup.

Yang dimaksud dengan “perdagangan kuota Emisi” adalah jual
beli kuota Emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media

Lingkungan Hidup antar penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan.

Huruf f

Pasal 190

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.
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Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas ,

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan” adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang
dan/atau badan hukum yang melakukan suatu Usaha dan/atau
Kegiatan termasuk kegiatan produksi dan/atau impor dan
ekspor.

Ayat (2)
Huruf a

Pemantauan dengan cara manual dilakukan dengan cara
pengambilan sampel lalu sampel dianalisis lebih lanjut di
laboratorium.

Huruf b

Pemantauan dengan cara otomatis dan terus-menerus
menggunakan peralatan otomatis yang langsung
menghasilkan data pengukuran dan sekaligus mengirimkan
datanya ke suatu stasiun pengumpul data.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 204
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “produk dari Usaha dan/atau
Kegiatan sektor industri otomotif” adalah semua hasil produk
suatu usaha seperti kendaraan bermotor untuk angkutan
orang, angkutan barang dan gandengan atau tempel, dan alat
berat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “alat transportasi darat” adalah alat
yang dipergunakan untuk memindahkan barang dan orang
dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “alat berat” adalah alat penunjang
kegiatan  industri, pertambangan, pertanian atau
perkebunan, konstruksi yang menggunakan enjin yang
digerakkan dengan motor bakar penyalaan kompresi yang
berfungsi sebagai alat angkat angkut, penggali, penarik,
pemadat dan/atau perata yang tidak beroperasi dijalan raya
dan mempunyai daya minimum 18 (delapan belas) KW.
Ayat (2)
Huruf a
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Huruf b

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berbasis jalan” adalah kendaraan
bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa
mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berbasis nonjalan” adalah peralatan
yang digerakan oleh enjin motor bakar yang digunakan dalam
menunjang kegiatan industri dan/atau alat angkat, angkut,
penarik, pemadat, dan/atau perata yang didesain tidak
beroperasi di jalan raya, antara lain enjin stasioner, kereta
api, peralatan militer, alat berat, dan kendaraan berat
lainnya.

Pasal 205
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “enjin” adalah enjin yang berdiri
sendiri (stand alone engine).
Yang dimaksud dengan “enjin model baru” adalah enjin yang
siap diproduksi, akan dipasarkan, akan diproduksi ulang
dengan perubahan desain enjin, yang diimpor dan belum
beroperasi, atau yang sudah beroperasi di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan akan dimasukkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai barang
modal bukan baru.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jeias.
Pasal 206
Cukup jelas.
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Pasal 207
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran
batas maksimum pencemar yang ditenggang keberadaannya
meliputi getaran, kebisingan, dan kebauan yang boleh dikeluarkan
dari sumber Emisi.

Parameter baku mutu kebauan ditentukan antara lain dengan
metode survey atau panel.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Ayat (1)

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki potensi mencemari
udara harus memasukkan biaya Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam perhitungan biaya
produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.
Pasal 213 . ..
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Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bencana yang mengakibatkan Pencemaran
Udara” antara lain kebakaran hutan dan lahan, bencana lain yang
menyebabkan menurunnya Mutu Udara, serta berpotensi terjadinya
risiko gangguan kesehatan dan korban jiwa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . ..
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis nasional” adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan
negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebagai situs warisan dunia.

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis nasional tertentu”
adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara,
pengendalian Lingkungan Hidup dan/atau situs warisan dunia,
yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Baku Mutu Air Laut mencakup air, sedimen, dan biota laut.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.

Pasal 224 . ..
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Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Cukup jelas.

Pasal 228
Cukup jelas.

Pasal 229
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Biota laut antara lain mencakup biota di ekosistem mangrove,
padang lamun, dan terumbu karang.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231 . ..
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Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “indeks” adalah skala yang
menggambarkan kondisi Mutu Laut di lokasi tertentu pada waktu
tertentu.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Cukup jelas.

Pasal 239
Cukup jelas.
Pasal 240 . ..
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Pasal 240
Cukup jelas.

Pasal 241
Cukup jelas.

Pasal 242
Cukup jelas.

Pasal 243
Cukup jelas.

Pasal 244
Cukup jelas.

Pasal 245
Cukup jelas.

Pasal 246
Cukup jelas.

Pasal 247
Cukup jelas.

Pasal 248
Cukup jelas.

Pasal 249
Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.
Pasal 251 . ..
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Pasal 251
Cukup jelas.

Pasal 252
Cukup jelas.

Pasal 253
Cukup jelas.

Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 255
Cukup jelas.

Pasal 256
Cukup jelas.

Pasal 257
Cukup jelas.

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.
Pasal 262 . . .

SK No 065059 A



o
{
%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Pasal 262
Cukup jelas.

Pasal 263
Cukup jelas.

Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 265
Cukup jelas.

Pasal 266
Cukup jelas.

Pasal 267
Cukup jelas.

Pasal 268
Cukup jelas.

Pasal 269
Cukup jelas.

Pasal 270
Cukup jelas.

Pasal 271
Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.
Pasal 273 . ..
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Pasal 273
Cukup jelas.

Pasal 274
Cukup jelas.

Pasal 275
Cukup jelas.

Pasal 276
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak
akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan
berdampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung
B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan berdampak tidak
langsung terhadap manusia dan Lingkungan Hidup serta
memiliki toksisitas subkronis atau kronis.

Ayat (3)
Huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3
yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya,
tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat,
pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan
kerak, dan pengemasan.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa
proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat
ditentukan.

Ayat (4) . . .
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Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Limbah B3 dari sumber spesifik
khusus” adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (delayed
effect), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan
Lingkungan Hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut,
dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.
Pasal 277
Cukup jelas.
Pasal 278
Cukup jelas.
Pasal 279
Cukup jelas.
Pasal 280
Cukup jelas.
Pasal 281
Cukup jelas.
Pasal 282
Ayat (1)

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian antara lain
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang:

a. perindustrian;
b. energi dan sumber daya mineral; dan
c. pengawasan ketenaganukliran.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 283
Cukup jelas.

Pasal 284
Cukup jelas.

Pasal 285
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah B3” adalah
pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah,
dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan
menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3, sehingga
konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya berubah.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 286
Cukup jelas.

Pasal 287
Cukup jelas.

Pasal 288
Cukup jelas.
Pasal 289 . . .
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Pasal 289
Cukup jelas.

Pasal 290
Cukup jelas.

Pasal 291

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Alat penanggulangan keadaan darurat antara lain pasir, oil
absorbant, safety shower, oil boom, dan oil skimmer.

Pasal 292
Cukup jelas.

Pasal 293
Cukup jelas.

Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295
Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3” adalah
menentukan sumber dihasilkannya Limbah B3.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Hurufe. ..
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Hurufe

Cukup jelas.

Pasal 296
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukup jelas.

Pasal 298
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 299
Ayat (1)
Huruf a

Segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya
antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (slope oil)
dan segregasi antara slag baja dengan slag tembaga.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 300
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . ..
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Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Pasal 301
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah B3” adalah
pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan,
Limbah dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran
dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h
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Huruf i

Perhitungan biaya dan model keekonomian dimaksudkan
untuk memastikan bahwa operasional kegiatan Pengumpulan
Limbah B3 dapat berjalan secara berkelanjutan.

Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 302
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah verifikasi dokumen
berupa checklist kelengkapan dan kebenaran terhadap persyaratan
Persetujuan Teknis.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Pasal 304
Cukup jelas.

Pasal 305
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Hurufc ...
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Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3 yang
dikumpulkan” adalah menentukan sumber dan karakteristik
Limbah B3. Informasi mengenai karakteristik Limbah B3
diperlukan untuk mengumpulkan Limbah B3 dengan tepat.

Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Laporan Pengumpulan Limbah B3 disusun untuk memastikan
keseimbangan antara Limbah B3 yang diterima dan Limbah B3
yang akan diserahkan kepada Pengolah Limbah B3, Pemanfaat
Limbah, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 306
Cukup jelas.

Pasal 307

Ayat (1) A
Verifikasi dilakukan dengan kunjungan lapangan ke lokasi
pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 untuk mengecek
kesesuaiannya dengan Persetujuan Teknis.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . ..
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 308
Cukup jelas.

Pasal 309
Cukup jelas.

Pasal 310
Cukup jelas.

Pasal 311
Cukup jelas.

Pasal 312
Cukup jelas.

Pasal 313
Cukup jelas.

Pasal 314
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd. ..
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Huruf d

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 315
Cukup jelas.

Pasal 316
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi
antara lain Pemanfaatan Limbah B3 sludge minyak seperti oil
sludge, oil sloop, dan oli bekas, yang dimanfaatkan sebagai
bahan bakar alternatif pada industri semen.

Huruf ¢

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku yaitu
Pemanfaatan Limbah B3 oli bekas yang dimanfaatkan sebagai
bahan baku utama pada industri daur ulang oli bekas.

Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 317
Ayat (1)

Pelarangan dimaksudkan untuk melindungi manusia dan
makhluk hidup lainnya dari paparan Limbah B3 yang berasal dari
technologically enhanced naturally occurring radioactive material
(TENORM) yang mengandung radioaktivitas tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . ..
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 318
Cukup jelas.

Pasal 319
Cukup jelas.

Pasal 320
Cukup jelas.

Pasal 321
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5

Cukup jelas.
Angka 6. ..
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Angka 6

Cukup jeias.
Angka 7

Cukup jelas.
Angka 8

Limbah B3 yang akan dimanfaatkan oleh industri semen,
maka memerlukan uji total konsentrasi logam TCLP, uji
emisi, dan uji kualitas produk semen.

Angka 9
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 322
Cukup jelas.

Pasal 323
Cukup jelas.

Pasal 324
Cukup jelas.

Pasal 325
Cukup jelas.

Pasal 326
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . ..
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 327
Cukup jelas.

Pasal 328
Cukup jelas.

Pasal 329
Ayat (1)

Pelarangan dimaksudkan untuk melindungi manusia dan
makhluk hidup lainnya dari paparan Limbah B3 yang berasal dari
technologically enhanced naturally occurring radioactive material
(TENORM) yang mengandung radioaktivitas tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 330
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2 . ..
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Angka 2

Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3 memuat informasi tentang uraian kegiatan
pembangunan fasilitas dan lini masa (timeline)
pembangunan fasilitas.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf 1

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 331

Cukup jelas.
Pasal 332 . ..
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Pasal 332
Cukup jelas.

Pasal 333
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8

Limbah B3 yang akan dimanfaatkan oleh industri semen,
maka memerlukan uji total konsentrasi logam TCLP, uji
emisl, dan uji kualitas produk semen.

Angka 9

Cukup jelas.
Angka 10 . ..
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Angka 10
Cukup jelas.

Ayat (2)

SK No 097334 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3 yang
dikumpulkan” adalah menentukan sumber dan karakteristik
Limbah B3. Informasi mengenai karakteristik Limbah B3
diperlukan untuk memanfaatkan Limbah B3 dengan tepat.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Huruf k

Laporan Pemanfaatan Limbah B3 disusun untuk memastikan
keseimbangan antara Limbah B3 yang diterima dengan Limbah
B3 yang dimanfaatkan, dan Limbah B3 hasil kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 yang dikelola dan/atau diserahkan
kepada Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Huruf 1

Cukup jelas.
Hurufm . ..
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Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 334
Cukup jelas.

Pasal 335
Cukup jelas.

Pasal 336
Cukup jelas.

Pasal 337
Cukup jelas.

Pasal 338

Produk samping merupakan produk sekunder yang dihasilkan dari
suatu proses industri yang terintegrasi dengan proses yang
menghasilkan produk utama (main product). Produk samping lazimnya
memiliki sifat antara lain penggunaannya bersifat pasti, dapat
digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut, dan memenuhi
syarat dan/atau standar produk.

Pasal 339
Cukup jelas.

Pasal 340
Cukup jelas.

Pasal 341
Cukup jelas.

Pasal 342 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Penentuan  efisiensi penghancuran dan penghilangan
(destruction removal efficiency) dilakukan dengan menghitung
konsentrasi dan/atau berat Limbah B3 di awal dan di akhir
proses  pengolahan secara termal. Angka persentase
menunjukkan jumlah molekul dari senyawa Limbah B3 yang
dihilangkan dan dihancurkan dibandingkan dengan jumlah
molekul dari senyawa Limbah B3 yang dimasukkan ke dalam
sistem Pengolahan Limbah B3 secara termal.

Senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs)
merupakan B3 yang sulit terurai atau terdekomposisi. Senyawa
principle organic hazardous constituents (POHCs) lazimnya
terkandung dalam Limbah B3 sehingga digunakan sebagai cara
untuk mengetahui kemampuan efisiensi penghancuran dan
penghilangan (destruction removal efficiency) dari alat
Pengolahan Limbah B3 secara termal yang menghasilkan emisi
udara seperti insinerator.

Senyawa POHCs antara lain tetrakloroetilena, toluena, 1,2-
dikloropropana, dan karbon tetraklorida.

Ayat (2)
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Ayat (3) . . .
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Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 346
Cukup jelas.

Pasal 347
Cukup jelas.

Pasal 348
Cukup jelas.

Pasal 349
Cukup jelas.

Pasal 350
Cukup jelas.

Pasal 351
Cukup jelas.

Pasal 352

Cukup jelas.
Pasal 353 . ..
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Pasal 353
Cukup jelas.

Pasal 354
Cukup jelas.

Pasal 355
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 356
Cukup jelas.

Pasal 357
Cukup jelas.

Pasal 358
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc. ..
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Huruf ¢
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengolahan
Limbah B3 memuat informasi tentang uraian kegiatan
(timeline)

pembangunan fasilitas dan lini
pembangunan fasilitas.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf 1

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 359
Cukup jelas.

SK No 065081 A
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Pasal 360
Cukup jelas.
Pasal 361
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SK No 083020 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3
yang dikumpulkan” adalah menentukan sumber dan
karakteristik Limbah B3. Informasi mengenai karakteristik
Limbah B3 diperlukan untuk mengolah Limbah B3 dengan
tepat.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf 1

Cukup jelas.
Hurufm. ..
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Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 362
Cukup jelas.

Pasal 363
Cukup jelas.

Pasal 364
Cukup jelas.

Pasal 365
Cukup jelas.

Pasal 366
Cukup jelas.

Pasal 367
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “penempatan kembali di area bekas
tambang” adalah menempatkan Limbah B3 yang dihasilkan
dari bahan baku yang bersumber dari kegiatan pertambangan
sejenis dan memenuhi ketentuan teknis ke dalam area bekas
lubang tambang.

Hurufd . ..

SK No 065083 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 368
Cukup jelas.

Pasal 369
Cukup jelas

Pasal 370
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pelapis” adalah adanya lapisan
pelindung yang dibangun untuk mencegah terpaparnya
Limbah B3 atau air lindi dari Limbah B3 ke Lingkungan Hidup.
Lapisan pelindung dapat berupa synthetic liner atau compacted
clay atau lapisan lain yang setara yang memiliki permeabilitas
yang sama. Lapisan pelindung dapat diberikan dengan double
liner dan/atau single liner atau hanya dengan compacted clay.

Hurufc. ..
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Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d

Rencana Penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca
penutupan Penimbunan Limbah B3 berisi antara lain rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka
panjang di fasilitas Penimbunan Limbah B3.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 371
Cukup jelas.

Pasal 372
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 memuat informasi tentang uraian kegiatan
pembangunan fasilitas dan lini masa (timeline)
pembangunan fasilitas.

Huruf c

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruff. ..
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Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf 1

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 373
Cukup jelas.

Pasal 374
Cukup jelas.

Pasal 375
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3 yang
ditimbun” adalah menentukan sumber dan karakteristik Limbah
B3. Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan
untuk menimbun Limbah B3 dengan tepat.

Hurufb. ..
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Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 376
Cukup jelas.

Pasal 377
Cukup jelas.

Pasal 378
Cukup jelas.

Pasal 379
Cukup jelas.

Pasal 380
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.
Ayat (3) . ..
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 381
Cukup jelas.

Pasal 382
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 memuat informasi tentang uraian kegiatan
pembangunan fasilitas dan lini masa (timeline)
pembangunan fasilitas.

Huruf c

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i. ..
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Huruf i

Cukup jelas.
Huruf

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 383
Cukup jelas.

Pasal 384
Cukup jelas.

Pasal 385
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3 yang
ditimbun” adalab menentukan sumber dan karakteristik Limbah
B3. Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan

untuk menimbun Limbah B3 dengan tepat.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
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Huruf f

Laporan Penimbunan Limbah B3 disusun untuk memastikan
bahwa jumlah Limbah B3 yang diterima sama dengan Limbah
B3 yang diclah dan/atau ditimbun.

Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 386
Cukup jelas.

Pasal 387
Cukup jelas.

Pasal 388
Cukup jelas.

Pasal 389
Cukup jelas.

Pasal 390
Cukup jelas.

Pasal 391
Cukup jelas.

Pasal 392
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc. ..
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Huruf ¢

Serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pemboran Usaha
dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut
menggunakan lumpur bor berbahan dasar air (water-based
mud) digolongkan sebagai Limbah nonB3.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 393
Cukup jelas.

Pasal 394
Cukup jelas.

Pasal 395
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Kedalaman lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) meter
untuk Dumping (Pembuangan) tailing ke laut yaitu kedalaman
titik pembuangan Limbah B3 (outfall) berada pada kedalaman
lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) meter.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Up-welling merupakan fenomena oseanografi yang ditandai
dengan terjadinya penaikan massa air dari kedalaman laut
hingga ke permukaan yang disebabkan antara lain angin dan
perbedaan temperatur.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 396 . . .
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Pasal 396
Cukup jelas.

Pasal 397
Cukup jelas.

Pasal 398
Cukup jelas.

Pasal 399
Cukup jelas.

Pasal 400
Cukup jelas.

Pasal 401
Huruf a

Yang dimaksud dengan “menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan”
adalah penghentian kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3
yang sedang berlangsung.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 402
Cukup jelas.

Pasal 403
Ayat (1)

Pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara kasus
per kasus oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . ..
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Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 404
Cukup jelas.

Pasal 405
Cukup jelas.

Pasal 406
Cukup jelas.

Pasal 407
Cukup jelas.

Pasal 408
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk
perpindahan lintas batas Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Huruff. ..
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Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 409
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Alasan penolakan antara lain berupa penolakan transit dari daerah
pabean.

Pasal 410
Cukup jelas.

Pasal 411
Cukup jelas.

Pasal 412 . . .
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Cukup jelas.

Pasal 413
Cukup jelas.

Pasal 414
Cukup jelas.

Pasal 415
Cukup jelas.

Pasal 416
Cukup jelas.

Pasal 417
Cukup jelas.

Pasal 418
Cukup jelas.

Pasal 419
Cukup jelas.

Pasal 420
Cukup jelas.

Pasal 421
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanah pelapis dasar” adalah tanah yang
dapat digunakan sebagai pelapis dari suatu kegiatan konstruksi
dan/atau kegiatan sejenis.

Pasal 422
Cukup jelas.

Pasal 423
Cukup jelas.

Pasal 424
Cukup jelas.

Pasal 425
Cukup jelas.

Pasal 426
Cukup jelas.

Pasal- 427
Cukup jelas.

Pasal 428
Cukup jelas.

Pasal 429 . ..
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Pasal 429
Cukup jelas.

Pasal 430
Cukup jelas.

Pasal 431
Cukup jelas.

Pasal 432
Cukup jelas.

Pasal 433
Cukup jelas.

Pasal 434
Cukup jelas.

Pasal 435
Cukup jelas.

Pasal 436
Cukup jelas.

Pasal 437
Cukup jelas.

Pasal 438
Cukup jelas.

Pasal 439

Cukup jelas.
Pasal 440 . . .
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Cukup jelas.

Pasal 441

Cukup jelas.

Pasal 442

Cukup jelas.

Pasal 443

Cukup jelas.

Pasal 444

Cukup jelas.

Pasal 445

Cukup jelas.

Pasal 446

Cukup jelas.

Pasal 447

Cukup jelas.

Pasal 448

Cukup jelas.

Pasal 449

Cukup jelas.
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Pasal 450
Ayat (1)
Huruf a

Limbah nonB3 terdaftar merupakan Limbah yang sudah tidak
memiliki karakteristik B3 dan telah memenuhi ketentuan
penggunaan minimal teknologi terbaik dan ramah lingkungan.

Huruf b

Limbah nonB3 khusus merupakan Limbah yang sebelumnya
adalah Limbah B3 dari sumber spesifik umum dan sumber
spesifik khusus yang telah melalui prosedur pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 451
Cukup jelas.

Pasal 452
Ayat (1)

Pengelolaan Limbah nonB3 tidak mempunyai Persetujuan Teknis
sehingga semua standar teknis tercantum dalam Persetujuan
Lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 453 . ..
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Pasal 453
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah nonB3” adalah
pencampuran Limbah nonB3 dengan B3, Limbah lainnya, dan/atau
Limbah B3, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan
atau zat lainnya yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat pemrosesan akhir” adalah tempat
pemrosesan akhir sampah.

Pasal 454
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengurangan Limbah nonB3 sebelum
Limbah nonB3 dihasilkan” adalah pengurangan jumlah atau
volume Limbah nonB3 yang dihasilkan dari modifikasi,
perubahan proses produksi, dan/atau perubahan teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurangan Limbah nonB3 sesudah
Limbah nonB3 dihasilkan” adalah pengurangan jumlah atau
volume Limbah nonB3 secara fisik dan/atau termal.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4j
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 455
Cukup jelas.
Pasal 456 . . .
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Pasal 456
Cukup jelas.

Pasal 457
Cukup jelas.

Pasal 458
Cukup jelas.

Pasal 459

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi sumber energi
antara lain pemanfaatan Limbah sludge IPAL dimanfaatkan
sebagai campuran bahan bakar alternatif pada boiler.

Huruf c

Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai

bahan baku yaitu

pemanfaatan Limbah nonB3 khusus seperti fly ash batubara
dari kegiatan PLTU dengan teknologi boiler minimal CFB
(Circulating Fluidized Bed) dimanfaatkan sebagai bahan baku

kontruksi pengganti semen pozzolan.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

SK No 065101 A

Pasal 460 . . .



o
&

g
%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-95.-

Pasal 460

Cukup jelas.

Pasal 461
Cukup jelas.

Pasal 462
Cukup jelas.

Pasal 463
Cukup jelas.

Pasal 464
Cukup jelas.

Pasal 465
Cukup jelas.

Pasal 466
Cukup jelas.

Pasal 467

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Notifikasi Limbah nonB3 berfungsi sebagai pemberitahuan kepada
negara penerima untuk mendapatkan persetujuan negara tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum
ekspor dapat dilaksanakan.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 468 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 469

Cukup jelas.

Pasal 470

Cukup jelas.

Pasal 471

Ayat (1)

Huruf a

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
digunakan antara lain untuk kegiatan penanggulangan
Pencemaran  Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup termasuk penanggulangan keadaan darurat
Lingkungan Hidup yang terjadi akibat Usaha dan/atau Kegiatan
pada tahap prakonstruksi, konstruksi, komisioning, operasi dan
pemeliharaan, dan/atau pascaoperasi.

Penanggulangan keadaan darurat Lingkungan Hidup adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi suatu
keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang
menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup dan memerlukan tindakan
penanggulangan sesegera mungkin untuk meminimalisasi
terjadinya tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup yang lebih parah.

Suatu keadaan dinyatakan menjadi keadaan darurat
Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan:

a. sumber/bahan penyebab terjadinya kedaruratan seperti
antara lain B3 dan/atau Limbah B3;

b. memerlukan penanganan segera dan memadai agar
dampaknya tidak meluas;

c. mengancam keselamatan jiwa manusia; dan

d. terdapat potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan /atau
Kerusakan Lingkungan Hidup jika tidak segera
ditanggulangi.

Huruf b
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan
Pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu
Lingkungan Hidup.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan
untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan
Hidup termasuk wupaya pencegahan kerusakan lahan,
memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan
untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya
berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 472
Ayat (1)

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
adalah dana yang disediakan oleh pemegang Persetujuan
Lingkungan untuk pemulihan kualitas Lingkungan Hidup yang
tercemar dan/atau rusak karena kegiatannya. Dana penjaminan
untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat berbentuk antara
lain dana jaminan reklamasi, dana jaminan pascatambang, asuransi
pengelolaan Limbah B3, atau nomenklatur lain sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan sektor teknis terkait.

Dana . ..
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Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup wajib
disediakan oleh pemegang Persetujuan Lingkungan sebagai
pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban dari setiap pemegang
Persetujuan  Lingkungan untuk melakukan pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup dan pelaksanaan asas pencemar membayar (polluters pay
principle) dan pelaksanaan internalisasi biaya Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Huruf a

Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki risiko rendah dan
menengah terhadap Lingkungan Hidup adalah Usaha dan/atau
Kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat
tidak menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap
kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 473
Ayat (1)
Huruf a

Deposito berjangka antara lain seperti deposito berjangka
jaminan reklamasi yang ditempatkan pada bank Pemerintah
atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota gq.
perusahaan yang bersangkutan.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd . ..
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Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 474
Cukup jelas.

Pasal 475
Cukup jelas.

Pasal 476
Cukup jelas.

Pasal 477
Cukup jelas.

Pasal 478
Cukup jelas.

Pasal 479
Cukup jelas.

Pasal 480
Cukup jelas.

Pasal 481
Cukup jelas.

Pasal 482
Cukup jelas.
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Pasal 483
Cukup jelas.

Pasal 484
Cukup jelas.

Pasal 485
Cukup jelas.

Pasal 486
Cukup jelas.

Pasal 487
Cukup jelas.

Pasal 488
Cukup jelas.

Pasal 489
Cukup jelas.

Pasal 490
Cukup jelas.

Pasal 491
Cukup jelas.

Pasal 492
Cukup jelas.

Pasal 493

Cukup jelas.

Pasal 494 . . .
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Cukup jelas.

Pasal 495
Ayat (1)
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"melakukan pemantauan”

adalah

pengecekan langsung ke lokasi yang menjadi objek Pengawasan
sesual dengan yang tertera dalam Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “menghentikan pelanggaran tertentu”
adalah tindakan untuk menghentikan pelanggaran tertentu di
lokasi ditemukannya pelanggaran, antara lain penghentian
saluran bypass Air Limbah, penghentian pembuangan Air

Limbah tanpa
penimbunan Limbah B3 tanpa izin.

melalui  pengolahan,

penghentian

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat
dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 496
Cukup jelas.

Pasal 497
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi lainnya” dapat berupa data
terkait laporan pelaksanaan ketentuan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah antara lain melalui Sistem Informasi
Lingkungan Hidup, laporan hasil pembinaan, dan laporan
swapantau Usaha dan/atau Kegiatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a’
Yang dimaksud dengan “persiapan pengawasan” adalah kegiatan
yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

sebelum melaksanakan pengawasan langsung ke lokasi Usaha
dan/atau Kegiatan.

Persiapan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup antara lain pengumpulan data dan informasi, penyiapan
alat pelindung diri, administrasi, dan peralatan pengawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan ketaatan” adalah
pemeriksaan di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan terhadap
pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan
Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hurufc. ..
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Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “tindak lanjut hasil pengawasan” adalah
melakukan analisis teknis dan yuridis terhadap temuan di lokasi
Usaha dan/atau Kegiatan dan rekomendasi penegakan hukum
yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 498
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi pelanggaran yang terdeteksi”
adalah indikasi pelanggaran yang bersumber antara lain dari
citra satelit, hasil pengamatan langsung, dan laporan swa-
pantau dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Hasil pengawasan ketaatan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL
rinci Pelaku Usaha dalam kawasan digunakan sebagai dasar untuk
menerapkan penegakan hukum terhadap Pelaku Usaha dalam
kawasan yang tidak taat terhadap ketentuan RKL-RPL rinci.

Pasal 499
Cukup jelas.

Pasal 500
Cukup jelas.

Pasal 501
Ayat (1)

Yang . ..
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Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban mutlak” atau strict
liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak
penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “ancaman serius” adalah ancaman yang
berdampak luas terhadap Lingkungan Hidup dan menimbulkan
keresahan masyarakat seperti kesehatan manusia, air

permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan
hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 502
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
relatif besar seperti pembuangan Air Limbah yang melebihi Baku
Mutu Air Limbah dan menyebabkan dilampauinya Baku Mutu
Air, tindakan membakar hutan dan/atau lahan yang
mengakibatkan rusaknya hutan dan/atau lahan.

Hurufb. ..

SK No 065111 A



aaeﬁ
i

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -
Huruf b

Keresahan masyarakat antara lain terganggunya kesehatan dan
mata pencaharian.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 503
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip integritas” adalah prinsip yang
menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip profesionalisme” adalah prinsip
menjalani profesi sesuai keahliannya.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “prinsip responsif’ adalah prinsip cepat
tanggap.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 504
Cukup jelas.

Pasal 505
Cukup jelas.

Pasal 506 . ..
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Pasal 506

Cukup jelas.

Pasal 507
Cukup jelas.

Pasal 508
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “jenis pelanggaran” adalah jenis
perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan/atau Perizinan Berusaha terkait
Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Pemerintah
terkait Persetujuan Lingkungan dan ditemukan pelanggaran
yang tertuang dalam berita acara pengawasan dan/atau berita
acara klarifikasi. Jenis pelanggaran antara lain tidak memiliki
Persetujuan Lingkungan, Air Limbah melebihi Baku Mutu Air
Limbah, dan tidak melakukan pengelolaan Limbah B3.

Huruf e

Yang dimaksud deagan “ketentuan yang dilanggar” adalah
kewajiban dan larangan dalam Perizinan Berusaha dan/atau
Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang
dilanggar, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
dilanggar.

Huruff. ..
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Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 509
Cukup jelas.
Pasal 510

Pelanggaran yang bersifat administratif antara lain tidak membuat dan
menyampaikan laporan, tidak memasang simbol dan/atau label pada
kemasan Limbah B3, dan tidak memasang tanda titik penaatan.

Pasal 511
Cukup jelas.

Pasal 512
Cukup jelas.

Pasal 513
Cukup jelas.

Pasal 514
Cukup jelas.

Pasal 515
Ayat (1)

Nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan dihitung dari nilai investasi
Usaha dan/atau Kegiatan yang belum memiliki Persetujuan
Lingkungan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 516 . . .

SK No 065114 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Pasal 516
Cukup jelas.

Pasal 517
Cukup jelas.

Pasal 518
Cukup jelas.

Pasal 519
Cukup jelas.

Pasal 520
Cukup jelas.

Pasal 521
Cukup jelas.

Pasal 522
Cukup jelas.

Pasal 523
Cukup jelas.

Pasal 524
Cukup jelas.

Pasal 525
Cukup jelas.

Pasal 526
Cukup jelas.
Pasal 527 . ..
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Pasal 527
Cukup jelas.

Pasal 528
Cukup jelas.

Pasal 529
Cukup jelas.

Pasal 530
Cukup jelas.

Pasal 531
Cukup jelas.

Pasal 532
Cukup jelas.

Pasal 533
Cukup jelas.

Pasal 534
Cukup jelas.
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